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Amelia Putri Handayani, No.BP : 06194008, Kinerja Aparatur Dalam
Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Studi pada: Aparatur Kecamatan
Padang Utara). Program Studi Ilmu Adiministrasi Negara, Faknltas Tlmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2013. Dibimbing oleh : Ria
Ariany,M.Si dan Malse Yulivestra,S.Sos,M.AP. Skripsi ini terdiri dari 110
halaman dengan referensi 23 buku teori, 16 buku metode, 2 skripsi penelitian, 11
dokumentasi dan 7 website internet.

Penelitian ini bertyjuan wntuk mendiskripsikan kinetja Pemerintah Kecamatan
Padang Utara dalam Pelaksanaan Program e-KTP di Kecamatan Padang Utara. Sebagai
instansi publik yang bergerak dibidang pelayanan kepada masyarakat, program e-KTP
adalah salah satu program yang dilaksanakan sebagai wujud pemberian pelayanan
kepada masyarakat. Namun, berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di
Kecamatan Padang Utara dan disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu
Agus Dwiyanto, ditemukan bahwa kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Utara dalam
Pelaksanaan Program e-K'TP belum maksimal.

Hal ini dapat dilihat dari permasalahan proses kemanusiaan yang masih bermasalah,
dimana sikap, nilai, dan norma petugas kepada masyarakat masih kurang baik. Masih
banyak masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh
petugas di Kecamatan Padang Utara. Peralatan vang terbatas juga menjadi kendala
Pemerintah Kecamatan Padang Utara dalam mencapai kinerja yang maksimal. '

Selain itu masalah pada struktur juga menyebabkan kinerja Pemerintah
Kecamatan Padang Utara kurang maksimal, dampak dari permasalah  tersebut
menyebabkan Kecamatan Padang Utara masih tertinggal dalam pencapaian target
perekaman data penduduk dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kota
Padang.

Kata Kunci: Kinerja, Kinerja Aparatur, Pelayanan Publik, E-KTP




ABSTRACT

Amelia Putri Handayani, No.BP: 06194008, Performance of the apparatus
in the service of electronic identity . Pablic Administration, Faculty of cards (the
study:northern deserrt district officials). Social and Political Sciences, Andalas
University, Padang, 2013. Supervised by: Ria ArianyM.Si and Malse
Yulivestra,S.Sos,M.AP. This thesis consists of 110 pages with references to the
theory of 23 hooks, 16 books method, 2 theses and researc, 11 documents, and 7
internet website

This study aims to describe the performance of the Government in the Northern
District of Padang e-KTP Program Implementation in the Northern District of Padang.
As a public agency engaged in public service, the e-ID card program is one program
being implemented as a form of service delivery to the community. However, based on
research studies that have been done in the Northern District of Padang and adapted to
the theory that the researchers use the Agus Dwiyanto, it was found that the
performance of the Government in the District of North Padang implementation of e-ID
card program is not maximized.

It can be seen from the problems of humanity are still troubled, where attitudes,
values, and norms of public officials is still not good. There are many people who feel
uncomfortable with the services provided by officials in the District of North Padang.
Limited equipment is also an obstacle Norih Padang Disirict Government in achieving
maximum performance. :

In addition it also causes problems in the structure of the performance of the
District Government of North Padang less than the maximum, the impact of these issues
led Northern District of Padang is still lagging behind in achieving the target population
data recording than other districts in the city of Padang,

Keywords: Performance, Performance Personnel, Public Service, E-KTP
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi yang telah memengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia untuk
meciptakan sesuatu yang baru. Hal ini terutama di dorong dengan diluncurkannya teori
good governance menjadi tujuan utama pelaksanaan pemerintahan di dunia, termasuk
Indonesia. Pemerintahan di berbagai Negara mewujudkan good governance atau
pemerintahan yang baik. Salah satu cara yang kini ditempuh oleh pemerintah pusat
Indonesia adalah inovasi pelayanan publik dengan metode e-government yaitu penerapan
e- KTP atau KTP berbasis sistem informasi.

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
adalah langkah awal yang sangat penting bagi negara untuk melakukan penertiban
tethadap penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan basis data
kependudukan.' Dalam Pasal 63 Ayat 'l UU No. 23 Tahun 2006, disebutkan bahwa
penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 KTP. Untuk dapat mengelola penerbitan KTP
yang bersifat tunggal dan terwujudnya basis data kepe“ndudukan yang lengkap dan akurat
diperlukan dukungan teknologi yang dapat menjamin dengan tingkat akurasi tinggi
ketunggalan identitas seseorang dan kartu identitas yang memiliki metoda autentikasi
kuat dan pengamanan data .identitas yang tinggi untuk mencegah pemalsuan dan

penggandaan.

! www.e-ktp.com . Apa dan Mengapa E-KTP diakses tanggal 12 Mei 2013, pukul 19.05 WIB




Pelaksanaan pelayanan publik yang optimal tentu akan memberikan dampak positif
kepada kinerja instansi yang berkaitan. Dengan kata lain semakin baik pelaksanaan
pelayanan publik oleh instansi pemerintah, maka akan semakin baik juga kinerja instans
yang bersangkutan. Maka dari itu, permasalahan kinerja merupakan sesuatu hal yang
penting untuk dibicarakan pada saat ini. Instansi pemerintah dimulai dari pusat sampai
kepada daerah dituntut untuk menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas
masing-masing instansinya. Kinerja pemerintah juga merupakan wujud dari akuntabilitas

pemerintah  kepada publik, dimana pemerintah harus bertanggung jawab dalam

melaksanakan program yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.?

Oleh karena itu, perlu adanya target yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam
pelaksanaan program dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dan
target tersebut harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
sebelumnya.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai
kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal
ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan
melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap
aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat
maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya
adalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP di Kecamatan. E-KTP

atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat

? Veithzal Rivai dan Ahmad Fawzi Mohd. Basri.2005. “Performance Appraisal (Sistem yang Tepat untuk
menilai Kinerja Karyawan dan Meninghatkan Daya Saing Perusahaan)”. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Hal.14




sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi
dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

Program e- KTP telah diterapkan diberbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di
Kota Padang. Penerapan e-KTP telah dilaksanakan hampir di seluruh kecamatan yang
ada di Kota Padang. Tentunya harapan pemerintah Kota Padang dan pemerintah Pusat
adalah pelayanan publik di bidang pencatatan sipil dapat lebih baik dan masyarakat lebih
antusias lagi untuk mendaftarkan mereka ke dinas kependudukan dan catatn sipil. Tujuan
lain adalah agar masalah penggandaan KTP tidak lagi terjadi kususnya di Kota Padang
dan Indonesia secara umum. Namun, ternyata penerapan e-KTP di Kota Padang
khususnya di Kecamatan Padang Utara menuai masalah, antara lain semangat
masayarakat Kecamatan Padang Utara rendah, memicu kekesalan warga karena
pembuatan KTP Online yang dijanjikan PemKot Padang tidak bisa cepat dan akurat,
Jjustru malah molor dan terkesan lambat. Lebih parahnya lagi pemerintah pusat menilai
pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Padang Utara masih jauh dari harapan.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Kepala Bidang Informasi Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang pada saat observasi awal yang menyatakan
bahwa:®

“Kecamatan Padang Utara termasuk salah satu kecamatan yang rendah dalam
menjalankan proyek E-KTP”

Di Kecamatan Padang Utara terdapat pula permasalahan yang timbul karena keluhan
dan ketidakpuasan pelayanan publik terhadap pelayanan E-KTP khususnya, masalah ini

mengenai bagaimana Kinetja para pegawai Kecamatan Padang Utara dalam melayani

* Hasil wawancara dengan Rahima Taib, selaku Kabid Informasi Dindukecapil Kota Padang, Rabu 15 Mei
2013, pukul 14.00, di Kantor Dindukcapil Kota Padang.
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masyarakat yang membutuhkan pelayanan E-KTP. Ha! ini sesuai dengan hasil
wawancara pada saat observasi awal dengan salah seorang warga yang membuat KTP
Elektronik.*

“pelayanan yang sering tidak tepat waktu, biaya yang pada sebagian orang

dianggap mahal, masih adanya pegawai yang mau menguruskan dokumen dengan
imbalan, dan sebagainya.”

Dari hasil pengamatan awal, kinerja aparatur pada Kantor Kecamatan Padang Utara

menunjukkan belum berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih ada pegawai
yang duduk sambil cerita pada saat jam kerja, sehingga waktu mereka lalui berlalu begitu
saja tanpa ada hasil yang maksimal. Semua pegawai yang bekerja diberikan tunjangan
kinerja sebagaimana yang diamatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut. Selain dituntut
untuk menjalankan akuntabilitas secara internal seperti yang dijabarkan, seorang pegawai

diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kewenan gannya secara eksternal.’

Dimana Akuntabilitas eksternal ini diberikan kepada rakyat daerah sebagai pihak
yang dikenai dan seringkali menjadi korban dalam implementasi kebijakan atau
kewenangan yang dijalankan seorang pegawai. Hal ini secara langsung dapat mendukung
terbentuknya kinerja pegawai yang akuntabel, efisien, efektif, responsif sehingga dapat
terciptanya tata pemerintahan yang baik yang dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat sebagi pihak yang menerima pelayanan publik.®

Penilaian kinerja pegawai merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena

dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya.

* Hasil wawancara dengan salah seorang warga, Rabu | Mei 2013, Pukul 10.00WIB di kantor Camat
Padang Utara
“Gomez, Faustinu Cardos0.2003.Manajemen Sumber Daya Manusia.Yogyakarta: Andi.Hal .60
*Sedarmayanti.2001 -Mangjemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.Bandung:CV.Mandar
Maju.Hal.83




Terbatasnya informasi mengenai kinerja karyawan terjadi karena kinerja belum dianggap
sebagal suatu hal yang penting sehingga tidak jarang ditemukan dalam perekruitan suatu
jabatan yang didasarkan pada pertimbangan like and dislike pimpinan serta masih

melekatnya budaya paternalisme. Secara mental setiap aparat birokrasi, masih ditemukan

adanya tradisi dan tata pergaulan yang bersifat paternalisme, misainya dihadapan

pimpinan dinas, seorang aparat bawahan sulit untuk menunjukan penolakannya atas suatu
ide atau gagasan pimpinan. Penolakan atas ide pimpinan secara terbuka dapat berarti
membuka konflik antara pimpinan dan bawahannya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk sosok aparat
pemerintah yang ideal sesuai dengan tuntutan saat ini. Namun kenyataannya keluhan
masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintahan dalam melayani kerap kali mewarnai
proses hubungan antara yang melayani dengan yang dilayani. Fenomena yang hampir
dapat dijumpai pada berbagai instansi pemerintah, tidak terkecuali juga dijumpai di
lingkungan kerja Pemerintah Kota Padang khususnya Kecamatan Padang Utara yang
menjadi objek penelitian dalam tulisan ini.

Kinerja sektor publik menjadi bagian yang sangat penting diketahui oleh masyarakat
karena dalam hubungan keduanya, terdapat hubungan yang saling menunjukan
keterkaitan. Dalam suatu sistem pemerintahan yang demokratis masyarakat memberikan
kewenangan kepada wakil-wakilnya yakni pemerintah, untuk melaksanakan kewajiban
tertentu yang diamanahkan baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat.
Hubungan antara pemerintah dan masyarakat ini disebut dengan hubungan kewenangan.
Dalam menjalankan kewenangannya pemerintah wajib memberikan pertanggung

Jjawabannya kepada masyarakat atas aktivitas yang telah dikerjakannya.
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Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan sebuah hubungan
pertanggungjawaban, antara pemerintah yang diberikan kewenangan kepada masyarakat
yang memberikan kewenangan tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya pemerintah
selaku agen yang diberikan kewenangan seringkali mempunyai Kepentingan yang
berbeda dengan masyarakat, misalnya lebih mementingkan kepentingan pribadi atau
golongannya. Akibatnya seringkali pemerintah secara sengaja ataupun tidak sengaja
memberikan informasi yang tidak jelas bahkan tidak memberikan informasi sama sekali,
sehingga menimbulkan ketidakseimbangan atau asimetri informasi di antara kedua pihak.

Hal ini bertujuan karena pemerintahan di tingkat kecamatan merupakan aktor utama

dalam menjalankan fungsi-fungsi pokok pemerintahan. Oleh karena itu, menjadi

kewajiban seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi untuk

mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja dan atau tindakannya kepada pihak-
pihak yang mempunyai hak untuk meminta jawaban serta penjelasan atas hasil seluruh
tindakannya. Sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan,
maka Camat dalam bal ini sebagai pimpinan dari Kecamatan yang dipimpinnya
bertanggungjawab kepada Walikota sebagai pihak yang telah memberikan otoritas
kekuasaan melalui sekretaris daerah.

Dengan kata lain selama itu pelayanan publik tidak pernah baik. Seperti yang kita
ketahui selama ini, bahwa kinetja pegawai dalam organisasi pemerintahan sangatlah
buruk, dimana banyak sekali pemborosan biaya yang diperparah dengan adanya unsur
korupsi, kolusi dan nepotisme dalam tubuh birokrasi kita, Struktur organisasi

pemerintahan daerah yang dibangun secara hirarki fungsional yang digerakkan oleh




peraturan—peraturan yang kaku sering kali tidak menciptakan iklim yang kondusif bagi
peningkatan kinerja organisasi dalam pemberian pelayanan publik.

Oleh karena itu, semenjak dikeluarkannya Undang-undang yang mengatur tentang
Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dituntut berusaha meningkatkan pelayanan
publik. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang
berkualitas terus meningkat dari waktu kewaktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang
seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga Negara memiliki hak untuk dilayani
dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan. Tantangan yang
dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan
yang efisien, namun juga bagaimana pelayanan dapat dilakukan dengan tanpa membeda-
bedakan status dari masyarakat yang dilayani atau dengan kata lain bagaimana

menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Padang mencatat 457.818
warga Padang atau 88 persen yang telah melakukan rekam data elektronik K TP (e-KTP),
atau berkisar 88 persen. Dinas terkait optimistis rekam e-KTP terealisasi 100 persen

sesuai tenggat waktu April ini. Data Disdukcapil Padang, empat dari 11 kecamatan rekam




e-KTP rendah. Yakni, Padang Utara, Padang Barat, Padang Selatan, dan Bungus Teluk
Kabung. Di empat kecamatan ini tercatat 20.762 warga belum atau sedang melakukan
pengurusan e-KTP.
“Empat kecamatan tersebut, masih banyak warga yang belum atau sedang
menjalankan pengurusan,” Di Padang Utara, dari 41.396 wajib KTP, baru
31.136 sclesai. Padang Barat, dari 34.159 warga wajib KTP, baru
melakukan rekam e-KTP 26.811 warga. Di Padang Selatan, dari 39.397
warga wajib KTP, baru melakukan rekam e-KTP 31.721 warga. Di
Bungus Teluk Kabung, dari 15.207 wajib KTP, yang menjalankan
program e-KTP 12.792 warga. Total wajib E-KTP di Padang tercatat
615299 ribu masyarakat yang masuk database, Namun yang telah
melakukan pengurusan e-KTP, 514.967 ribu. Rinciannya, 457.815 warga
yang telah melakukan pengurusan, 57.152 ribu warga yang belum hingga
8 April lalu™’,
Di samping itu, terdapat 42.734 ribu warga yang harus diganti alamat rumah mereka
karena ada yang pindah dan meninggal. Dalam jangka waktu tiga minggu ke depan, kami

berupaya mencapai 100 persen pengurusan e-K TP, untuk mencapai target 100 persen.

Pemko mengerahkan tujuh mobil khusus berkeliling di kecamatan. Petugas juga
menjemput data warga langsung ke rumah-rumah.Petugas juga membuka pelayanan pada
hari libur, dan malam hari. Pencetakan e-KTP butuh waktu panjang karena harus dikirim
ke pusat.

“Saat ini, 40.278 e-KTP telah dibagikan di Kototangah, Nanggalo,

Lubukkilangan, dan Pauh. Sementara sisanya masih dalam proses

pengiriman dan pelengkapan data®”.

Menilat kualitas pelayanan publik adalah sangat diperlukan oleh pengguna jasa
pelayanan termasuk tingkat kesulitan atau kemudahannya mengenai karakteristik

pelayanan yang diberikan. Hal yang dapat menghambat efisiensi dari pelayanan publik

? Wawancara dengan Kepala Disdukcapil Padang, Vidal Triza pada tanggal 1 Juli 2013 jam 11.00 WIB
¥ Wawancara dengan Kepala Disdukcapil Padang, Vidal Triza pada tanggal | Juli 2013 jam 11.00 WIB




yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pegawai.’ Hal ini otomatis
menyebabkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Karena itulah dengan dibuatnya suatu
sistem yang baik, diharapkan Kinerja pegawai dapat berjalan secara optimal sehingga
pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Sehubungan dengan masalah itu maka jika dilihat dari postsinya, suatu kecamatan
memiliki posisi yang penting bagi suatu daerah. Kecamatan sangat menentukan
keberhasilan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berada
diatasnya. Dimasa reformasi seperti saat ini, kecamatan bukan lagi merupakan wilayah
administrasi pemerintahan melainkan wilayah ketja dari perangkat daerah. Hal tersebut
menjadikan kecamatan bukan lagi wilayah kekuasaan tetapt merupakan wilayah
pelayanan. Sebagai rangkaian kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi dimana
seorang administrator (Camat) adalah mengatur, maka administrasi pemerintah
kecamatan yang merupakan bagian dari administrasi publilg tidak lepas akan bagaimana

mengatur dan menggerakan orang-orang yang ada di wilayah kerjanya untuk sama-sama

mensukseskan tujuan organisasi pemerintah kecamatan, '

Sebagai pelaksana dan pemberi pelayanan publik yang berhubungan langsung
dengan masyarakat adalah pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Pemerintah
kecamatan dan kelurahan diharapkan mampu untuk mengefektifkan, mempermudah dan
mempercepat jangkauan dan waktu layanan pemerintah terhadap masyarakat. Selain itu
mampu pula memberikan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan memotivasi

kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing.

*Henry Simamora, 1995.Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE TKPN,Yoyakarta.Hal.71
*®Solihin,Dadan 2,2007.Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di
Indonesia,www.dadangsolihin.com. diakses Sabtu 11 Mei 2013 Jam 08.30 WIB
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Kecamatan Padang Utara, sebagaimana kebanyakan Kecamatan lain, juga tidak lepas
dari permasalahan mengenai kinerja dalam memberikan pelayanan publik. Kurangnya
kesadaran tentang kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan dinilai menjadi faktor
penyebab tingkat kinerja yang buruk. Sehingga berdasarkan uraian diatas penulis tertarik
untuk memilih judul skripsi “Kimerja Aparatur dalam Pelayanan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (E-KTP)”. (studi pada Aparatur Kecamatan Padang Utara).

1.2 Rumusan Masalah

Pelaksanaan suatu penelitian sudah tentu harus memiliki permasalahan yang periu

diungkap terlebih dahulu sehingga perumusan dan pembatasan masalah bisa diungkapkan

secara tegas dan kongkrit serta dapat membantu pengumpulan data dari lapangan dan
membantu memecahkan masalah dalam penelitian. Masalah lebih dari sekedar
pertanyaan dan jelas berbeda dengan tujuan, Dengan demikian adanya masalah harus
segera dipecahkan, agar segala sesuatunya jelas dan terhindar dari kesalahan yang tidak
dikehendaki.

Sehubungan dengan tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Padang Utara dalam
peningkatan pelayanan kepada masyarakat semakin besar seiring dengan pelaksanaan
kebijakan otonomi daerah saat ini. Oleh karena itu maka pelayanan yang harus diberikan
kepada masyarakat harusiah dapat diterima sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu
cepat, efektif, efisien dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu merupakan
tujuan yang harus dicapai dalam rangka perkembangan dan kemajuan Kecamatan Padang
Utara, khususnya dalam menjalankan profesionalisme peningkatan kinerja pegawai.

Bertitik tolak dari latar belakang yang diuraikan dapat diambil suatu poin yang

melatar belakangi penelitian ini. Maka permasalahan yang dapat diangkat oleh penulis
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adalah bahwa adanya peningkatan kinerja aparatur yang harus dijadikan sebagai pedoman

oleh Kecamatan dalam menjalankan wewenang schingga tercapainya pelayanan yang
baik, karena kinerja yang dicapai oleh aparat sebagai aktor atau pelaku kewenangan itu
sendiri dapat berjalan secara optimal. Supaya tercapai tujuan tersebut maka adanya
kejelasan peran dan wewenang tidak hanya sebagai mana yang ada pada job diskription
saja, tetapi secara keseluruhan dalam kaitannya dengan kinerja pegawai sehingga
terciptanya pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dapat
dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu: “Bagaimana
kinerja aparatur dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) studi
pada: Aparatur Kecamatan Padang Utara?”
1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi
tujuan dari penelitian ini adalah “Uniuk mendeskripsikan kinerja aparatur dalam
pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) studi pada Aparatur Kecamatan
Padang Utara”
1.4 Manfaat Penelitian

Signifikan penelitian ini diharapkan dapat dari 4 segi, yaitu: segi akademis, segi
praktis, segi sosial, dan segi teknis:

1. Manfaat Akademis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan
keilmuan khususnya seputar pembangunan daerah tepatnya di lingkungan

akademis.




2. Manfaat Praktis
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah kecamatan
untuk dapat memaksimalkan kinerja dalam memimpin dan membangun suatu
orgaisasi.
. Manfaat Teknis
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui

sejauh mana persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, serta menambah

wawasan tentang persepsi dari berbagai kalangan masyarakat tenang kinerja

pemerintah dan juga penelitian ini diharapkan berguna bagi penelitian
selanjutnya.
. Manfaat Sosial
Penelitian ini dapat dijadikan tambahan masukan dan pemberitahuan kepada
masyarakat untuk dapat mengetahui kinerja aparatur kecamatan dalam
memberikan pelayanan yang bertanggungjawab kepada masyarakat sebagai
penerima pelayanan.
1.5 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini, penulis membagi menjadi 6 (enam) bab, yang masing-masing
berisikan tentang:
BARI1 Penddhuluan
Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan skripsi




Kerangka Teori

Pada bab ini berisi tentang teorisasi yang digunakan dalam penelitian,
serta penelitian terdahulu yang relevan. Kemudian dijadikan sebagai
referensi dalam penulisan penelitian,

Metode Penelitian

Pada bab ini mendeskripsikan tentang metode penelitian yang digunakan,
lokasi penelitian dan unit metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian yang dilakukan penulis.

Deskripsi Lokasi

Memberikan gambaran mengenai instansi Kantor Camat Padang Utara,

dimulai secara umum, dan semua data tersebut didapati dari kantor Camat
Padang Utara dan juga didapati dari masyarakat yang mendapatakan
pelayanan di kantor camat tersebut.

Temuan dan Analisis Data

Pada bab ini menjelaskan dan menganalisis maksud dari data-data yang
ditemukan dalam penelitian secara menyeluruh.

Penutup

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan permasalahan
dalam penelitian ini serta saran yang berkaitan dengan penelitian yang

telah dilakukan.




BAB II

KERANGKA TEORI

2.1Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian mengenai persepsi masyarakat ini sudah pernah diteliti oleh Elra
Mohamad Budiyanto dari Jurusan hukum dan kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2004 dengan judul “Persepsi Masyarakat
Tethadap Kinerja Birckrat Pada Era Otonomi Daerah Di Kecamatan Tulis Kabupaten
Batang”. Penelitian tentang Persepsi Masyarakat ini juga pernah diteliti oleh Asen
Falah dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2006,
dengan judul “Persepsi Publik terhadap Kinetja Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi

DIY dalam Perbaikan Pelayanan Publik di DIY”

Penelitian Elra Mohamad Budiyanto ini bertujuan untuk mengetahui persepsi
masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah pada era otonomi daerah di Kecamatan
Tulis Kabupaten Batang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan
metode deskriptif. Populasi penelitian adalah masyarakat Kecamatan Tulis Kabupaten

Batang. Sampel yang diambil sebanyak 150 orang, dengan menggunakan teknik sampling

diantaranya quota sampling, purposive sampling, area probability sampling, proporsional

sampling, stratified sampling. Variabel penelitian yaitu persepsi masyarakat terhadap
kinerja birokrasi pemerintah, yang terdiri dari empat sub variabel yaitu persepsi terhadap
kemampuan atau ketrampilan aparat birokrasi pemerintah, persepsi terhadap petayanan
aparat birokrasi pemerintah kepada masyarakat, persepsi terhadap sikap mental aparat

birokrasi pemerintah dan persepsi terhadap kedisiplinan aparat birokrasi pemerintah.,
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Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, angket dan wawancara,
teknik validitas data menggunakan teknik trianggulasi, metode analisa data menggunakan

statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi dan prosentase.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Tulis Kabupaten
Batang menganggap Kkinerja birokrasi pemerintah terutama di Kecamatan Tulis
Kabupaten Batang masih positif atau masih baik. Namun demikian ada beberapa
kekurangan pada birokrasi pemerintah yang perlu ditingkatkan diantaranya kedisiplinan
aparat birokrasi pemerintah, kemampuan melaksanakan pengawasan yang efektif serta
budaya kerja dengan penerapan imajinasi dan komprehensif yang perlu dikembangkan
dan ditingkatkan.""

Penelitian yang dilakukan oleh Asen Falah tentang persepsi Publik Terhadap Kinerja
Lembaga Ombudsman DIY bertujuan untuk menguji secara empiris apakah persepsi
publik terhadap kinerja Lembaga Ombudman DIY baik, dan apakah ada perbedaan

persepsi kinerja antara Lembaga Ombudsman DIY sebagai penyedia layanan publik

dengan masyarakat sebagai pengguna. Penelitian ini populasinya yakni sejumlah warga

masyarakat yang ada di wilayah DIY, Metode yang diambil dalam penelitian ini adalah
purposive sampling method yang merupakan sub dari Judgement Sampling Method.
Penelitian ini menemukan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal
persepsi terhadap kinetja Lembaga Ombudsman DIY antara eksternal sebagai pegguna

dan kelompok internal (LOD) sebagai penyedia layanan. '?

" Elra Mohamad Budiyanto.2004.Jurusan hukum dan kewarganegaraan Fakultas llmu Sosial Universitas
Negeri Semarang, dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Birokrat Pada Era Otonomi
Daerah Di Kecamatan Tulis Kabupaten Batang”

"Asen Falah.2006. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Y ogyakarta”Persepsi Publik Terhadap
Kinerja Lembaga Ombudsman DIY”
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Sedangkan Penelitian tentang Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (E-KTP) (studi pada: Aparatur Kecamatan Padang Utara) ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur Kecamatan Padang Utara dalam
memberikan pelayanan E-KTP sesuai dengan tugas dan tan ggungjawabnya menggunakan
indikator yang diturunkan dati teori Agus Dwiyanto. Sechingga melalui penelitian ini
dapat terlihat bagaimana Kinerja aparatur Kecamatan Padang Utara, dan dapat
memberikan masukan bagi pemerintah kecamatan Padang Utara untuk memperbaiki
kinerja pelayananya. Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Padang

Utara belum maksimal dalam proyek E-KTP dan juga merupakan salah satu kecamatan

yang terendah di Kota Padang dalam menjalankan proyek E-KTP.

Tabel 2.1

Perbandingan dengan penelitian terdahulu

Nama Fokus Metode Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian | Penelitian
Elra “Persepsi Deskriptif 1. Bahwa masyarakat di Kecamatan
Mohamad | Masyarakat | Kualitatif Tulis Kabupaten Batang
Budiyanto | Terhadap menganggap kinerja  birokrasi
Kinerja pemerintah terutama di
Birokrat Kecamatan Tulis Kabupaten
Pada Era Batang masih positif atau masih
Otonomi baik.

Daerah Di 2. Ada beberapa kekurangan pada
Kecamatan birokrasi pemerintah yang perlu
Tulis ditingkatkan diantaranya
Kabupaten kedisiplinan  aparat  birokrasi
Batang” pemerintah, kemampuan
melaksanakan pengawasan yang
efektif serta budaya kerja dengan
penerapan imajinasi dan
komprehensif yang perlu
dikembangkan dan ditingkatkan.
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Persepsi
Publik
Terhadap
Kinerja
Lembaga
Ombudsma
n Daerah
Provinsi
DIY Dalam
Perbaikan
Pelayanan
Publik  di
DIY

Deskriptif
Kualitatif

1. Bahwa terdapat perbedaan yang
signifikan dalam hal persepsi
terhadap kirerja Lembaga
Ombudsman DIY antara eksternal
sebagai pegguna dan kelompok
internal (LOD) sebagai penyedia
layanan.

Amelia
Putri

Handayani

Kinerja
Aparatur
Dalam
Pelayanan
Kartu
Tanda
Penduduk
Elektronik
(studi pada
Karyawan
Kecamatan
Padang
Utara)

Deskriptif
Kualitatif

Bahwa Kecamatan Padang Utara
belum maksimal dalam proyek E-KTP
dan juga merupakan salah satu
kecamatan yang terendah di Kota
Padang dalam menjalankan proyek E-
KTP.

Sumber : Hasil olahan peneliti

2.2 Teori

2.2.1 Kinerja

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan

tugas atau pekerjaan. Seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat

kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk

mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan

bagaimana mengerjakan. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap
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orang sebagai prestasi ketja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam
instansi.
Berikut ini adalah beberapa pengertian kinerja menurut para ahli :'3
1. Menurut Bernadin dan Russel yang dikutip Gomes Lardoso Faustino: “Kinerja
adalah outcome yang dihasilkan dari fungsisuatu pekerjaan tertentu atau kegiatan
selama satuperiode tertentu.

. Smith W. Augt yang dikutip oleh sedarmayanti, mengungkapkan bahwa kinerja
adalah : “Ouput drive from process, human or otherwise(Kinerja merupakan hasil
atau keluaran dari suatuproses).”

. Marihot Tua Efendy mengatakan bahwa : “Kinerja adalah unjuk kerja yang
merupakan hasil kerja dihasilkan oleh pegawai atau prilaku nyata yang
ditampilkan sesuai dengan perannya dalamorganisast.”

Kinerja merupakan hasil dan keluaran yang dihasilkan oleh seorang pegawai sesuai
dengan perannya dalam organisasi dalam suatu periode tertentu. Kinerja pegawai yang

baik adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya instansi untuk

meningkatan produktivitas.'*Kinerja merupakan indikator dalam menentukan bagaimana

uszha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi atau
instansi. Berdasarkan uraian tersebut di atas mengungkapkan bahwa dengan hasil kerja
yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melakukan suatupekerjaan dapat dievaluasi
tingkat kinerja pegawainya, maka kinerja karyawan harus dapat ditentukan dengan

pencapaian target selama periode waktu yang dicapai organisasi.

:: Veithzal Rivai dan Ahmad Fawzi Mohd. Basri. Loc. Cit., Hal.14.
Ibid




19

Dari pengertian kinerja yang telah diuraikan sebelumnya, maka menurut peneliti
kinerja merupakan suatu hasil yang dapat terukur dan dirasakan dari pelaksanaan suatu
kegiatan atau program. Dimana hasil tersebut dapat menunjukkan hasil yang baik atau
hasil yang buruk sesnai dengan pengukuran yang telah dilakukan.

Kinerja sangat berkaitan dengan hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau program.

Dimana hasil pelaksanaan program tersebut akan sangat menentukan apakah kinerja yang

dihasilkan instansi yang menjalankan program tersebut akan baik atau buruk. Dalam hal
ini pelaksanaan program e-KTP juga akan dapat dijadikan patokan apakah instansi yang
berkaitan yaitu Pemerintah Kecamatan Padang Utara memiliki kinetja yang baik atau

buruk dalam pelaksanaan program ini.
2.2.2 Kinerja Aparatur

Kinerja aparatur pada dasarnya terbentuk setelah aparatur merasa adanya kepuasan,
karena kebutuhannya terpenuhi dengan kata lain apabila kebutuhan aparatur belum
terpenuhi sebagaimana mestinya maka kepuasan kerja tidak akan tercapai, dan pada
hakikatnya kinerja aparatur akan sulit terbentuk. Menurut Baban Sobandi dan kawan-
kawan “Kinerja merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu
tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact”. Hasil
kerja yang dicapai oleh aparatur suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun
waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact
dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan,
Adanya hasil kerja yang dicapai oleh aparatur dengan penuh tanggung jawab akan

tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.
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Organisasi pemerintahan menggunakan alat untuk mengukur suatu kinerja birokrasi
publik, teori yang digunakan yaitu teori kinerja dari Baban Sobandi dan para ahli lainnya
dalam bukunya yang berjudul Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan
Dacrah sebagai berikut:

1. Keluaran (Qutput)

2. Hasil

3. Kaitan Usaha dengan Pencapaian

4. Informasi Penjelas

1) Keluaran (output)

Output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang

berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik yang

diharapkan oleh suatu organisasi atau instansi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,

2) Hasil

Hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karenapemberian layanan.
segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka
menengah (efek langsung). Maka segala sesuatu kegiatan yang dilakukan atau
dilaksanakan pada jangka menengah oleh suatu orpanisasiatau instansi harus dapat
memberikan efek langsung dari kegiatan tersebut.

3) Kaitan usaa dengan pencapaian

Kaitan usaha dengan pencapaian adalah ukuran efisiensi yang mengkaitkan usaha
dengan keluaran pelayanan. Berdasarkan pengertian diatas, maka Mengukur sumber daya
yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran di

tingkat tertentu dari penggunaan sumber daya, menunjukan efisiensi relatif suatu unit jika
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dibandingkan dengan hasil sebelumnya, tujuan yang ditetapkan secara internal, norma
atau standar yang bias diterima atau hasil yang bisa dicapai oleh organisasi yang setara.
4) Informasi Penjelasan

Informasi penjelas adalah suatu informasi yang harus disertakan dalam pelaporan

kinerja yang mencakup informasi kuantitatif dan naratif. Membantu pengguna untuk

memahami ukuran kinerja yang dilaporkan, menilai kinerja organisasi, dan mengevaluasi
signifikansi faktor yang akan mempengaruhi kinerja yang dilaporkan.

Menurut Amstrong dan Baron yang dikutip oleh Wibowo mengatakan bahwa
performance sering diartikan sebagai kinerja, hasil kerja / prestasi kerja. Kinerja
mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga
bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang
mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan
memberikan kontribusi ekonomi®.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa hasil yang dicapai oleh seorang aparatur
menurut ukuran profesionalisme dalam pekerjaannya diaplikasikan dalam prilaku,
kecerdasan dan kemampuan sesuai dengan peranan, kegiatan dan tugas yang telah
ditentukan. Pengertian lain menurut Matuyu S.P. Hasibuan bahwa: “Kinerja (prestasi
kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas
yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan
kesungguhan serta waktu”.

Berdasarkan pengertian kinerja dari beberapa ahli diatas, dapat ditafsirkan bahwa
kinerja pegawai erat kaitannya dengan hasil pekerjaan sescorang dalam suatu organisasi,

hasil pekerjaan tersebut dapat menyangkut kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu.
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Kinerja pegawai tidak hanya dipengaruhi olch kemampuan dan keahlian dalam bekerja,
tetapi juga sangat dipengaruhi oleh semangat kerjanya.

Berdasarkan pendapat di atas kinerja karyawan adalah prestasi kerja atau hasil kerja
(output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai karyawan persatuan periode waktu

dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya. Kinerja adalah kegiatan yang paling lazim dinilai dalam suatu organisasi,

yakni bagaimana ia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan,
Jabatan, atau peranan dalam organisasi. Unsur pentin g dalam kinerja pekerjaan adalah:

1. Tugas fungsional, berkaitan dengan seberapa baik seorang pegawai
menyelesaikan seluk-beluk pekerjaan, termasuk penyelesaian aspek-aspek teknis
pekerjaan.

- Tugas perilaku, berkaitan dengan seberapa baik pegawai menangani kegiatan
antar pesona dengan anggota lain organisasi, termasuk mengatasi konflik,
mengelola waktu, memberdayakan orang lain, bekerja dalam sebuah kelompok,
dan bekerja secara mandiri.

Menurut Gilbert Kinerja pada dasarnya adalah produk waktu dan luang. peluang
tanpa waktu untuk mengejar peluang tersebut bukan apa-apa. Dan waktu, yang tidak kita
miliki, yang tidak memberi peluang, bahkan memiliki lebih sedikit nilai “Pandangan
Gilbert mengenai kinerja dalam konteks vitalitas kerja dalam suatu organisasi, Kinerja
sangat konsisten dengan apa yang kita anggap penting untuk memberdayakan pekerja.
Untuk bekerja secara cakap, pekerja membuat pretasi yang bernilai bagi organisasi seraya

mengurangi biaya untuk mencapai tujuan.
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Kinerja aparatur pada dasarnya terbentuk setelah aparatur merasa adanya kepuasan,
karena kebutuhannya terpenuhi dengan kata lain apabila kebutuhan aparatur belum
terpenuhi sebagaimana mestinya maka kepuasan kerja tidak akan tercapai, dan pada
hakikatnya kinerja aparatur akan sulit terbentuk. Menurut Amstrong dan Baron yang
dikutip oleh Wibowo mengatakan bahwa: “Pengertian performance sering diartikan
sebagai kinerja, hasil kerja/prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan
hanya menyatakan sebagai hasil ketja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung,
Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang
dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang
mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan
memberikan kontribusi ekonomi”.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa hasil yang dicapai oleh seorang aparatur
menurut ukuran profesionalisme dalam pekerjaannya diaplikasikan dalam prilaku,
kecerdasan’ dan kemampuan sesuai dengan peranan, kegiatan dan tugas yang telah
ditentukan. Pendapat lain tentang kinerja, seperti yang dikemukakan oleh Widodo

mengatakan bahwa: kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya

sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang di harapkan. Widodo.

Dari definisi diatas maka dalam melakukan dan menyempurnakan suatu kegiatan
harus didasari dengan rasa tanggung jawab agar tercapai hasil seperti yang diharapkan.
Peningkatan kinerja aparatur pemerintah melalui penggunaan teknologi dan informasi
pada instansi pemerintah akan menghasilkan kualitas kerja yang produktif dan tepat guna.
Aplikasi e-Government tidak akan berjalan sempurna apabila tidak selalu di imbangi

dengan sumber daya manusia yang memadai dan kinerja yang efektif. Menurut Baban
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Sobandi dan kawan-kawan “Kinerja merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh
organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome,
benefit, maupun impact.”
2.2.3. Pengukuran Kinerja

Penilaian kinerja digunakan untuk berbagai tujuan dalam organisasi. Setiap
organisasi menekankan pada tujuan yang berbeda-beda dan organisasi lain dapat juga
menekankan tujuan yang berbeda dengan sistem penilaian yang sama. Keanekaragaman
tujuan penilaian sering menggambarkan variasi tujuan yang berbeda tentang penilaian
kinerja. Tujuan yang berbeda sering menimbulkan konflik. Salah satu konflik tersebut
mungkin menggunakan kekuatan dan politik dalam proses penilaian dan hasil penilaian.

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan/atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi
pemerintah. Pengukuran kinetja mencakup penetapan indikator kinerja dan pencapaian
indikator kinerja."

Pengukuran kinerja merupakan langkah yang harus dilakukan untuk memacu kinerja
organisasi. Melalui pengukuran ini, tingkat capaian kinerja dapat diketahui. Pengukuran

merupakan upaya membandingkan kondisi riil suatu objek dan alat ukur. Pengukuran

kinerja merupakan suatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tetentu,

baik yang terkait dengan input, proses, output, outcome, benefit maupun impact. Young
mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai berikut “Pengukuran kinerja adalah tindakan
pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantaj nilai yang ada pada

perusahan. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai umpan balik yang memberikan

'3 Harbani Pasolon. 2008. “Teori Admistrasi Publik Bandung: Alfabeta, Hal. 182.
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informasi tentang prestasi, pelaksanaan suatu rencana dan apa yang diperlukan
perusahaan dalam penyesuaian-penyesuaian dan pengendalian”.

Berdasarkan pendapat diatas Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi perusabaan. Pengkuran kinerja

merupakan hasil dari penelitian yang sistematis. Sesuai dengan suatu rencana yang telah

ditetapkan dalam pemyesuaian-penyesuaian dan pengendalian. Menurut Peter Jennergen

pengertian kinerja organisasi adalah tingkat yang menunjukan seberapa jauh pelaksanaan
tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai”. Dengan demikian dari
konsep yang ditawarkan tersebut dapat dipahami bahwa kinerja adalah konsep utama
organisasi yang menunjukan seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas
organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam konteks penelitian ini, maka
pengertian kinerja merupakan tingkat penyelesaian kerja pemerintah kelurahan dalam
rangka mencapai tujuan organisasi tepat pada suatu waktu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator untuk mengukur kinerja
karyawan Menurut Dwiyanto terdapat lima yaitu sebagai berikut : '

1. Produktivitas.

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas
pelayanan. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahaini sebagai rasio antara input
dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General

Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang

'*Agus Dwiyanto. 2002. “Reformasi Birokrasi di Indonesia”. Yogyakarta:Pusat Study Kependudukan dan
Kebijakan UGM Hal.50
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lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang
diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Produktivitas pada
umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan. Produktivitas meliputi:
a) Output
a. Sikap dalam melayani
b. Sikap dalam melaksanakan pekerjaan
. Sikap melakukan inisiatif kerja
. Pencapaian tugas
. Keterampilan melaksanakan program
Keterampilan mengevaluasai pencapaian program
Input
. Hubungan kerja dengan pimpinan

. Hubungan kerja dengan antar bagian

- Hubungan kerja dengan rekan kerja

. Koordinasi pekerjaan
. Komunikasi anatar bagian

Tanggungjawab pekerjaan,

. Kualitas Layanan.

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam
menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang
terbentuk mengenai organisasi publik muncu! karena ketidakpuasan masyarakat terhadap

kualitas layanan yang diterima.dan organisasi publik. Dengan deinikian, kepuasaan
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masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik,

Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah

informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah.
Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh

dan media massa atau diskusi pubilk. Akibat akses terhadap informasi mengenai

kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi

satu ukuran kinetja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan
masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. Kepuasan
masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

a) Dimensi tangible

a. Ruang tungpu pelayanan

b. Loket pelayanan, dan

¢. Penampilan Petugas Pelayanan

b) Dimensi reliability

a. Keandalan petugas dalam memberikan informasi pelayanan
b. Keadalan petugas dalam melancarkan prosedur pelayanan, dan

¢. Keadalanan petugas dalam memudahkan teknis pelayanan

¢) Dimensi responsiveness

3. Respon petugas pelayanan terhadap keluhan warga
b. Respon petugas pelayanan terhadap saran warga, dan

¢. Respon petugas pelayanan terhadap kritikan warga.




d) Dimensi assurance

a. Kemampuan administrasi petugas pelayanan
b. Kemampuan teknis petugas pelayanan

c. Kemampuan sosial petugas pelayanan.

¢) Dimensi emphaty.

. Perhatian petugas pelayanan
. Kepedulian Petugas

. Keramahan petugas pelayanan

. Responsivitas.
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat
menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat

responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan

kebutuhan dan aspirasi.
. Terdapat tidaknya keluban dan pengguna jasa selama satu tahun terakhir
b. Sikap aparat birokrasi dalam merespons keluhan dan pengguna jasa
. Penanganan keluban dan pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan
penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang
- Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada

pengguna jasa
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e. Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang

berlaku.

4. Responsibilitas,

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan
kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

. Keinginan untuk selalu:melakukan evaluasi diri

. Tumbuhnya rasa tanggung jawab kolektif

. Tumbuhnya keinginan untuk mandiri

. Keinginan untuk berpegang pada sebuah prinsip

Keinginan untuk mempertahankan sesuatu yang telah dicapai ; dan
Pandangan positif terhadap masa depan

5. Akuntabilitas.

Akuntabilitas publik menunjukan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan
organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya
adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya
akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pelayanan publik adalah svatu ukuran yang menunjukkan beberapa besar tingkat
kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal
yang ada di masyarakat atau yang diiniliki oleh para stakeholders. Nilai dan norma

pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut di antaranya meliputi

transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia,

dan orentasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa.
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a. Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses
penyelenggraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip
orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat
pengguna jasa.

. Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat
pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; dan

- Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa

memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.

2.2.4  Definisi Aparatur

Aparatur adalah Perangkat alat negara pemerintah, para pegawai negeri, Negara, alat
kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketata laksanaan, dan
kepegawaian yg mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-
hari. Aparatur merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu fembaga
pemerintahan disamping faktor lain seperti uang, alat-alat yang berbasis teknologi
misalnya komputer dan internet. Oleh karena itu sumber daya aparatur harus dikelola
dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan untuk
mewujudkan profesional pegawai dalam melakukan pekerjaan.

Aparatur pemerintahan dalam menjalankan kinerjanya, harus selalu dilandasi dengan
tanggung jawab, dalam melaksanakan tugasnya agar dapat menciptakan kualitas kinerja
yang optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya. Sebuah
lembaga pemerintah tidak lepas dari aparatur sebagai pelaksana penyelenggaraan

pemerintahan, hal ini sesuai dengan pendapat Soerwono Handayaningrat yang

mengatakan bahwa: Aparatur ialah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam
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penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan
organisasi. Aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan
kepegawaian.

Aparatur menurut definisi diatas dikatakan bahwa aparatur merupakan organisasi

kepegawaian dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau negara dalam

melayani masyarakat. Aspek-aspek administrasi merupakan kelembagaan atau organisasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setyawan Salam dalam buku yang berjudul
Manajemen Pemerintahan Indonesia yang menjelaskan bahwa “Aparatur Pemerintah
adalah peketja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan
melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku”

Berdasarkan pengertian di atas, maka aparatur pemerintahan merupakan seseorang
yang digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah secara teknis
dengan berdasarkan ketentuan yang ada. Aparatur suatu instansi pemerintahan dalam
menjalankan tugasnya harus dilandasi dengan rasa penuh tanggung jawab, agar
terciptanya kualitas suatu Kinerja yang optimal yang dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat pada umunya. Suatu instansi pemerintah tidak akan lepas dari aparatur
sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan. Soerwono Handayaningrat
mengatakan bahwa: “Aparatur ialah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam
penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai  tujuan
organisasi. Aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan
kepegawaian®.

Kinerja aparatur tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan sumber daya manusia.

SDM Merupakan salah satu faktor penunjang dalam menjalankan tugas kepegawaian
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bagi aparatur. Setiap aparatur mempunyai tugas menjalankan fingsi organisasi dan
pemerintahan dengan baik dan terarah, berikut pengertian tentang sumberdaya aparatur.
“Sumber daya aparatur menurut Badudu dan Sutan dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia, adalah terdiri dari kata sumber yaitu, tempat asal dari mana sesuatu datang,
daya yaitu vsaha untuk meningkatkan kemampuan, sedangkan aparatur yaitu pegawai
yang bekerja di pemerintahan. Jadi, sumber daya aparatur adalah kemampuan yang
dimilki oleh pegawai untuk melakukan sesuatu®.

Sumber adaya aparatur merupakan sesuatu yang dimiliki seorang pegawai yang
betkemampuan untuk melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya. Sumber
daya aparatur merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintahan.
Untuk itu sumber daya aparatur perlu dikelola melalui pemberian pendidikan dan latihan
yang diterapkan oleh pemerintah, untuk mengembangkan sumber daya aparatur.
Sehingga kinetja suatu pemerintah khususnya Kecamatan Padang Utara dapat
mewujudkan profesional pegawai,

Sehingga kinerja aparatur tersebut berdasarkan jabatan dan pekerjaan yang

dibebankan kepada aparatur tersebut.“Berkaitan dengan sumber daya aparatur di atas,

untuk mewujudkan profesional pegawai. Menurut Jhon M. Echols dan Hassan Shadily
dalam Kamus Inggris Indonesia, bahwa Aparatur adalah seorang tenaga ahli, pekerjaan

yang sesuai di bidangnya, dan berdasarkan jabatan”,




2.2.5 Definisi E-KTP

E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem

keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan
berbasis pada database kependudukan nasional.'’KTP merupakan kartu identitas yang
wajib dimiliki oleh masyarakat sebagai WNI (Warga Negara Indonesia) oleh karena itu
bagi warga atau masyarakat yang sudah menginjak umur 17 harus mengurus dan
membuat KTP, karena dilihat pentingnya KTP yang bukan hanya sebagai kartu identitas
namun sebagai alat untuk kepengurusan dokumen-dokuman lain di masyarakat seperti
halnya membuat KK (Kartu keluarga), membuat SIM ( Surat Ijin Mengemudi ), dokumen
perijinan dan lain-lainnya.

E KTP (Elektronik Kartu Penduduk) adalah suatu kartu tanda penduduk yang dibuat
dari mesin elektronik dan ditulis dengan data digital. E KTP sengaja diadakan guna untuk
mempermudah pemerintah dalam mengambil data penduduk, karena dengan E KTP
pemerintah bisa langsung melihat data dari KTP elektronik tersebut tanpa harus
menunggu data yang harus disensus terlebih dahulu. E KTP bisa terbilang lebih efektif
dan efesien dibanding dengan KTP biasa.

E-KTP ini diatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia
yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan
belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh
Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam
hal-hal tertentu dengan manggandakan K TP-nya. Seperti dapat digunakan untuk :

1. Menghindari pajak

2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota

"diakses 20 Januari 2013 jam 20.35 wib




3. Mengamankan korupsi
4. Menyembunyikan identitas (seperti teroris).
E-KTP tentu saja memiliki perbedaan dari KTP Nasional sebelumnya. Perbedaan tersebut

dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.2

Perbedaan KTP Nasional dan e-KTP

Karakteristik

Teknologi

Validitas/
Verifikasi

Photo dicetak
pada kartu

Data tercetak
dengan
komputer

Berlaku
nasional

Mampu
menyimpan
data

Data
dibaca/ditulis
dengan Card

‘Bahan ferbuat

dari PVC/ PC

Nomor serial
khusus

Gulloche
Patterns pada
kartu

Scanning
photo dan
tanda
tangan/cap
Jjempol

Terdapat

= Pengawasan

dan WL BT L

— s
T e,
i R

verifikasi
pengesahan
dari tingkat
terendah
RT/ RW
dst

Muiti
aplikasi

Diterima
secara
internasion

Gambar



Reader microchips al
sebagai media ] i
penyimpan Tl.dak bisa
data dipalsukan

= Hanya satu
kartu untuk
satu orang

Menyimpan
data  finger
print
biomen_ric_ Satu orang
seb-agal satu saty  kartu
uniq
identification
personal

(mengganti
kan kartu
lain)
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Sumber : Diolah peneliti dari

a. Manfaat E-KTP

Manfaat e-KTP diharapkam dapat dirasakan sebagai berikut'®

I. Identitas jati diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan
3. Tidak dapat digandakan
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada
Penduduk hanya diperbolehkan memiliki I (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk
Kependudukan (NIK).'"” NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku
seumur hidup Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam

penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

¥ content&view=article&id=22205 B:program-e-ktp-banyak-
masatah&catid=77:fokusutama&Itemid=131.di akses selasa 22 januari 2013 jam 13.25 wib
* akses pada 24 januari 2013 jam 11.00wib
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Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya
(Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan
pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas

Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi :

1) KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat

verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;

Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda
tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;

Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database
kependudukan;

Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan
ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang
memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana.

Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari
telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;

Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;
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7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perckaman sidik jari diatur oleh
Peraturan Menteri.
b. Kelebihan yang dimiliki E-KTP
E-KTP memliki kelebihan dibandingkan kartu identitas di negara lain, yaitu sebagai
berikut:
- Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain.
- Bentuk dapat dijaga, tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke
bentuk semula walaupun kulit tergores.
. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.

. Permasalahan dari E-KTP yaitu:

- Pelayanan pembuatan E-KTP lambat

. Kurang adanya tanggungjawab dari pemerintah

. Alat yang kurang lengkap

. Autentikasi Kartu identitas (E-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu
verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah
laku manusia. Pada E-KTP ini yang digunakan sidik jari.

- Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar seperti di SIM, tetapi juga
dapat dikenali melalui chip yang terpasang dikartu. Data yang disimpan dikartu
tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptograft tertentu, Proses
pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah
sebagai berikut : Sidik jari yang direkam dari setiapwajib KTP adalah seluruh jari
(berjumiah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dal chip hanya dua jari,

yakni jempol dan telunjuk kanan.




d. Dasar hukum E-KTP

1. Undang — Undang Republik Inllonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa:"penduduk hanya diperbolehkan
memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK
merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup".Nomor
NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan (SIM),
Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas
lainnya.

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis

Nomor Induk Kependudukan, yang berbunyi:

KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik
sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk

. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata,
tanda tangan pas foto, dan tangan penduduk yang bersangkutan
Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data
kependudukan

. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis
NIK, dengan ketentuan : Untuk dilakukan di kecamatan; dan untuk orang

asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana
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e. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan
kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;

Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai

dengan peraturan undang-undang

. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh

Peraturan Mentri.




2.3 Skema Pemikiran

Gambar 2.1 Skema Pemikkiran

UU RI NO. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional
dan Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009

Pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Padang Utara

r

Pencapaian target nasional dan pemanfaatan struktur dan fungsi
Pemerintah Kecamatan Padang Utara secara optimal dalam
program e-KTP

Kinerja Aparatur dalam Pelayanan e-KTP di Kecamatan Padang
Utara

Produktivitas Kualias Responsivitas Responsibilitas Akuntabilitas
Layanan




2.4 Daftar Istilah

1.

Kinerja: suatu hasil yang dapat terukur dan dirasakan dari pelaksanaan suatu
kegiatan. Dimana hasil tersebut dapat menunjukkan hasil yang baik atau hasil

yang buruk sesuai dengan pengukuran yang telah dilakukan..

. Kinerja karyawan : totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.

. Indikator Kinerja : suatu ukuran tertentu yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu tujuan dengan mempertimbangkan indikator masukan (input),

keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefif) dan dampak (impact).

. E-Government : pemanfaatan teknologi informasi oleh agen pemerintahan dalam

rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat

dan stakeholdernya.

. E-KTP : dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian

baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada

database kependudukan nasional




BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatar dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Bogdan dan Tylor dalam bukunya Moleong® yang dimaksud penelitian

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini
menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan dilapangan.
Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu
teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang
dikumpulkan.

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus
dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inquiry. Kedua,
penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan
mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan.?!

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Kecamatan Padang Utara. Alasan peneliti mengambil
lokasi ini karena sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yaitn
kinerja karyawan dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Hal
tersebut dikarenakan Kecamatan Padang Utara termasuk salah satu kecamatan yang

terendah dalam pelayanan e-KTP  dan berusaha untuk meningkatkan kinerja

“Lexy. ] Moleong. 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya. Hal:3.
24y
Ibid Hal: 62.
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karyawan dalam pemberian pelayanan yang lebih baik dan bertanggungjawab
kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.3 Peranan Penelitian
Peranan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen utama.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Saebani, bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti

merupakan instrument kunci, the researcher is key instrument”> Sebagai instrument

utama, peneliti berperan dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai
sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data,
menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan. Alat-alat yang lain seperti
pedoman wawancara, video rekaman dan lainnya, hanyalah sebagai alat bantu. Dalam
penelitian ini, posisi peneliti berada di luar organisasi, sehingga peneliti bisa mengolah
informasi-informasi secara objektif yang diperoleh untuk mendeskripsikan kinetja
Aparatur Kecamatan Padang Utara.
3.4 Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif, diperlukan informan sebagai pihak-pihak yang terkait
langsung dengan penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.? Jadi informan adalah
seseorang atau beberapa orang yang menjadi salah satu alat untuk membuktikan sebuah
penelitian. Ada beberapa teknik dalam pemilihan informan yang dikemukakan oleh
James Spradley dalam Burhan Bungin yaitu:**

1. Informan telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan

aktivitas yang menjadi sasaran penelitian.

2 Beni Ahmad Saebani. 2008. Mefode Penelitian. Bandung: CV Pustaka Setia, Hal: 89.
2 Maoleong, Op.Cit. Hal: 90.
#Burhan Bungin. 2003. Analisis Data penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal: 87.
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. Informan masih terlibat aktif dalam lingkungannya atau kegijatan yang menjadi
perhatian peneliti.
- Informan mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai
informasi.
4. Peneliti merasa lebih tertantang untuk belajar banyak dari informan.
Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Penggunaan teknik
purposive sampling dimaksudkan untuk mengambil scjumlah orang yang dipilih olch

peneliti menurut kriteria yang dimiliki oleh orang tersebut. Dengan kata lain informan

dipilih dengan cermat sehigga relevan dengan desain penelitian dan cukup representatif.?’

Untuk melihat kinerja Aparatur Kecamatan Padang Utara dalam pelayanan e-KTP di
Kecamatan Padang Utara, peneliti telah melakukan penelitian terhadap informan yang
telah peneliti tentukan sebelumnya. Adapun informan yang telah peneliti teliti diuraikan
dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3. 1

Informan Penelitian

o

Nama Jabatan

Almina Kausa, SE.MM Kasi Pemerintahan
Mariadi, ST.MT Staf

Eka Fitriyeni Staf

Dewi Rini Staf

Doni Winandra,S.Sos Staf

Elda Rosalina Staf

Irfan Aulia Staf

Andre Pratama Staf

Sumber: Hasil olahan peneliti tahun 2012

OO--JC\U‘I-E-U)M—-'Z

251(0entjaraninggmt. 1997. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta; PT. Gramedia. Hal: 22.




3.5 Unit Analisa

Unit analisis adalah satuan yang menunjuk pada subjek penelitian.?® Unit analisa

terbagi atas tiga macam yaitu lembaga, masyarakat dan individu. Adapun unit analisis
dari penelitian ini adalah lembaga yaitu pemerintah Kecamatan Padang Utara.
3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka penelitian.
Pada penelitian ini dalam proses pengumpulan data akan digunakan metode wawancara,
dan dokumentasi.
3.6.1 Wawancara (Interview)

Dalam penelitian ini teknik wawancara digunakan sebagai cara untuk
mengumpulkan data. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan yang diwawancarai (inferviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan.”’ Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini ditujukan untuk
mengungkapkan data tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh karyawan Kecamatan
Padang Utara, serta kendala-kendala yang dihadapi karyawan Kecamatan Padang Utara
dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dalam penelitian ini, teknik
wawancara yang digunakan adalah wawancara terstrukur, wawancara yang
pewawancaranya menctapakan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan di
ajukan.”® Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data.

Dalam penelitian ini pcneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa

pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang

**Suharsimi Arikunt. 2005. Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta. Hal: 99.
%7 Moleong. Op.Cit. Hal:135.
*® Moleong.Op.cit.Hal. 139
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diajukan secara langsung kepada informan. Dimana pedoman wawancara tersebut

disusun berdasarkan teori dan konsep yang digunakan dalam meneliti dan selanjutnya
diturunkan dalam bentuk poin-poin pertanyaan yang lebih operasional agar hasil
interview yang didapat lebih komprehensif dan  tetap sasaran. Sehingga peneliti
mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pelayanan e-KTP yang berpengaruh
terhadap penilaian kinerja yang peneliti lakukan dengan menggunakan indikator yang
diturunkan berdasarkan Agus Dwiyanto.
3.6.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan melihat catatan
tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Metode ini
digunakan untuk mengungkapkan tentang kincrja aparatur dalam pelayanan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik. Penggunaan metode dokumentasi ini ditujukkan untuk melengkapi
dan memperkuat data dari hasil wawancara, sehingga diharapkan dapat diperoleh data
yang lengkap, menyeluruh dan memuaskan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
alat pengumpulan data berupa buku-buku, majalah, makalah, dokumen serta sumber lain
yang relevan tentang kinerja aparatur dalam pelaya;an Kartu Tanda Penduduk
Elektronik.

Adapun dokumen yang peneliti gunakan adalah laporan sementara pelaksanaan
program e-KTP Kecamatan Padang Selatan, Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Alur Pelayanan

e-KTP.




3.6.3 Observasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, yang mana
melakukan pengamatan ke lapangan untuk mendapatkan data-data dan hasil yang sesuai
dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik observasi yang digunakan dalam
pengumpulan data adalah observasi partisipatif pasif (Passive Participation). Dalam
observasi partisipatif pasif, datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak

ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.”® Dengan observasi, dapat menemukan hal-hal yang

tidak terungkap dan diperolah dari responden dalam wawancara, bisa jadi karcna bersifat

sensitif atau merugikan nama lembaga tertentu.
3.7 Teknik Keahsahan/Triangulasi Data

Untuk menjamin dan mengkaji keabsahan (validitas) data yang akan diperoleh dalam
penelitian ini, maka akan dilakukan uji dengan menggunakan metode triangulasi data.
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang
lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data
ite.’” Menurut Saebani, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang
bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.’’
Dengan menggunakan triangulasi, telah mengumpulkan data sekaligus menguji
kreadibilitas data, yaitu mengecek kreadibilitas data dengan berbagai teknik
pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Mcnurut Patton triangulasi data dengan memanfaatkan penggunaan sumber yang

berarti membandingkan dan melakukan pengecekan kembali (cross check/check and

%’ Beni Ahmad Saebani. Op.cit.Hal: 187.
*® Moleong, Op.Cit. Hal: 178.
*! Ibid.Hal. 189
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recheck), derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat

yang berbeda dalam metode kualitatif, 2

Triangulasi ada dua macam, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.*
Triangulasi teknik menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk
mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi teknik menggunakan observasi
partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara
bersamaan. Triangulasi sumber, mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda
dengan teknik yang sama.

Untuk itu dalam melakukan wawancara dengan informan kunci untuk mendapatkan
data yang lebih valid dan yang dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Triagulast ini dilakukan juga agar data yang dapatkan valid. Disamping wawancara juga
mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen,

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dua bentuk triangulasi data, yakni
triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber dipakai
dengan cara mengecek data yang diperoleh kepada semua informan yang terkait dengan
penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan validitas data. Untuk triangulasi sumber,
diambil informan yang berasal dari kalangan masyarakat yang peneliti temui sedang
melakukan pengurusan e-KTP di Kantor Camat Padang Utara pada saat penelitian
dilakukan. Adapun mekanisme yang digunakan dalam pemilihan masyarakat ini adalah
dengan menggunakan metode accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik
penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan

32Op.cit.Hal. 178
3 0pcit Hal. 189
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ditemui itu cocok dengan sumber data.*® Dan peneliti melakukan triangulasi kepada

masyarakat ini sampai peneliti merasa cukup terhadap data dan informasi yang

didapatkan dari triangulasi kepada masyarakat tadi. Untuk mempermudah peneliti dalam

menyajtkan data triangulasi dari masyarakat, maka peneliti telah memberikan inisial

tersendiri kepada sejumlah masyarakat yang telah peneliti pilih dalam teknik triangulasi.

Dalam teknik triangulasi ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada 5 orang
masyarakat. Oleh karena itu, untuk mempermudah peneliti dalam mengolah data, maka
peneliti memberi inisial masyarakat yang tidak mau diwawancarai tersebut dari rentang A
sampai O secara berurutan berdasarkan waktu dilakukannya triangulasi kepada
masyarakat tersebut. Namun dalam penyajian data, tidak semua hasil wawancara dari
masyarakat tersebut yang peneliti sajikan. Peneliti telah mengeneralisasikan terlebih
dahulu dan selanjutnya mendapatkan kesimpulan secara umum dari semua pernyataan
masyarakat yang didapat. Kemudian peneliti memilih kutipan wawancara dari
masyarakat yang dapat mewakili dan menggambarkan secara spesifik terhadap indikator

yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

Kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Utara juga dibutuhkan untuk melakukan
triangulasi sumber. Dikarenakan semua kelurahan terkena program e-KTP, maka peneliti
memilih 2 kelurahan tersebut berdasarkan jumlah kelurahan yang memiliki wajib KTP
yang paling banyak dalam hal ini kelurahan Alai Parak Kopi dan yang memiliki wajib
KTP paling sedikit yang dalam hal ini Kelurahan Gunung Panggilun. Hal ini sesuai

dengan tabel 3.4 berikut ini :

3 1bid, hal. 62




Tabel 3.2

Jumlah'warga yang telah selesai melakukan perekaman e-KTP di Kecamatan Padang
Utara Mulai dari bulan September 2011-Juni 2013

Kelurahan Jumlah Wajib KTP

T

Sumber : Diolah peneliti dari laporan pelaksanaan e-KTP Kecamatan Padang Utara
Tahun 2012.

Peneliti memilih kelurahan yang memiliki jumlah wajib KTP paling banyak
kelurahan Alai Parak Kopi dan kelurahan yang memiliki jumlah wajib KTP paling sedikit

adalah Gunung Panggilun untuk melihat dan mengecek bagaimana tanggapan mereka

mengenai pelaksanaan program e-KTP dan penilaian mereka terthadap pemerintah

Kecamatan Padang Utara. Selain itu hal ini dilakukan untuk mengklarifikasi informasi
yang peneliti dapatkan dari kecamatan kepada kedua kelurahan tersebut.

Triangulasi teknik pengumpulan data digunakan dengan mengecck kembali data
yang diperoleh dari hasil wawancara semua informan dengan data dokumentasi dan
observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Apabila peneliti mempunyai data
yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang

bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
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Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka secara rinci daftar informan yang peneliti

pilih dalam triangulasi adalah sebagaimana tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Informan Triangulasi

Nama Keterangan
Zul Warga
Vita Warga
El _ | Warga
Putra Warga
Fajar Warga
Sumber : Olahan Peneliti

3.8 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah
diinterpretasikan.®® Dalam analisis data sering digunakan statistik atau penyederhanaan
data penelitian yang besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan mudah
untuk dipahami. Statistik membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil yang terjadi
secara kebetulan, sehingga memungkinkan untuk menguji apakah hubungan yang diamati

betul terjadi karena adanya hubungan sistematis antara variabel-variabel yang diteliti,

atau terjadi secara kcbetulan.®Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian
dasar.”’

Analists data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari,
membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. Selain itu,

analisis data dapat digunakan untuk mengindentifikasi ada tidaknya masalah. Teknis

** Masri Singarimbun.1989.Metode Penelitian Survai.Jakarta.LP3ES.Hal.263
3%Jbid Hal 263
¥ Moleong, Op.Cit.Hal.103
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analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang memberikan gambaran dengan
jelas makna dari indikator-indikator yang ada, membandingkan dan menghubungkan
antara indikator yang satu dengan indikator lain.

Analisis data merupakan proses pengorganisasian data yang terdiri dari catatan
lapangan, hasil rekaman wawancara, dokumen resmi dengan cara mengumpulkan,

mengurutkan, mengelompokkan dan mengkatagorikan data sehingga mudah untuk di

interpretasikan dan dipahami.®Data yang diperoleh dilapangan dalam penelitian ini

dalam bentuk data kualitatif. Maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini
bersifat eksplanatory kualitatif. Dengan kata lain eksplanatory kualitatif digunakan untuk
mengungkapkan permasalahan dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada
saat sckarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Dalam penelitian ini data kualitatif digambarkan dengan kata-kata yang diperoleh
dengan cara mengklarifikasi data yang diperoleh kemudian menganalisanya sesuai
dengan gejala atau objek yang diteliti dan menginterpretasikan berdasarkan dengan teori-
teori yang ada. Dalam hal ini teori dan konsep yang ada akan menjadi alat interpretasi dan
sebagai alat penganalisaan terhadap data-data ditemukan yang tentunya masih berkaitan

dengan gejala atau objek yang diteliti.

*DanimSudarman, “Menjadi Penelitian Kualitatif (Rancangan Metodelogi, Presentasi, dan Publikasi
Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Hmu-ilmu sosial, Pendidikan dan
Humaniora)",2002, Bandung: CV. Pustaka Setia, hal 209




BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kartu Tanda Penduduk Elektronik
4.4.1 Konsep E-KTP

Secara sederhana, e-KTP berasal dari kata electronic-KTP, atau Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau sering disingkat e-KTP. Lebih rincinya, menurut situs resmi e-
KTP, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem

keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan

berbasis pada basis data kependudukan nasional.

4.4.2 Latar belakang e-KTP

Program ¢-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional
di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini
disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari
seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang

dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk:

- Menghindari pajak

- Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota
- Mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya

- Menyembunyikan identitas (seperti teroris)

. Memalsukan dan menggandakan ktp
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Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government)

serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan

yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

4.4.3 Dasar hukum

a. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa penduduk hanya diperbolehkan
memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK
merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup”. Nomor
NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor,
Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis
Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis

Nomor Induk Kependudukan, yang berbunyi:

)
@) KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai

alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.

b) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda

tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.

¢} Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data

kependudukan.
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d) Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK,
dengan ketentvan : Untuk WNI, dilakukan di kecamatan; dan untuk orang

asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana.

e) Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan

jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;

f) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

g) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh

Peraturan Menteri

4.4.4 Fungsi dan format e-KTP

Fungsi e-KTP

. Sebagai identitas jati diri®!

. Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan
1zin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya
. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP

. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan




Format e-KTP

Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari
KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan.pada dua layer
teratas. Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika

digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat

diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk

menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak,

diantaranya:

. Hole punching, yaita melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip

. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu

. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai
spiral)

. Printing.yaitu pencetakan kartu

. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik

. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman

¢-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter
image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy
design. Pcnyimpanan data di dalam chip scsuai dengan standar internasional NISTIR
7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAQ 9303 serta EU Passport
Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan format

seukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.




Keunggulan dan kelemahan e-KTP

Keunggulan e-KTP

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang diterapkan di Indonesia memiliki

keunggulan dibandingkan dengan e-KTP yang diterapkan di RRC dan India. e-KTP di

Indonesia lebih komprehensif. Di RRC, Kartu identitas elektronik (e-IC) nya tidak
dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di sana, e-IC hanya dilengkapi
dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedang di India, sistem yang
digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (Unique
Identification Data), sedangkan di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk
Kependudukan). UID diterbitkan melalui pendaftaran pada 68 titik pelayanan, sedangkan
program e-KTP di Indonesia dilaksanakan di lebih dari 6.214 kecamatan. Dengan
demikian, e-KTP yang diterapkan di Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC dan UID

India, karena e-K TP dilengkapi dengan biometrik dan chip.

E-KTP juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa/KTP nasional,

keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya:

. Identitas jati diri tunggal
. Tidak dapat dipalsukan
. Tidak dapat digandakan

. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam Pemilu atau Pilkada (E-voting)

Selain itu, sidik jari yang direckam dari setiap wajib e-KTP adalah selurub jari

(berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya da jari, yaitu
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jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena

memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut:

. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain
. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke

bentuk semula walaupun kulit tergores

. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar

Kelemahan ¢-KTP

Dalam pelaksanaannya, penggunaan e-KTP terbukti masih memiliki kelemahan.
Misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik di permukaan KTP. Tidak tampilnya
tanda tangan di dalam e-KTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian
orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan, e-KTP tidak di
akui karena tidak adanya tampilan tanda tangan. Ada beberapa kasus pemegang e-K'TP
tidak bisa bertransaksi dengan pihak bank karena tidak adanya tanda tangan. Tanda
tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya alat (card
reader). Akhirnya pihak pemegang e-KTP terpaksa harus meminta rekomendasi dari

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan bank.

Syarat dan prosedur pengurusan e-KTP

Syarat

1. Berusia 17 tahun

2. Menunjukkan surat pengantar dari kepala desa‘kelurahan
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. Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pemnah mengisi/belum ada
data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh kepala
desa’kelurahan

. Foto kopi Kartu Keluarga (KK)

Prosedur pembuatan e-KTP

. Pemohon datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan
. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean

. Pemohon menuju keloket yang telah ditentukan

. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan basis data

. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung

. Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tandatangan

. Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan pemindaian retina mata

. Petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang
sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto,tanda
tangan dan sidik jari

. Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan 2

minggu setelah pembuatan




4.2 Gambaran Umum Kecamatan Padang Utara
4.2.1 Gambaran Umum
Gambar 4.1

Gambar Kantor Camat Padang Utara

Sumber : Hasil Dokumentasi 2013

Kecamatan Padang Utara yang merupakan suatu wilayah Pemerintahan Kota Padang
adalah suatu kecamatan yang dinamis yang selalu ingin bergerak maju scsuai kemajuan
dan perkembangan zaman, karena itu sebagai Institusi perpanjangan tangan dari
Pemerintah Kota Padang, selain itu Pemerintah Kecamatan Padang Utara merupakan
salah satu Kecamatan di Kota Padang yang merupakan unsur perangkat daerah yang
membantu Walikota Padang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat
dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinagn kemasyarakatan yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Ditinjau dari segi geografis, Kecamatan Padang Utara terletak pada 21 derajat bujur
Timur, dan 56 derajat Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut 3-

4 meter. secara administratif Kecamatan Padang Utara berbatas dengan :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Koto Tangah




2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Padang Barat
3. Sebelah Barat berbatas dengan Lautan Indonesia
4. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kuranji dan Nanggalo
Luas wilayah Kecamatan Padang Utara + 8,08 Km2 dengan keadaan wilayah

umumnya 79% merupakan dataran, 20% terdiri dari lautan dan 1 % merupakan

perbukitan (tanah berombak). Kecamatan Padang Utara terdiri dari 7 (Kelurahan) dapét

dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2

Nama Kelurahan beserta Luas Kecamatan Padang Utara

PADANG UTARA
Alai Parak Kopi 1.37
Gunung Pangilun 0.42
Lolong Belanti 1.62
Ulak Karang Selatan 1.35
Ulak Karang Utara 1.53
Air Tawar Barat 1.12
Air Tawar Timur 0.63

Jumlah 8.08
Sumber Kecamatan Padang Utara Dalam Angka Tahun 2010

Jumlah penduduk di Kecamatan Padang Utara adalah 63.038 jiwa, dan diperinci
menurut per kelurahan sebagai berikut :
1. Kelurahan Air Tawar Timur . 3.498 jiwa
2. Kelurahan Air Tawar Barat : 11.238 jiwa
. Kelurahan Ulak Karang Utara : 8.161 jiwa
. Kelurahan Ulak Karang Selatan . 8.082 jiwa

. Kelurahan Lolong Belanti : 8.564 jiwa




6. Kelurahan Alai Parak Kopi 1 12.283 jiwa
7. Kelurahan Gunung Pangilun : 11,212 jiwa
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Guna mewujudkan pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab di
lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 39 Tahun
2004 tentang Uraian Tugas Pokok Organisasi Kecamatan, tugas pokok dan fungsi Camat
adalah sebagai berikpt:
1. Tugas Pokok

Camat sebagai perangkat daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan dibidang kemasyarakatan

di wilayah kerjanya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu
dan merupakan unsur staf pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok membantu
Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,
fungsi yang melekat pada kecamatan adalah:

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideology Negara dengan kesatuan
bangsa.
. Penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum.
. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan

pembangunan.




. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
. Pelaksanaan koordinasi operasional UPT Dinas/LT Daerah.
. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pembangunan dan pengembangan

partisipasi masyarakat.

2. Fungsi

Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
Penyelenggaraan kegiatan pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa.
Penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan umum dan keagrariaan. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan,
pengendalian dan pengawasan pemerintah kelurahan. Pembinaan kententeraman dan
ketertiban wilayah. Pclaksanaan koordinasi opcrasional Unit Peclaksana Tcknis
Dinas/Lembaga Teknis daerah.

Penyelenggaraan- kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi
masyarakat. Penyusunan program, pembinaan adiministrasi ketatausahaan dan rumah
tangga. Dalam penyelengggaraan fungsi-fungsi tersebut Camat menerima sebagian
pelimpahan kewenangan pemerintah dari Walikota yang kemudian ditetapkan dengan
Keputusan Walikota Padang. Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh :

a. Sekretaris Kecamatan
b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
Kepala Perizinan dan Pendapatan

Kepala Scksi Kescjahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana.




g Subag Keuangan
h. Subag Umum
Aparat Kecamatan Padang Utara mempunyai 27 Orang PNS. Struktur pemerintahan

Kecamatan Padang Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 19 Tahun

2008 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan, terdiri dari Camat, Sekretaris

Kecamatan, duaSubag masing-masing Subag Umum, Subag Keuangan, dan Pelaporan
serta lima Kasi, masing-masing: Kasi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan
Bencana, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Kasi Perizinan dan
Pendapatan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kasi Tata Pemerintahan.

Tabel 4.3
Data karyawan Kecamatan Padang Utara Tahun 2012

Nama Jabatan Pangkat/
Golongan
Drs. Yalmasri Camat IV/b
Guswennni,S.Sos,M.Si | Sekretaris Kecamatan 11I/d
Ernita, S.Kom,MM Kasubag Umum 1I/b
Syafrianita, S.Kom Kasubag Keunangan 11I/b
AlminaKausa, Kasi Tata Pemerintahan [Il/e
S.E,MM
Reftizal, §.T Kasi Pemberdayaan Masyarakat | ITI/d
dan Kelurahan
Rini Anggraini, SSTP, | Kasi Kesejahteraan Sosial dan | IIl/e
M.Si Penanggulangan Bencana
Drs. Agustinus Kasi Ketentramanan Ketertiban | III/d
Umum
Ir. Lucky Dharma | Staf Kantor Camat IV/a
Yuli, M.Si
Sofyan Staf Kantor Camat IIl/b
Mariadi, ST Staf Kantor Camat 11I/b
Amita, S.Sos Staf Kantor Camat III/b
Mulza Fittris Staf Kantor Camat Il/a
Hasan Asari Staf Kantor Camat I1l/a
Marlena, S.Sos Staf Kantor Camat 1Il/a
Masril Staf Kantor Camat Ill/a
Selvy Wendy Stafl Kantor Camat e
Eka Fitri Yeni Staf Kantor Camat Il/c
Nofrida Yeni Staf Kantor Camat II/b
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Ratnawati

Staf Kantor Camat

21

Zulnaidi

Staf Kantor Camat

22

Dewi Rini

Staf Kantor Camat

23

Syafrizal

Staf Kantor Camat

24

Dedi Fitri

Staf Kantor Camat

25

Robi Gusman

Staf Kantor Camat

26

Andrianto

Staf Kantor Camat

27

Indra Setiawan

Staf Kantor Camat

Sumber; Data Skunder Kecamatan Padang Utara Tahun 2012

Struktur organisasi Kecamatan Padang Utara seperti pada Gambar 4.2 sebagai

berikut :

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Padang Utara

CAMAT

SUB BAG UMUM

SUB BAG KEUANGAN

SEKSITATA

SEKSI

SEKSI

SEKSI

PEMERINTAHAN

PEMB MASY

KESOS & PB

PERIIINAN & PENDPT

Sumber: Perda Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008




4.3 Visi, Misi dan Arah Kebijakan Umum
4.3.1 Visi

Terwujudnya Kecamatan yang Berkualitas dan Profesional dalam Memberikan
Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
4.3.2 Misi

Guna untuk terwujudnya Visi yang telah dijadikan sebagai suatu komitmen
Pemerintah Kecamatan Padang Utara sebagai suatu impian dan cita-cita, maka

Pemerintah Kecamatan Padang Utara merumuskan Misi yang senantiasa akan dijadikan

suatu pedoman dengan segala pengorbanan dan resiko dalam merealisasikannya, Misi

yang perlu dilaksanakan adalah: Meningkatkan kinerja aparatur untuk optimalisasinya
tupoksi.Meningkatkan mutu dan produktifitas tugas dan fungsi scksi. Mcningkatkan
SDM aparatur dalam melaksanakan tugas.Memberikan pelayanan yang cepat dan
memuaskan kepada masyarakat.Membenahi sarana dan prasarana untuk menunjang
kegiatan. Melaksanakan tertib administrasi. Mendorong upaya mengefektifkan sistim dan
tata Jaksana palayanan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diselenggarakan

lebih berdaya guna dan berhasil guna.




PETA
KECAMATAN PADANG UTARA




‘BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan hasil temuan selama peneliti melakukan penelitian
dilapangan serta melakukan analisis dengan menggunakan teori yang digunakan, yang
dalam hal ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Agus Dwiyanto.
Dimana peneliti akan membagi kedalam lima sub bab sesuai dengan jumlah faktor-faktor
menurut Agus Dwiyanto tersebut. Selain itu juga terdapat beberapa bagian dalam sub bab
dimana sesuai dengan jumlah indikator yang peneliti gunakan.

Pada sub bab pertama peneliti membahas tentang kinerja Pemerintah Kecamatan
Padang Utara berdasarkan produktivitas, Dimana pada sub bab ini peneliti melihat output
dan input petugas yang tcrlibat dalam pelaksanaan program e-KTP terutama mengenai
pelaksanaan teknis dan administratif program e-KTP. Juga dilihat bagaimana sikap
petugas dalam memberikan dan melaksanakan pelayanan, pencapaian petugas dalam
melaksakan pelayanan, keterampilan melaksanakan dan mengevaluasi dalam pelaksanaan
program ini.

Sub bab kedua peneliti membahas tentang faktor kualitas layanan yang dilihat dari
kendalan petugas dalam memberikan informasi prosedur pelayanan, respon petugas
terhadap keluhan masyarakat, kemampuan administrasi dan teknis petugas dalam
pelayanan. Sub bab ketiga membahas tentang responsivitas yang dilihat dari sikap
petugas dalam merespon keluhan masyarakat.

Selanjutnya sub bab keempat peneliti melihat kinerja berdasarkan responsibilitas.

Dimana di dalam faktor ini peneliti melihat dari mengvaluasi diri dan bertanggungjawab,
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menjadikan faktor tersebut menjadi referensi penilaian mereka terhadap kinerja

Pemerintah Kecamatan Padang Utara dalam Pelaksanaan Program e-KTP. Sub bab
terakhir yaitu penelti melihat kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Utara dalam
Pelaksanaan ¢-KTP dengan menggunakan faktor akuntabilitas. Dimana pada sub bab ini
peneliti melihat faktor tersebut dari kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan nilai-
nilai atau norma yang ada di masyarakat, meliputi transparasi pelayanan, prinsip
keadilan, jaminan penegak hukum, hak asasi manusia dan orientasi pelayanan yang
dikembangkan terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa,

5.1. Kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Utara dalam Pelaksanaan

Program e-KTP Berdasarkan Produktivitas

Produktivitas merupakan hal yang harus dimiliki oleh petugas yang menjalankan
program tersebut. Semakin baik produktivitas petugas tersebut mengenai program yang
dijalankan tentu semakin baik pula pelaksanaan program tersebut. Dari itu untuk melihat
kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Utara, maka faktor produktivitas merupakan
faktor yang penting untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan kinerja Pemerintah
Kecamatan Padang Utara dalam pelaksanaan suatu program.

Pelaksanaan program e-KTP Nasional telah dimulai pada Tahun 2011,
Khususnya di Kecamatan Padang Utara. Pelaksanaan e-KTP Nasional di Kecamatan
Padang Utara dimulai pada Bulan September 2011. Hal ini ditandai dengan dimulainya
perckaman data penduduk di Kantor Camat Padang Utara, Oleh karena itu telah dapat
dilakukan pengukuran terhadap faktor pengetahuan dari Pemerintah Kecamatan Padang

Utara dalam Pelaksanaan Program ¢-KTP.
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Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan para petugas dalam pelaksanaan
program e-KTP di Kecamatan Padang Utara, tentu harus dilakukan penelitian terhadap
personil yang bertanggung jawab langsung dan memiliki tugas dan fungsi tertentu terkait
pelaksanaan program e-KTP. Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan tugas pokok
dan fungsi struktur organisasi di Kecamatan Padang Utara, maka program ini
dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Seksi Tata Pemerintahan. Menanggapi tugas
baru ini maka seksi pemerintahan tersebut telah menyediakan tenaga operator dan
verifikasi untuk menyukseskan program ¢-KTP. Namun karena program ini merupakan
program yang terbilang baru, maka dalam pelaksanaannya masih bekerja sama dengan
seksi lain terutama dengan front office, Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum, Seksi

Pemberdayaan Kclurahan dan scksi lainnya. Hal ini scsuai dengan hasil wawancara

dengan Camat Padang Utara yang menyatakan :*°

” Pelaksanaan program e-KTP ini berdasarkan tupoksinya berada
dibawah tanggung jawab Kasi Tata Pemerintahan, namun dalam
pelaksanaannya Kasi Tata Pemerintahan dapat dibantu oleh seksi
lainnya apabila dibutuhkan.”

Pernyataan oleh Camat Padang Utara tersebut diperkuat oleh pernyataan yang
disampaikan oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Padang Utara, dimana
menyatakan 40

” Program e-KTP ini merupakan tugas dari Seksi Tata
Pemerintahan, dan kami telah menunjuk petugas operator dan
verifikasi dari staf Tata Pemerintahan sendiri. Tapi kami masih
berkoordinasi dengan scksi lain seperti Seksi Trantrip,
Pemberdayaan Kelurahan dan front office untuk menyukseskan

program ini.”

** Hasil wawancara dengan Yalmasri, selaku Camat Padang Utara, Rabu 28 Mei 2013, Pukul 13.30 WIB, di
Kanlor Camal Padang Ulara.

* Hasil wawancara dengan Almina Kausa, selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Rabu, 4 April 2013,
Pukul 12.00WIB, di Kanter Camat Padang Selatan.
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Dari dua pernyataan yang disampaikan oleh Camat dan Kepala Seksi Tata

Pemerintahan tadi, jelas bahwa tugas ini berdasarkan tupoksinya berada di bawah

tanggung jawab Kepala Seksi Tata Pemerintahan. Dan Seksi Tata Pemerintahan telah

menyediakan petugas operator dan verifikasi dari stafnya sendiri. Namun Kepala Sekst
Tata Pemerintahan masih dapat meminta bantuan dalam hal ini kepada seksi lainnya
untuk kelancaran pelaksanaan program e-KTP tersebut.

Oleh karena itu dikarenakan Seksi Tata Pemerintahan adalah seksi yang langsung
terjun dalam pelaksanaan program ini, maka untuk melihat kinerja personil yang
didasarkan pada pengetahuan mereka, maka Seksi Tata Pemerintahan adalah objek
pengukuran yang peneliti ambil untuk melihat pengetahuan mereka terhadap program e-
KTP. Dimana pencliti akan mengukur pengetahuan dari Kepala Scksi Tata Pemcrintahan
itu sendiri dan kepada semua petugas operator dan petugas verifikasi, hal ini dikarenakan
merekalah yang langsung melaksanakan program tersebut mulai dari verifikasi data
sampai kepada perekaman data kependudukan. Sehingga mereka sangat mempengaruhi
pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Utara dalam pelaksanaan program e-
KTP di Kecamatan Padang Utara,

Untuk melihat hasil petugas mengenai pelaksanaan tugas mereka dalam program
e-KTP, maka peneliti telah menurunkan indikator yang menjadi ukuran peneliti dalam
menentukan produktivitas petugas tersebut. Dimana peneliti membagi produktivitas
tersebut menjadi :

5.1.1. Sikap dalam melaksanaan pelayanan e-KTP
Untuk mengetahui pelaksanaan teknis dari program e-KTP maka Standard

Operating Procedure (SOP) yang biasa dikenal dengan petunjuk teknis (juknis) dan
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. pentunjuk pelaksanaan (juklak) harus menjadi pegangan oleh setiap personil yang terlibat

dalam pelaksanaan program ini. Namun dalam pelaksanaannya personil tentu harus
mengetahui SOP tersebut sesvai dengan fungsi dan tugas mercka masing-masing dalam
program ini. Dimana dalam penelitian ini, peneliti melihat sikap dan keterampilan yang
memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program e-KTP sesuai dengan tupoksi
Kecamatan Padang Utara yaitu Seksi Tata Pemerintahan. Yang menjadi objek penilaian
peneliti pada seksi ini adalah Kepala Seksi Tata Pemerintahan, petugas operator, dan
petugas verifikasi.

Kecamatan Padang Utara memiliki satu orang Kepala Seksi Tata Pemerintahan,
empat orang petugas operator dan dua orang petugas verifikasi. Oleh karena itu peneliti
tclah mclakukan wawancara dengan scmua petugas terscbut untuk mengetahui sikap dan
keterampilan mereka mengenai pelayanan program e-KTP yang telah berlangsung di

Kecamatan Padang Utara. Dimana Kepala Seksi Tata Pemerintahan menjelaskan bahwa:

4]

“ Pelaksanaan e-KTP secara teknis dibagi pada tahap persiapan
penerapan e-KTP. Dimana disini dilakukan sosialisasi kepada
masyarakat, dimana Lurah, Ketua RW dan Ketua RT diundang ke
kantor camat untuk sosialisasi e-KTP, lalu mereka diberikan tugas
untuk melanjutkan sosialisasi tersebut kepada warganya. Serta kita
menyiapkan tempat dan petugas untuk e-KTP ini. Tahap
selanjutnya adalah pelaksanaan e-KTP yaitu setelah semua alat
perekam e-KTP tersedia dengan petugasnya yang juga telah
medapatkan bimbingan teknis dari pusat, maka masyarakat yang
telah dimobilisasi datang ke Kantor Camat dengan membawa
persyaratan yang telah ditentukan untuk melakukan perekaman e-
KTP di Kantor Camat. Perekaman disini dilakukan oleh petugas
operator, dimana dilakukan pengambilan foto penduduk, kemudian
tanda tangan dan sidik jari semua jari penduduk, dan perekaman
iris mata penduduk. Kemudian data tersebut disimpan dan

“! Hasil wawancara dengan Almina Kausa, selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kamis, 4 April 2013,
Pukul 11.00WIB, di Kantor Camat Padang Utara,




kemudian diteruskan untuk dikirim ke pusat, sampai e¢-KTP
tersebut siap dan didistribusikan pada masyarakat.”

Dari wawancara sebelumnya dapat diketahui bahwa pelaksanaan teknis program

¢-KTP yaitu secara umum dibagi menjadi dua tahap yaitu: .

1.

Tahap persiapan penerapan e-KTP

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada dikelurahan
dimana setiap Lurah, Ketua RW, dan ketua RT diundang ke Kantor Camat untuk
mendapat penjelasan tentang pelaksanaan program. Kemudian Lurah, ketua RW,
dan Ketua RT memiliki kewajiban menyampaikan informasi tersebut kepada
masyarakatanya. Pemerintah kecamatan juga berkewajiban menyediakan tempat

dan petugas untuk pelaksanaan program e-KTP.

. Tahap pelaksanaan e-KTP.

Pada tahap ini setelah peralatan dan petugas telah siap, maka masyarakat yang
telah dimobilisasi sebelumnya datang ke Kantor Camat sesuai waktu yang tclah
ditetapkan dengan membawa persyaratan yang juga telah ditentukan seperti :
Kartu Keluarga (KK), dan dokumen pendukung lainnya seperti akta kelahiran,
Surat Nikah, ljazah terakhir. Dokumen pendukung tersebut berfungsi untuk
membantu melihat data kependudukan penduduk yang bersangkutan apabila: KK
penduduk tersebut bermasalah. Setelah mengambil nomor antri maka penduduk
akan dipanggil secara bergiliran ke ruang operator untuk melakukan perekaman.
Perekaman tersebut dimulai dengan pengambilan pas photo penduduk, tanda
tangan penduduk, sidik jari semua jari penduduk, dan iris mata penduduk.

Selanjutnya data tersebut disimpan untuk selanjutnya dikirim ke pusat. Dan
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menunggu sampai ¢-KTP dicetak dan di pusat dan kemudian mendistribusikannya

kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan tadi menjelaskan -
bahwa secara umum pelaksanaan e-KTP secara umum terdiri dari persiapan dan
pelaksanaan penerapan e-KTP. Hal ini tentu perlu diklarifikasi lagi dengan menggunakan
SOP yang menjadi pegangan peneliti untuk mengukur pengetahuan personil disamping

hasil pengamatan langsung yang telah peneliti lakukan. Maka berdasarkan SOP, maka

pelaksanaan teknis e-KTP terdiri dari :*2

1. Tahap Persiapan Penerapan KTP Elektronik
. Pembentukan Kelompok Kerja Kabupaten/Kota
. Sosialisasi
. Penyiapan Tenaga Teknis Pelayanan
. Penyiapan Tempat Pelayanan
. Tahap Penerapan KTP Elektronik
. Pendistribusian dan Pemasangan Perangkat KTP Elektronik
. Pemasangan Perangkat Jaringan Komunikasi Data
. Bimbingan Teknis
. Pendampingan Teknis
. Mobilisasi Penduduk Wajib KTP
. Prosedur harian Pengoperasian Perangkat
. Pelayanan Verifikasi Data, Perekaman Pas Photo, Tanda tangan, Sidik Jari dan

Iris Penduduk di tempat pelayanan KTP Elektronik vang tetap (statis)

* Standar Operasional Prosedur (SOP) E-KTP Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 201 1.
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. Pelayanan Verifikasi Data, Perekaman Pas Photo, Tanda tangan, Sidik Jari dan
Iris Penduduk di tempat pelayanan KTP Elektronik bergerak (mobile)
Pengiriman Data, Pas Photo, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris penduduk

Personalisasi dan Pendistribusian Blangko KTP Elektronik

. Pengepakan dan Pendistribusian Blangko KTP Elektronik

. Pelayanan KTP Elektronik lainnya.

Petugas Operator dan verifikasi melaksanakan tugas mereka pada saat tahap
pelaksanaan program e-KTP tersebut. Oleh karena itu peneliti melihat pengetahuan para
petugas tersebut dalam pelaksanaan teknis tugas mereka masing-masing pada saat tahap
pelaksanaan yaitu pada saat perekaman dan verifikasi data.

Bcerdasarkan wawancara dengan operator 1, dimana mcnyatakan bahwa
pelaksanaan teknis perekaman e-K TP adalah

* Setelah penduduk mendapat giliran, maka kita mengecek data
yang ada di layar komputer dengan memasukan NIK KK Putih
mereka, setelah itu kita memastikan kembali data tersebut kepada
penduduk tersebut. Apabila ada kesalahan maka penduduk tersebut
diarahkan kepada petugas verifikasi. Apabila datanya telah OK,
maka dilakukan pengambilan foto, dimana latar merah untuk tahun
kelahiran ganjil dan latar biru untuk tahun Kkelahiran genap.
Selanjutnya tanda tangan masyarakat pada alat perekam, kemudian
dilakukan perekaman sidik jari semua jari tangan, lalu dilakukan
perckaman iris mata. Setelah itu dilakukan lagi verifikasi sidik jari
untuk mencek kembali kebenaran data. Kemudian masyarakat
menandatangani kembali pernyataan bahwa kalau data mereka
sudah direkam, kemudian operator log out dan data disimpan untuk
selanjutnya dikirim kepusat.”

Kemudian operator ke- 2 menyatakan bahwa pelaksanaan teknis perekaman e-

K TP adalah berdasarkan wawancara berikut :*

“ Hasil wawancara dengan Robi Gusman, selaku Operator e-KTP, Selasa, 28 Mai 2013, Pukul 09.00 WIB,
di Kantor Camat Padang Utara.




» Pada saat penduduk memasuki ruang operator maka operator
melihat KK yang berdasarkan NIK Nasional, lalu masuk ke
program e-KTP dengan memasukkan id operator, kemudian
memasukan NIK penduduk, operator memastikan kembali
identitas penduduk tersebut dengan menyebutkan data-data yang
ada di data base sesuai NIK tadi. Apabila ada kesalahan nama
maka bisa langsung diperbaiki, namun apabila kesalahan tersebut
pada jenis kelamin dan tanggal lahir, maka penduduk tersebut
harus ke tuang verifikasi data terlebih dahulu. Apabila data
tersebut ternyata betul maka dilakukan perekaman dimana dimulai
dengan pengambilan foto penduduk dengan ketentuan latar merah
untuk tahun lahir ganjil dan biru untuk tahun lahir genap.
Kemudian penduduk diminta untuk membubuhkan tanda tangan
pada alat perekam tanda tangan (signature pad), setelah itu
dilakukan proses sidik jari pada alat perekam sidik jari (finger
print) dimana diawali dengan perekaman 4 jari kiri dan kanan
kecuali jempol secara bersamaan dan disusul dengan kedua
jempol tangan. Perekaman selanjutnya adalah perekaman kedua
iris mata dengan alat perekam iris mata (iris scanner), kemudian
penduduk melakukan verifikasi sidik jempol lagi. Terakhir
penduduk diminta menandatangani lagi pernyataan kesah-an data
pada perekam tanda tangan dan disusul dengan operator
memasukan id operator dan sidik jari operator yang menandakan
telah dilakukan perekaman pada seorang penduduk oleh operator
yang bersangkutan.™

Berdasarkan wawancara dengan operator ke-3 maka diketahui bahwa teknis

pelaksanaan perekaman data e-K'TP adalah sebagai berikut 3

“ ..petugas operator memasukan id untuk log in, kemudian
mengecek NIK wajib KTP berdasarkan KK Putih. Apabila ada
kesalahan data seperti tanggal lahir dan jenis kelamin maka
penduduk disuruh untuk melaporkan ke petugas verifikasi. Apabila
datanya betul maka dilakukan dengan pengambilan foto penduduk,
tanda tangan penduduk, sidik jari semua jari dimulai dengan empat
jari kiri dan kanan disusul dengan kedua jempol, kemudian
perekaman iris mata, dilanjutkan dengan tanda tangan dan cap
jempol penduduk lagi. Kemudian baru operator log out.”

“ Hasi) wawancara dengan Deri Kurnia, selaku Operator e-KTP, Selasa, 28 Mei 2013, Pukul 15.30 WIB, di
Kanler Camal Padang Utara,

*% Hasil wawancara dengan Wahyudi, selaku Operator e-KTP, Rabu, 29 Mei 2013, Pukul 10.00 WIB, di
Kantor Camat Padang Utara.
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Selanjutmya berdasarkan wawancara dengan operator ke-4 maka didapatkan hasil

wawancara sebagai berikut :*¢

“ Awalnya warga masuk ke dalam rvangan harus membawa KK
Putih dan secara bergiliran ke operator, operator mengentrikan NIK,
setelah data keluar maka dibacakan lagi kepada warga. Apabila
ditemui Kkesalahan data maka warga dioper kembali petugas
verifikasi. Kesalahan yang urgen adalah kesalahan jenis kelamin
dan tanggal lahir karena ini akan berpegaruh pada NIK Nasional
warga tersebut. Apabila sudah ok dan ready maka dilakukan
perekaman data penduduk yang dimulai dengan pengambilan foto,
perekaman tanda tangan, cap jempol semua jari, perekaman iris
mata, dan tanda tangan serta cap jempol lagi oleh masyarakat.”

Berdasarkan wawancara dengan semua operator e-KTP yang ada di Kecamatan
Padang Utara maka dapat diketahui bahwa teknis pelaksanaan pada saat perekaman data
penduduk sccara umum adalah scperti dapat dilihat pada skema 5.1 berikut:

Skema 5.1.
Teknis Pelaksanaan Perekaman Data e-KTP

Mas)’mka!:;.afuk Petugas log in Pengambila Tanda tangan

Tuang operaior dan mengecek duduk pad

denganchmbawa dzltf n foto p:;!a[l:) cltl‘ckiina
1K

Kesalahan data
menuju petugas
verifikasi

Penduduk metakukan ..
Operator verifikasi sidik jempol Perekaman iris Perckaman
log out dan tanda tangan mata penduduk seluruh sidik
2 jari

Sumber: Hasil wawancara dengan operator e-KTP Kecamatan Padang Utara
2013

4 Hasil wawancara dengan Doni Winandra, selaku Operator ¢-KTP, Jum’*at,31 Mei 2013, Pukul
14.00WiB, di Kantor Camat Padang Utara.
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Berdasarkan wawancara dengan keempat petugas operator e-KTP di Kecamatan
Padang Utara, maka didapatkan bahwa keterangan yang diberikan oleh keempat operator
tersebut secara umum memiliki kesamaan. Dengan kata lain, semua operator di
Kecamatan Padang Utara memiliki pengetahuan yang sama dalam teknis pelaksanaan
perekaman ¢-KTP. Namun pengetahuan para petugas operator tersebut harus disesuaikan
dengan SOP yang menjadi pegangan peneliti dalam menilai pengetahuan para petugas
operator mengenai pelaksanaan teknis e-KTP sesuai dengan fungsi mereka masing-
masing. Dan apabila mengacu pada petunjuk teknis atau SOP dari operator yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementrian Dalam

Negeri Republik Indonesia, maka petunjuk teknis dari pelaksanaan perekaman data e-

tersebut. Dimana apabila mengacu pada SOP pelaksanaan ¢-KTP Nasional, maka tugas
operator tersebut adalah A
1. Melakukan verifikasi biodata penduduk yang terdapat dalam data induk
kependudukan di tempat pelayanan.
. Melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris.
. Memastikan keberhasilan perekaman sidik jari penduduk dengan melakukan

verifikasi sidik jari. Verifikasi sidik jari dilakukan dengan cara mengulang

kembali perkaman sidik jari telunjuk kanan dan kiri yang akan ciisimpan di dalam

chip.
. Meminta penduduk melakukan pengesahan hasil verifikasi data, perekamann pas

photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk dengan cara membubuhkan tanda

17 Standar Operasional Prosedur (SOP) E-KTP Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Kementerian Dalam Negeri Republik Indqﬂasig 20/ L.
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tangan secara elektronik pada perekam tanda tangan (Sigrafure Pad) yang
disediakan sebagai bukti persetujuan terhadap kebenaran data penduduk yang
bersangkutan.

. Apabila operator melakukan pembetulan biodata penduduk, maka operator
melakukan autentifikasi melalui verifikasi sidik jari telunjuk kanan untuk
memastikan identitas operator yang melakukan pembetulan biodata penduduk
dimaksud.

. Melakukan penyimpanan hasil perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan
iris serta dokumen pengesahan secara elektronik yang telah dilakukan
sebagaimana pada angka 2 dan 4 ke dalam data base pelayanan.

. Melakukan pengiriman hasil verifikasi data penduduk dan hasil perekaman pas
photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk dari tempat pelayana ke Pusat

Data Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri secara khusus, apabila jaringan komunikasi data tidak

berfungsi.

. Bertanggung jawab terhadap beroperasinya perangkat KTP Elektronik dan
perangkat jaringan komunikasi data di tempat pelayanan KTP Elektronik.

. Bertanggung jawab terhadap backup data dan pengamanan database
kcependudukan.

Selanjutnya pelaksanaan pelayanan e-KTP yang sesuai dengan SOP adalah :

. Pemanggilan penduduk wajib KTP di tempat pelayanan berdasarkan nomor urut.

. Verifikasi biodata penduduk (data sesuai dan tidak sesuai).
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. Pengambilan pas photo (pemeriksaan awal, penduduk kondisi normal, penduduk
kondisi khusus).

. Pengambilan tanda tangan penduduk ( pemeriksaaan awal, prosedur kondisi
normal, prosedur kondisi khusus(.

. Perekaman sidik jari penduduk (jari tangan normal, tidak memiliki jari tangan).

. Perekaman iris penduduk (mata normal dan keadaan tidak normal).

Kemudian peneliti melakukan penilaian faktor produktivitas kepada petugas
verifikasi ¢-KTP di Kecamatan Padang Utara. Peneliti melakukan wawancara dengan 2
orang petugas verifikasi, dimana berdasarkan hasil wawancara tentang sikap atau
keterampilan mereka mengenai teknis pelaksanaan verifikasi data, maka didapatkan hasil

scbagaimana kutipan wawancara dengan petugas verifikasi yang pertama scbagai berikut

.48

» Pelaksanaan dari verifikasi data secara tcknis yaitu berdasarkan
tugas petugas verifikasi itu sendiri adalah memperbaiki data
penduduk dan membuat KK Putih, dimana masyarakat yang ingin
membuat e-KTP harus memiliki KK Putih terlebih dahulu. KK
Putih adalah KK yang memiliki Nomor Induk Keluarga (NIK) dari
pusat, sehingga apabila penduduk hanya memiliki KK manual,
maka harus di cetak dulu KK Putihnya. Dimana untuk mencetak
KK Putih kita memasukkan nama kepala keluarga penduduk yang
bersangkutan dan akan keluar data kependudukan bersama NIK
Nasional yang telah disuntik dari Capil Padang. Kemudian apabila
penduduk telah memiliki KK Putih, maka penduduk tersebut dapat
Jangsung melakukan perekaman data. Kemudian apabila penduduk
melaporkan kesalahan data pada KK putihnya seperti tanggal lahir
dan jenis kelamin. Tanggal lahir tersebut akan berpengaruh kepada
NIK penduduk dan jenis kelamin khususnya yang perempuan pada
NIKnya akan ditambah 40 pada tanggal hari lahimya. Apabila itu
terjadi maka peiugas verifikasi akan memperbaiki data tersebut
namun harus dikirim kembali ke Capil sehingga penduduk yang
bersangkutan belum bisa melakukan perekaman data. Hal ini
disebabkan data yang ada pada KK Putih tersebut berasal dari

8 Hasil wawancara dengan Febri Yenti, selaku Petugas Verifikasi, Rabu, 29 Mei 2013, Pukul 15.00 WIB,
di Kantor Camat Padang Utara.




pusat, sehingga memakan waktu dalam perbaikan, biasanya
penduduk tersebut kami minta untuk kembali seminggu atau dua
minggu sampai data yang kami kirimkan telah disuntik kembali
oleh Capil.”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan petugas verifikasi yang ke-2

maka didapat kutipan wawancara sebagai berikut:*

» Tugas petugas verifikasi adalah membuat KK yang berdasarkan

SIAK, atau disebut KK Putih, KK Putih ini hanya untuk sementara

tapi NIK-nya sudah dari pusat. Nanti yang asli akan dikeluarkan

Capil. Dalam pelaksanaan ¢-KTP sendiri maka petugas verifikasi

juga memperbaiki data penduduk yang salah. Kesalahan biasanya

tanggal lahir yang salah dan jenis kelamin, maka jika ini ditemukan

maka penduduk diminta kembali lagi paling lama seminggu karena

data tersebut di input dulu ke Capil. Sehingga kita harus menunggu

data dari Capil lagi setelah diperbaiki. Kemudian data ganda juga

ditemukan. Setelah data diperbaiki baru penduduk dapat berfoto.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petugas verifikasi data tadi, maka
diketahui bahwa tugas dari petugas verifikasi adalah untuk memperbaiki, dan mencetak
KK Putih. KX Putih disini adalah scbutan untuk KK yang memiliki NIK dari pusat yang
dicetak di kertas putih di kecamatan dan bersifat sementara sampai Capil mengeluarkan
KK yang asli. Namun KK Putih ini berguna untuk melakukan perekaman data penduduk
untuk membuat e-KTP dikarenakan dalam pembuatan e-KTP memakai NIK dari pusat

sehingga KK dari kelurahan tidak bisa dipakai.

Dalam pelaksanaan e-KTP petugas verifikasi memegang peranan yang penting
karena sebelum penduduk melakukan perekaman e-KTP, maka data penduduk tersebut

harus benar-benar tidak memiliki keszlahan data lagi.

% Hasil wawancara dengan Rio Ariesta, selaku Petugas Verifikasi, Rabu, 29 Mei 2013, Pukul 15.00 WIB,
di Kantor Camat Padang Utara.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan semua
petugas operator dan verifikasi di Kecamatan Padang Utara, maka diketahui bahwa
pengetahuan para petugas dalam pelaksanaan e-KTP secara teknis dapat dikatakan baik.
Hal ini karena pelaksanaan teknis tersebut telah sesuai dengan alur dan petunjuk teknis
(SOP) yang berlaku dan pelaksanaan tersebut telah peneliti saksikan sendiri pada saat
peneliti melakukan observasi langsung di Kantor Camat Padang Utara. Kepala Seksi Tata
Pemerintahan telah mengetahui secara umum bagaimana pelaksanaan teknis dari program
e-KTP, begitu pula dengan petugas operator yang telah memahami pelaksanaan teknis
yang sesuai dengan tugas mereka dalam merekam data penduduk. Dan keterangan yang
informan berikan tersebut telah sesuai dengan SOP yang menjadi pegangan peneliti
dalam menilai pengetahuan petugas terscbut ditambah dengan hasil pcngamatan langsung
peneliti selama melakukan penelitian di Kecamatan Padang Utara. Dan untuk petugas
verifikasi, wawancara dengan mereka disesuaikan dengan wawancara dengan Sekretaris
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, maka keterangan yang diberikan
terdapat kesesuaian. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan langsung terhadap
pelaksanaan tugas petugas verifikasi selama melakukan penelitian,

Berdasarkan wawancara dengan para petugas operator, verifikasi, dan fronf office
di Kecamatan Padang Utara, serta pengamatan peneliti selama melakukan penelitian di

kantor Camat Padang Utara, maka diketahui bahwa persyaratan administrasi dalam

pelaksanaan ¢-KTP Nasional adalah KK yang menggunakan NIK Nasional. Sedangkan

fidak ada pemungutan biaya dalam pelaksanaan program ini. Oleh karena itu,
berdasarkan teori yang peneliti gunakan, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan

personil tentang pelaksanaan teknis dan administrasi dapat dikatakan belum baik. karcna
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berdasarkan pengetahuan yang kurang baik juga akan menciptakan kinerja organisasi
yang kurang baik juga. Dan para personil yang ada di Kecamatan Padang Utara telah
belum memiliki pengetahuan yang baik untuk mendukung terlaksananya program e-KTP.
Hal ini peneliti simpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan personil yang terlibat,
wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan menggunakan
SOP pelaksanaan e-KTP sebagai pedoman serta pengamatan langsung peneliti pada saat
melakukan penelitian di Kantor Camat Padang Utara pada saat pelayanan e-KTP tersebut

dilakukan.

5.1.2. Keterampilan Petugas dalam melaksapakan dan mengevaluasi Pelayanan

Kepada Masyarai(at

Keterampilan petugas mengenai pelaksanaan dan mengevaluasi pelayanan kepada
masyarakat merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap petugas. Dalam hal ini yang
menjadi acuan petugas dalam pelaksanaan pelayanan e-KTP kepada masyarakat adalah
alur pelayanan ¢-KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Padang. Dimana alur pelayanan e-KTP tersebut adalah sesuai skema 5.2 sebagai

berikut :




Penduduk wajib
KTPdatang
dengan mcmbawa
surat pangpgilan ke
tempat pelayanan

Skema 5.2.
Alur Pelayanan e-KTP

Penduduk Petugas

daftar verifikasi
g:ir; datapenduduk

ada pada
petugas yang
pelayanan database

Petugas
operator
melakukan

pengambilan
dan perekaman
pas photo

penduduk

¥
Petugas
melakukan
perekaman tanda

tangan
penduduk

h

Petugas melakukan
perekaman seluruh
sidik jari tangan
penduduk. Dimulai
dari tangan kanan
kernudian tangan kirl

Petugas membubuhkan

ke rumah masing- tanda tangan dan stempel
masing dan pada surat panggilan yang
menunggu sekaligus sebangi bukti
panggilan bahwa penduduk telah
berikutnya untuk melakukan perekaman pas
mengambil e-KTP photo, tanda tangan dan
sidik jari

Penduduk pulang

Sumber : Alur Pelayanan e-K TP di Kecamatan Padang Utara 2011

Berdasarkan alur yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Padang, maka diketahui bahwa alur pelayanan dimulai dari masyarakat datang
dengan membawa surat panggilan sampai kepada penduduk yang pulang kembali ke
rumah masing-masing dan menunggu panggilan berikutnya untuk mengambil e-KTP.
Namun di dalam alur pelayanan tersebut masih belum ditemukan pelayanan dalam
perckaman iris mata penduduk. Hal ini disebabkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Padang masih berpedoman kepada proyek percontohan e-KTP ketika

menerbitkan alur pelayanan tersebut. Namun demikian para personil di Kantor Camat

]’ﬁdang Utara, khususnya yang bcrtugas dalam pclaksanaan ¢-KTP Nasional tclah
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mengetahui bahwa setelah méiakukan perekaman sidik jari penduduk, maka dilakukan

perekaman iris mata penduduk yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan hasil
wawancara dengan Sekretaris Camat Padang Utara yang menyatakan bahwa 50

» Pelaksanaan pelayanan e-KTPsesuai dengan alur pel'ﬁyanan yang

diterbitkan oleh Capil Kota Padang, para petugas sudah

mengetahui alur pelayanan tersebut. Alur tersebut juga ditampilkan

di depan kantor agar masyarakat juga mengetahui alur pelayanan e-

KTP. Namun dalam alur pelayanan tersebut masih belum

dimasukkan perekaman iris. Tapi para petugas telah mengetahui

bahwa perekaman iris dilakukan setelah perekaman sidik jari

penduduk.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Padang Utara, maka
diketahui bahwa para personil telah mengetahui alur pelayanan dalam pelaksanaan
program c-KTP. Hal ini juga dipertcgas dari hasil wawancara pencliti kepada Kepala
Seksi Tata Pemerintahan, semua petugas operator dan petugas verifikasi mengenai
pelaksanaan pelayanan e-KTP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas mereka
sebagaimana kutipan wawancara peneliti dengan petugas operator dan petugas verifikasi
sebelumnya.

Dalam pelaksanaan pelayanan e-KTP kepada masyarakat, maka ada kemungkinan
akan menemukan permasalahan, baik dari segi administratif, teknis maupun sistem. Maka
dari itu, peneliti telah melakukan wawancara dan observasi langsung mengenai
penyelesaian permasalahan tersebut oleh para petugas untuk menilai pengetahuan mereka

mengenai penyclesaian permasalahan administratif, teknis, dan sistem pada pelaksanaan

program e-KTP di Kecamatan Padang Utara.

50 Hasil wawancara dengan Guswenni, selaku Sekretaris Camat Padang Utara, Senin 21 Mei 2 013, Pukul
09.00WIB, di Kantor Camatl Padang Utara.
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Didasarkan pada hasil temuan peneliti selama melakukan penelitian dan diperkuat
dengan hasil wawancara, maka diketahui bahwa sikap petugas mengenai pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat dan keterampilan mengevaluasi pencapaian program,
tanggungjawab dan komunikasi dapat dikatakan kurang baik. Hal ini disebabkan karena
petugas kurang paham mengenai sikap dan tanggungjawab mereka masing-masing dan
jalan yang akan ditempuh apabila mengalami kendala atau permasalahan.

Berdasarkan teori Agus Dwiyanto, produktivitas merupakan salah satu faktor
yang menentukan kinerja suatu organisasi. Beranjak dari tcori tersebut, peneliti telah
membagi indikator dari produktivitas tersebut sesuai dengan penelitian peneliti menjadi :
sikap petugas mengenai pelaksanaan pelayanan e-KTP dan tanggungjawab petugas
tcntang pclaksanaan pclayanan kcpada masyarakat dan keterampilan pclaksanaan
program. Indikator-indikator tersebut tentu akan mempengaruhi faktor produktivitas yang
nantinya akan berintegrasi dengan faktor lainnya untuk menentukan kinerja organisasi
yang dalam bal ini adalah Kecamatan Padang Utara. Sehingga apabila indikator tersebut
dalam kondisi baik, maka akan menjadikan faktor produktivitas tersebut menjadi baik
juga dan sebaliknya. Maka berdasarkan temuan di lokasi penelitian dan ditambah hasil

wawancara dengan informan, maka kedua indikator tersebut terbukti dapat dikatakan

kurang baik. Sehingga untuk faktor produktivitas dalam penelitian ini dapat disimpulkan

kurang baik diakibatkan indikator-indikator yang telah menunjukkan hasil yang kurang
baik pula.
5.2. Kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Utara dalam Pelaksanaan

Program ¢-KTP Berdasarkan Faktor Kualitas Pelayanan
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Kualitas pelayanan merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap

pelayanan yang diterima. Diharapkan dengan adanya kualitas pelayanan yang baik maka

diharapkan hasil dari pelaksanaan program tersebut juga akan baik. berdasarkan teori

Agus Dwiyanto yang termasuk pada kualitas layanan yang akan menentukan kinerja
organsasi adalah sarana dan prasarana, keandalan petugas dalam memberikan informasi
prosedur pelayanan, respon petugas terhadap keluhan masyarakat dan kemampuan teknis
dan administrasi petugas. Berdasarkan hal tersebut, peneliti telah menurunkan indikator
untuk mengetahui sarana dan prasarana yang akan memnentukan kinerja Pemerintah
Kecamatan Padang Utara dalam Pelaksanaan Program e-KTP.

5.2.1. Sarana dan prasarana dalam Pelaksanaan Program e-KTP

Pclaksanaan program c-KTP tentu memerlukan  peralatan  canggih untuk
melaksanakan program tersebut. Dalam hal ini peralatan merupakan hal yang sangat
penting karena keberhasilan program e-KTP sangat tergantung pada peralatan e-KTP
tersebut. Namun yang perlu diperhatikan adalah apakah peralatan yang dimiliki tersebut
dapat mencukupi secara kuantitas.

Dalam pelaksanaan program e-KTP, Kecamatan Padang Utara telah memiliki 2
set alat perekaman data pendudu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala
Sub Bagian Umum Kecamatan Padang Utara yang menyatakan bahwa 3!

» . Untuk program e-KTP, kita memiliki 2 set peralatan perekaman

data penduduk. Satu set terdiri dari layar monitor, CPU, alat

perekam sidik jari, alat perekam irris mata, kamera dan alat

perekam tanda tangan. Kemudian juga diadakan server/LAN, tenda

dan 200 kursi . Tenda dan kursi kita punya untuk mendukung

pelaksanaan program ini menimbang masyarakat yang banyak
sehingga masyarakat bisa meng-antri diluar.”

S1pJasil wawancara dengan Emita,S.Kom, selaku Kepala Sub Bagian Umum, Senin, 13 Mei 2013, Pukul
09.00 WIB, di Kantor Camat Padang Utara.
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Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian umum tadi jelas bahwa
peralatan yang disediakan oleh kecamatan dalam pelaksanaan program e-KTP adalah
seperangkat alat perekam data penduduk yang terdiri dari monitor, CPU, alat perekam
sidik jari, iris mata, perekam tanda tangan dan kamera. Kemudian didukung oleh server
dan LAN serta tenda dan kursi yang dipersiapkan untuk mengantispasi jumlah warga
yang banyak dalam proses perekaman e-KTP. Namun menimbang jumlah wajib KTP di
Kecamatan Padang Utara yang mencapai puluhan ribu maka 2 set peralatan dirasa tidak
mencukupi dalam perekaman data penduduk.

Mengenai masalah peralatan perekaman data penduduk, peneliti juga melakukan

wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang yang

mcnyatakan bahwa 32

» Setiap kecamatan mendapatkan alat perckam masing-masing 2

set. Namun bagi vang wajib KTP-nya di atas 30.000, setiap

kelipatan 15.000 akan dipinjamkan 1 set lagi dari pibhak

konsorsium yang menyediakan peralatan tersebut.”

Berdasarkan wawancara dengan Sckretaris Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Padang tadi, dketahui bahwa memang setiap kecamatan mendapatkan jatah 2
set alat perekam, apabila wajib KTP melebihi 30.000, maka setiap kelipatan 15.000
dipinjamkan lagi 1 set alat perckam. Kecamatan Padang Utara memiliki 23.565 wajib
KTP.
5.2.2. Keandalan petugas dalam memberikan informasi prosedur pelayanan

Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, tentu kejelasan informasi

prosedur pelayanan akan berpengaruh pada pencapaian kinerja pemberi pelayanan yang

52 |asil wawancara dengan Syuhandra, selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Padang, Rabu. 8 Mei 2013, Pukul 10.00WIB, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kola
Padang.
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bersangkutan. Dalam pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Padang Utara, kej elasan
informasi prosedur pelayanan tentu akan menunjang pelaksanaan program ini.

Mengenai kejelasan informasi dan prosedur pelayanan pada pelaksanaan program
e-K TP setelah peneliti melakukan penelitian maka ditemui bahwa kejelasan informasi di
Yantor Camat padang Urata belum kondusif. Hal ini terlibat dari kejelasan informasi
tidak terpampang di papan informasi. Begitu juga dengan ruangan perekaman e-KTF,
pihak Kecamatan telah menyediakan tempat perekaman data yang cukup luas. Selain itn
terkait langsung dengan pelaksanaan program ¢-KTP, pihak kecamatan juga tidak
menyediakan kursi tambahan dan tenda di halaman kantor, Halaman depan Kantor Camat
Padang Utara memungkinkan mendirikan tenda dan kursi-kursi dikarenakan halaman
dcpannya cukup luas dan kurang kondusif menampung banyak masyarakat yang akan

mengurus ¢-KTP. Temuan yang peneliti jelaskan sebelumnya diperkuat dengan hasil

wawancara dengan Sekretaris Camat Padang Utara yang menyatakan bahwa >3

»  kita telah menyediakan ruangan khusus untuk perekaman e-
KTP lengkap dengan AC agar masyarakat yang menunggu juga
nyaman, sebagaimana kita menyediakan ruangan khusus untuk
bidang-bidang lainnya. Halaman kantor juga kita pakai untuk
menampung masyarakat yang mengurus e-K TP apabila masyarakat
membludak, kita mendirikan tenda dan menyediakan kursi yang
kita miliki sendiri”.

Wawancara dengan Sekretaris Camat tadi menegaskan bahwa memang pihak
kecamatan telah berusaha untuk menjadikan lingkungan kerja kurang kondusif dalam

pelaksanaan proram ¢-KTP. Scjalan dengan lingkungan kerja yang kurang kondusif tentu

saja keadaan gedung kantor camat dimana pelaksanaan program ¢-KTP dilaksanakan

53 Hasil wawancara dengan Guawenni, selaku Sekretaris Camat Padang Selatan, Senin, 20 Mei 2 0123,
Pukul 09.060WIB, di Kantor Camal Padang Utara.
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juga berada dalam keadaan kurang baik, Hal ini peneliti ambil kesimpulan dari hasil
pengamatan langsung selama penelitian dilaksanakan dan juga karena lingkungan kerja
yang kurang kondusif disebabkan karena keadaan gedung kantor yang juga kurang
kondusif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

” ...Kok keadaan kantua ko indak nyaman, wak lai tagak lamo
manunggu dek nyo, kapanehan lo.”

(...Kalau keadaan kantor ini tidak nyaman, kita lama berdiri untuk
menunggu. Kita juga kepanasan.™)

Oleh karena itu seperti yang dijelaskan sebelumnya indikator lingkungan kerja

dan gedung di Kecamatan Padang Utara dapat dikatakan kurang baik. Karena dengan

adanya fasilitas yang kurang memadai tersebut, akan menghambat kelancaran
pclaksanaan program ¢-KTP di Kccamatan Padang Utara. Schingga tidak akan membantu
Kecamatan Padang Utara tersebut untuk mencapai kinerja yang baik secara keseluruhan.
5.3. Kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan Berdasarkan Faktor

Responsivitas

Agus Dwiyanto menjelaskan bahwa yang menjadi indikator dalam faktor
respponsivitas yang akan mempengaruhi Kinerja organisasi adalah sikap atau daya
tanggap petugas dalam merespon keluhan masyarakat dan penanganan keluhan
masyarakat. Permasalahan keluhan masyarakat apabila dikaitkan dengan penelitian
peneliti mengenai kinerja Aparatur dalam pelayanaan e-KTP di Kecamatan Padang
Utara, maka dapat dilihat dengan ada atau tidaknya ketjasama antar aparatur yang akan
menunjang pelaksanaan program e-KTP atan yang berkaitan dengan pelaksanaan
program ¢-KTP di Kecamatan Padang Utara. Namun setelah peneliti melakukan

penclitian di Kccamatan Padang Utara, ditemukan bahwa aparatur Kecamatan Padang
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Utara tidak ada menjalin kerja sama dalam pelaksanaan ¢-KTP di Kecamatan Padang

Utara. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sckretaris Camat Kecamatan

Padang Utara yang menyatakan bahwa :>*

... dalam proyek e-KTP ini kita di Kecamatan tidak melakukan

kerja sama dengan pihak swasta, tapi keterlibatan pihak swasta

hanya ada di pusat seperti pengadaan/ tender alat perekam e-KTP.”

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Camat tadi diketahui bahwa untnk
indikator penanganan keluhan masyarakat dapat dipakai untuk meneliti kinerja
Pemerintah Kecamatan Padang Utara dalam pelaksanaan e-KTP di Kecamatan padang
Utara. Hal ini disebabkan karena dapat meningkatka kinerja aparatur kecamatan dalam
memberikan pelayanan e-KTP.

5.3.1. Sikap merespon dan menangani keluhan masyarakat dalam Pelaksanaan

Program ¢-KTP

Dalam hal pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Padang Utara, maka keluhan
masyarakat adalah motivasi kecamatan untuk memperbaiki pelaksanaan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dalam pelayanan e-KTP. Ketidakpuasan masyarakat yang
diterima dalam pelaksanaan program e-KTP tentu akan menunjang kesuksesan program
tersebut. Cleh karena itu perlu dilakukan pengamatan mengenai keadaan tindakan
petugas dalam merespon keluhan masyarakat yang ada di Kecamatan Padang Utara
terkait dengan pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Padang Utara.

Untuk menilai keadaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program e-KTP

di Kecamatan Padang Utara, maka peneliti telah melakukan penilaian berdasarkan :

** Hasil wawancara dengan Guswenni,$.Sos,M.Si, selaku Sekretaris Camat Padang Selatan, Senin, 20 Mei
2 013, Pukul 09,00WiB, di Kantor Camat Padang Utara.
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1. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas di dalam
pelaksanaan program e-KTP.

Ketersediaan sumber daya manusia yang tidak cukup di dalam pelaksanaan program

e-KTP akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil akhir dari pelaksanaan program e-

KTP tersebut. Oleh karena itu peneliti melakukan pengamatan mengenai ketersediaan

personil di Kecamatan Padang Utara. Dimana peneliti temui secara umum pegawai yang

ada di Kantor Camat Padang Selatan berjumlah 27 orang. Hal ini juga sesuai dengan tabel
5.1, berikut :
Tabel 5.1

Data karyawan Kecamatan Padang Utara Tahun 2012

Nama Jabatan Pangkat/
Golongan
Drs. Yalmasri Camat IV/b

Guswennni,S.Sos,M.Si | Sekretaris Kecamatan Il/d

Emita, S.Kom,MM Kasubag Umum I11/b

Syafrianita, S.Kom Kasubag K.euangan III/b

AlminaKausa, Kasi Tata Pemerintahan /e

S.E,MM
Refrizal, S.T Kasi Pemberdayaan Masyarakat II/d
dan Kelurahan
Rini Anggraini, SSTP, | Kasi Kesejahteraan Sosial dan [Il/e
M.Si Penanggulangan Bencana
Drs. Agustinus Kasi Ketentramanan Ketertiban /d
Umum
Ir. Lucky Dharma Staf Kantor Camat IV/a
Yuli, M.Si
Sofyan Staf Kantor Camat 1II/b
Mariadi, ST Staf Kantor Camat 11l/b
Arnita, S.Sos Staf Kantor Camat III/b
Mulza Fittris Staf Kantor Camat Il/a
Hasan Asari Staf Kantor Camat 1Il/a
Marlena, S.S0s Staf Kantor Camat I1/a
Masril Staf Kantor Camat IIl/a
Selvy Wendy Staf Kantor Camat 1l/e
Eka Fitri Yent Staf Kantor Camat Il/c
Nofrida Yeni Staf Kantor Camat II/b




20 | Ratnawati Staf Kantor Camat
21 | Zulnaidi Staf Kantor Camat
22 | Dewi Rim Staf Kantor Camat
23 | Syafrizal Staf Kantor Camat
24 | Dedi Fitri Staf Kantor Camat
25 | Robi Gusman Staf Kantor Camat
26 | Andrianto Staf Kantor Camat Il/a
27 | Indra Setiawan Staf Kantor Camat I/c
Sumber: Data Skunder Kecamatan Padang Utara Tahun 2012

Beranjak dari jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Padang Utara tersebut, maka
tidak semua dari pegawai tersebut yang terlibat langsung pada pelaksanaan program e-
KTP. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan program e-KTP berada di bawah tanggung
jawab Seksi Tata Pemerintahan. Oleh karena itu, petugas untuk pelaksanaan e-KTP
ditunjuk dari pegawai yang ada di Seksi Tata Pemerintahan walaupun masih bekerja
sama dengan seksi lainnya apabila Seksi Tata Pemerintahan membutuhkan bantuan

dalam situasi-situasi tertentu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Camat Padang Utara yang

menyatakan bahwa >

7 Pelaksanaan program e-KTP ini berdasarkan tupoksinya
berada dibawah tanggung jawab Kasi Tata Pemerintahan,
namun dalam pelaksanaannya Kasi Tata Pemerintahan dapat
dibantu oleh seksi lainnya apabila dibutubkan.”

Berdasarkan tupoksi masing-masing seksi yang ada di Kecamatan Padang Utara,
maka Seksi Tata Pemerintahan-lah yang bertanggungjawab langsung pada pelaksanaan e-
KTP di Kecamatan Padang Utara. Oleh karena itu seluruh staf yang ada di bawah Seksi
Tata Pemerintahan secara langsung memiliki tugas dalam pelaksanaan perekaman dan

verifikasi data penduduk. Adapun personil yang ada di bawah Secksi Pemerintahan adalah

seperti tabel 5.4 berikut :

55 Hasil wawancara dengan Yalmasri, selaku Camat Padang Utara, Selasa 28 Mei 2013, Pukul 13.30 WIB,
di Kantor Camat Padang Utara.




Tabel 5.4.
Daftar Pegawai Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Padang Utara

Nama Jabatan
Almina Kausa, SE.MM Kasi Pemerintahan
Mariadi, ST.MT Staf
Eka Fitriyeni Staf
Dewi Rini Staf
Doni Winandra,S.Sos Staf
Elda Rosalina : Staf
[rfan Aulia Staf
Andre Pratama Staf
Sumber : Diolah peneliti dari struktur organisasi Seksi Pemerintahan 2013.

O~ || | Wb —

Berdasarkan tabel 54. jelas bahwa personil yang ada di bawah Seksi Tata
Pemerintahan berjumlah 8 orang termasuk Kepala Seksi Tata Pemerintahan itu sendiri.
Setiap personil telah dibagi tugas mereka masing-masing untuk pelaksanaan perekaman
data dan verifikasi data. Sedangkan petugas yang tidak menjadi operator diserahkan tugas
untuk membantu operator apabila dibutuhkan disamping melaksanakan tugas

kesekretariatan dari Seksi Tata Pemerintahan scperti biasanya. Hal ini sesuai dengan hasil

wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang menyatakan bahwa :°¢

” Kita telah membagi personil yang ada di Seksi
Pemerintahan untuk menjadi operator dan petlugas
verifikasi, jumlah operator kita sesuaikan dengan jumiah
komputer yang ada, dan mercka bertugas bergantian
menurut siff mereka masing-masing. Personil yang lain
akan membantu operator sekaligus mencakup tugas
kesekretariatan seksi Pem seperti biasanya, sehingga
dengan demikian SDM yang ada menjadi cukup dalam
pelaksanaan program ini.”

Wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebelumnya menegaskan bahwa

seluruh personil di Seksi Tata Pemerintahan memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

% Hasil wawancara dengan Almina Kausa,selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Jum’at,24 Mei 2013,
Pukul 15.00W1B, di Kantor Camat Padang SelataUtara.
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Namun untuk kelancaran pelaksanaan program e-KTP tersebut semua petsonil yang ada
di Kecamatan Padang Utara memiliki kewajiban untuk mensukseskan program e-KTP
tersebut. Dengan kata lain, personil yang ada walaupun tidak di bawah Seksi Tata
Pemerintahan memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan Seksi Tata Pemerintahan
apabila dibutuhkan. Sehingga hal ini menyebabkan SDM yang tersedia dirasa cukup

untuk pelaksanaan program e-KTP. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang menyatakan bahwa :>7

” Seksi Trantrip dalam pelaksanaan e-KTP tentu bekerja
sesuai dengan fungsinya. Pada saat perekaman e-KTP tentu
banyak masyarakat yang datang. Oleh karena itu kita hadir
dalam membantu ketertiban masyarakat yang datang
tersebut. Terkadang juga ada masyarakat yang kurang
sabar, maka kita juga turun untuk menjaga kondisi agar
tetap kondusif.”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban tadi,
maka jelas bahwa personil diluar Seksi Tata Pemerintahan-pun memiliki kewajiban untuk
menyukseskan program e-KTP tersebut. Oleh karena itu apabila melihat pada kuantitas
personil dalam pelaksanaan program e-KTP dan disesuaikan dengan jumlah peralatan
perekaman yang tersedia, ditambah dengan hasil wawancara tadi, maka ketersediaan
personil dalam segi kuantitas pada pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Padang
Utara dapat dikatakan cukup. Dari itu dapat disimpulkan keadaan sumber daya manusia
dari segi kuantitas adalah kurang baik. hal ini sesuai dengan teori yang peneliti gunakan
dimana apabila keadaaan sumber daya manusia kurang baik, maka akan menunjang

kinerja yang maksimal dari organisasi tersebut dan sebaliknya. Sehingga setelah peneliti

menurunkan indikator sumber daya manusia dari segi kuantitasnya, maka jumlah sumber

*7 Hasil wawancara dengan Agustinus, selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kamis, 16 Mei
2013, Pukul 11.00 WIB di Kantor Camat Padang Utara.
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daya manusia untuk pelaksanaan program dirasa tidak cukup dan akan menunjang kinerja
yang kurang baik dari sumber daya manusia itu sendiri.

2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Bekerja dengan Latar Belakang

Pendidikan dan Pengalaman yang Sesuai.

Latar belakang pendidikan dan pengalaman merupakan suatu pertimbangan untuk
penempatan seseorang dalam menduduki suatu jabatan dalam pekerjaan. Namun
terkadang latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dapat disempurnakan dengan latar
belakang pengalaman yang bersangkutan berkenaan dengan jabatan tersebut dan begitu

Jjuga sebaliknya. Tentunya dalam pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Padang

Utara, maka akan ada suatu jabatan baru yang akan sangat menentukan kelancaran dari

pclaksanaan program tcrscbut. Jabatan baru terschut scperti operator verifikasi dan
operator perekaman,

Untuk operator perekaman dan operator verifikasi di Kecamatan khususnya dipilih
langsung pada Seksi Tata Pemerintaban dimana personil yang dipilih tersebut
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan wawancara dengan
Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang menyatakan :*°

“Untuk tenaga operator dan verifikasi dipilih dari personil
Seksi Tata Pemerintahan yang memiliki pengalaman dalam
mengoperasikan komputer. Selain itu faktor usia juga menjadi
pertimbangan,karena diasumsikan semakin muda personil
maka semakin mudah dalam menyesuaikan dengan teknologi
baru dan mereka juga lebih paham tentang komputer dari pada
yang telah berumur. Kalau masalah program e-KTP nanti
mereka akan ada pelatihan. Kebetulan yang di pemerintahan
kebanyakan muda-muda. Kalau masalah pendidikan rata-rata
personil masih sedang melanjutkan ke tingkat sarjana, jadi
pertimbangannya hanya pengalaman dan umur yang menjadi
pertimbangan kami.”

*% Hasil wawancara dengan Almina Kausa, selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Rabu, 15 Mei 2013,
Pukul 12.00WIB, di Kantor Camat Padang Utara,
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Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan tadi, ditemukan
bahwa yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan personil yang akan mengisi jabatan
operator verifikasi dan operator perekaman adalah personil di Seksi Tata Pemerintahan
yang memiliki pengalaman untuk mengoperasikan komputer dan usia personil yang
relatif muda., Untuk faktor pendidikan pada umumnya personil adalah tamatan Sekolah
Menengah Atas (SMA) sederajat dan sedang menyelesaikan studi untuk mendapatkan
gelar sarjana. Sehingga latar belakang pendidikan untuk sub bagian ini tidak dapat
digunakan. Faktor usia dan pengalaman menjadi tolak ukur dalam penempatan personil
dala program e-KTP. Pengalaman dalam mengoperasikan komputer dan usia yang relatif
muda di asumsikan oleh pihak Kecamatan dapat menyesuaikan dengan teknologi baru
kctika mcercka tclah mendapatkan pelatihan menjadi operator. Olch karcna itu telah
dipilih personil yang menjadi operator perckaman dan operator verifikasi dalam
pelaksanaan program e-K TP seperti pada tabel 5.5. berikut :

Tabel.5.5.
Daftar Nama-nama Operator di Kecamatan Padang Utara
. Nama
1.. "Dony Wmandra S Sos : s

Irfan Aulla
3. 'Ameha

Hanyanto Fungsional/ Operator Perekaman
Data
Rahmad : Fungsmna]f Operator VenﬁkaSI '
. Devi Arista Fungsmnalf' Operator VenﬁkaSI
Data
Sumpber : Diolah peneliti dari surat perintah tugas dan laporan nama-nama
operator Kecamatan Padang Utara 2013
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Kecamatan Padang Utara telah memiliki tenaga operator yang telah menjalankan
tugas mereka dalam perekaman data penduduk terkait program e-KTP. Pertimbangan
pengalaman dan usia memang sangat berpengaruh pada pemahaman personil tersebut
dalam mengoperasikan aplikasi untuk perekaman data dan verifikasi. Hal tersebut telah
peneliti lihat dan nilai pada faktor pengetahuan personil terhadap tugas mereka pada sub
bab pertama yaitu penilaian mengenai pengetahuan para personil.

Kemudian hasil dari penilaian faktor pengetahuan tersebut, khususnya pada operator
e-KTP ditemukan bahwa pengetahuan mercka dapat dikatan kurang baik karena telah
kurang mengerti akan pelaksanaan tugas mereka yang sesuai SOP dan peneliti telah
melihat langsung ketika operator-operator tersebut sedang bertugas merekam dan
memverifikasi data penduduk dalam pelaksanaan program ¢-KTP di Kecamatan Padang
Utara. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Padang Utara khususnya
pada pelaksanaan program e-KTP kurang tersedia sumber daya manusia yang bekerja
dengan latar belakang pengalaman dan usia yang sesuai dengan spesifikasi sumber daya
manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program e-KTP.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti untuk indikator sumber daya

manusia maka diketahui bahwa sumber daya manusia yang ditempatkan sebagai

pelaksana langsung dalam program e-KTP dapat dikatakan kurang baik. Kesimpulan ini

diambil karena sumber daya yang tersedia di Kecamatan Padang Utara tidak memadai
secara kuantitas dan telah bekerja sesuai dengan pengalaman yang sesuai. Oleh karena itu
berdasarkan teori Agus Dwiyanto yang menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah
bagian dari faktor posisi strategis yang akan menentukan kinerja organisasi secara

kescluruhan. Apabila sumber daya manusia terscbut bermasalah tentu akan berdampak




99

pada faktor posisi strategis tersebut dan akan mengganggu fakior tersebut untuk
berintegrasi dengan faktor lainnya untuk mencapai kinerja organisasi yang kurang baik.
Namun kenyataan yang ditemukan setelah penelitian menunjukkan indikator sumber daya
manusia di Kecamatan Padang Utara dapat dikatakan kurang baik,
54. Kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Utara dalam Pelaksanaan Program

e-KTP Berdasarkan Faktor Responsibilitas

Agus Dwiyanto mengemukakan bahwa proses responsibilitas yang akan
berpengaruh pada kinerja organisasi terdiri dari beberapa indikator yaitu evaluasi diri,
dan tanggungjawab. Indikator-indikator tersebut akan mempengaruhi keadaan faktor
responsibilitas itu sendiri dan juga akan berpengaruh nantinya pada pencapaian kinerja
organisasi keseluruhan. Dengan mempertimbangkan indikator-indikator tersebut maka
peneliti telah menyesuaikan dengan penelitian peneliti dan telah melakukan penelitian
mengenai indikator-indikator tersebut. Hasil penelitian peneliti mengenai indikator-
indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut.
5.4.1. Sikap Petugas yang Menjadi Referensi Penilaian Masyarakat dalam

Program e-KTP

Pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Padang Utara tentu akan melibatkan

masyarakat wajib KTP di Kecamatan Padang Utara. Dengan kata lain para petugas akan

berhubungan langsung dengan masyarakat schingga akan tercipta suatu pecitraan sikap

petugas yang akan menjadi referensi penilaian masyarakat. Sikap petugas tentu akan
berpengaruh pada kelancaran hubungan antara masyarakat dan petugas. Dengan kata lain

dengan adanya sikap petugas yang sesuat dengan masyarakat maka tentu masyarakat
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akan berusaha menunjukkan sikap baik kepada petugas dan akan berimplikasi pada
kelancaran pelaksanaan program.

Untuk mengetahui bagaimana sikap petugas dalam melakukan pelayanan kepada
masyarakat, maka peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara dengan Sekretaris
Camat, dimana menyatakan bahwa :>°

” ... dalam pemberian pelayanan maka petugas diharapkan dapat

menunjukkan sikap yang baik kepada masyarakat agar dapat

menunjang kelancaran pelaksanaan program.”

Berdasarkan wawancara sebelumnya diketahui bahwa para petugas yang akan
berhubungan langsung dengan masyarakat diharapkan menunjukkan sikap yang baik
kepada masyarakat agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan program. Oleh karena
itu sikap pctugas mengambil peranan penting tersendiri dalam mencntukan kclancaran
suatu program.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas operator yang bertugas

merekam data penduduk dan dengan sendirinya akan bertatap muka langsung dengan

masyarakat, Berkaitan dengan sikap petugas terhadap masyarakat, maka salah satu

petugas memberi komentar seperti kutiban wawancara berikut :*°

” Sikap kita terhadap masyarakat tentu harus dijaga dengan baik,
terutama sikap sabar apabila masyarakat yang dilayani tidak sabar
dan komplain karena telah menunggu lama. Kita juga memberikan
pengertian dengan baik-baitk bahwa kita juga telah bekerja dari
pagi dan pasti juga mengalami kclclahan scperti masyarakat
tersebut.”

Wawancara dengan salah satu operator tersebut menjelaskan bahwa, para petugas

telah berusaha memberikan kesan sikap yang baik kepada masyarakat. Apalagi bila

*? Hasil wawancara dengan Guswenni, selaku Sekretaris Camat Padang Selatan, Senin, 3 Juni 2 013, Pukul
09.00W1B, di Kantor Camat Padang Utara,

% Hasil wawancara dengan Harizona, selaku Operator e-K'TP, Rabu, 12 Mei 2013, Pukul 09.00 WIB, di
Kantor Camat Padang Utara
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ditemui masyarakat yang komplain tentang waktu pelayanan yang lama, maka petugas
akan memberikan pengertian dengan baik. Namun pengakuan dari petugas tersebut

sangat bertolak belakang dengan pengakuan yang diberikan oleh masyarakat atas nama

Suwardi yang menyatakan bahwa :*!

» Urang-urang di siko mantang-mantang buruak mungkin awak tu
dak dilayani do. Sabananyo walaupun buruak bana masyarakat ko
harus dilayanilo lah elok-elok. Ko indak awak masuak ruangan ka
buek KTP lamakse nyo ngecek dak bisa do pak. Ituse nyo kecekan
nyo, padahal awak lah tigo kali kasiko nan partamo keceknyo alum
ado panggilan, yang kaduo ditolakse mantah-mantah keceknyo
urang lah banyak, kini lamakse nyo kecekan dak bisa. Kok elok-
elok nyo kecekan dak baalah ko kasa lo.”

(” Orang-orang disini mentang-mentang saya jelek mungkin,
sehingga saya tidak dilayani. Seharusnya walaupun jelek sekalipun
masyarakatnya tetap harus dilayani dengan baik. ini tidak, saya
masuk ruangan untuk buat KTP seenaknya dia mengatakan tidak
bisa pak. Itu saja yang dia katakan, padahal saya sudah tiga kali
kesini, pertama katanya belum ada panggilan, yang kedua ditolak
mentah-mentah karena dia bilang orang terlalu banyak, kini
seenaknya dia bilang tidak bisa, dengan nada kasar juga.™)

Selanjutnya masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sesuai dengan kutipan
wawancara berikut :%

"Awak lah 2 kali kasiko, pas partamo dulu urang banyak antri,
awak tanyo ka urang siko sampai jam bara bisa buek KTP soalnyo
awak bhanyak lo karajo dirumah. Tapi nyo jawab dak rau do buk
tagantuang urang datang beko. Tu dak ado kepastian awak do,
makonyo pulangse. Kini untuang lai agak langang tapi mati

© lampulo masalahnyo, genset lai iduik tp awak disuruah nunggu
kok ndak pulang.”

(” Saya sudah 2 kali kesini, yang pertama orang banyak antri, saya
tanya ke petugas disini sampai jam berapa bisa buat KTP karena
saya banyak kerjaan di rumah. Tapi dijawab tidak tahu buk
tergantung orang yang datang nanfi. Karena tidak ada kepastian,

¢! Hasil wawancara dengan Masyarakat yang mengurus e-KTP, Selasa, 2 April 2013, di Kantor Camat
Padang Utara
% 1asi] wawancara dengan Masyarakat yang mengurus e-KTP, Senin, 2 April 2013, di Kantor Camat
Padang Utara




makanya saya pulang. Sekarang untung agak sepi, tapi mati lampu
juga permasalahannyo, genset hidup tapi kita disuruh menunggu
kalo tidak mau menunggu pulang saja.”)

Berdasarkan kutipan wawancara dengan masyarakat yang mengurus e-KTP di

Kantor Camat Padang Utara diketahui bahwa masyarakat tersebut masih merasa tidak
puas dengan stkap petugas yang mercka dapatkan. Sikap petugas yang masih kasar
menjadikan referensi masyarakat terhadap sikap petugas menjadi buruk. Begitu juga
ketika petugas menjawab pertanyaan masyarakat dengan tidak sepenuh hati. Selain itu
ditemukan juga bahwa masyarakat juga membutuhkan kepastian informasi dari petugas,
namun sikap petugas malah memberikan ketidak pastian kepada masyarakat.

Ketidak pastian yang meliputi masyarakat mengenai pengurusan KTP tentu akan
berpengaruh pada pencapaian hasil akhir program. Sebagaimana kutipan wawancara
sebelumnya, dimana masyarakat yang tidak mengetahui kepastian untuk kepegurusan e-
KTP memilih pulang dari pada menunggu lama. Sikap petugaspun tidak membuat
masyarakat betah untuk menunggu. Hal ini menjadi masalah apabila msayrakat yang
tersinggung malah enggan kembali lagi ke Kantor Camat.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dan wawancara yang telah dilakukan, maka
untuk indikator sikap pctugas dalam peclaksanaan program ¢-KTP masih bermasalah.
Sikap petugas masih terlihat tidak bersahabat dengan masyarakat, apalagi ketika
masyarakat komplain atau bertanya. Tentu hal ini jauh berbeda dengan pengakuan
petugas scbagaimana kutipan wawancara sebelumnya. Hal ini tentu akan berpengaruh
kepada pencapaian kinerja organisasi nantinya. Sementara sikap petugas memegang
peranan yang sangat penting dalam menunjang pencapaian kinerja yang maksimal dari

sebuah organisasi publik. Khususnya dalam pelaksanaan program e-KTP, apabila petugas




103

telah bersikap tidak baik kepada masyarakat khususnya dalam menanggapi keluhan dan
pertanyaan masyarakat, maka ada kemungkinan masyarakat akan tersinggung dan tidak
mau untuk kembali mengurus e-KTP tersebut. Tentu apabila hal ini terjadi akan
berdampak buruk bagi kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Utara terutama dalam hal
pencapaian target wajib KTP.
54.2. Tanggungjawab petugas untuk sebbuah prinsip yang ingin dicapai.

Tanggungjawab merupakan pegangan hidup bagi setiap orang yang akan
menentukan bagaimana perilaku seseorang di mata orang lain. Tanggungjawab yang
menjadi pegangan bagi setiap petugas yang akan memberikan pelayanan kepada
masyarakat, Apabila tanggungjawab baik, maka akan berpengaruh pada baik pula
referensi penilaian masyarakat kepada petugas dan sebaliknya.

Berkenaan dengan tanggungjawab ini, peneliti telah melakukan pengamatan
langsung dan wawancara dengan beberapa petugas dimana mereka menyatakan &

* Secara umum tanggungjawab yang dikembangkan disini adalah

sebuah prinsip vang ingin dicapai di masa depan, dimana kita
berusaha memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik.”

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Kepala Seksi Tata f’emerintahan tadi,

jelas bahwa nilai dan norma yang dikembangkan pada pelaksanaan program e-KTP
adalah nilai kekeluargaan dan norma kesopanan. Dimana semua masyarakat akan
dilayani sccara adil dan dcngan sopan. Tidak ada masyarakat yang mcndapatkan
perlakuan khusus dalam pelaksanaan pelayanan. Dengan kata lain, setiap masyarakat
yang datang harus dilayani sesuai prosedur dengan baik dan sopan. Namun untuk menilai

bagaimana implementasi nilai dan norma yang menjadi pegangan pegawai tadi dalam

% Hasil wawancara dengan Almina Kausa, selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Jum’at, 19 April 2013,
Pukul 10.60WIB, di Kantor Camat Padang Ulara.
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pelaksanaan program e-KTP, maka perlu dilakukan wawancara dengan masyarakat yang
sedang melakukan pengurusan e-KTP di Kantor Camat Padang Utara. Hal ini dilakukan
karena mereka berinteraksi langsung dengan petugas sehingga akan terlihat bagaimana
implementasi nilai kekeluargaan dan norma kesopanan tersebut di mata masyarakat.

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat atas nama El yang sedang mengurus e-KTP

di Kantor Camat Padang Utara adalah sebagai berikut :5

»? Kalau menurut uni pelayanan yang diagiah urang kecamatanko
bisa dikatoan indak elok. Awak indak dihormati dek petugas
disiko.”

("Kalau menurut kakak, pelayanan yang diberi oleh petugas
kecamatan bisa dibilang tidak baik. Kita tidak dihormati oleh
petugas disiko.”)

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat tadi, dikctahui bahwa mcnurut
masyarakat tersebut petugas tidak melayani dengan baik dan tidak adanya rasa saling
menghormati. Pelayanan yang baik tersebut tentu berakar dari di implementasikannya
nilai dan norma oleh petugas kepada masyarakat tersebut. Selanjutnya peneliti juga
melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat lainnya dimana, masyarakat atas
nama Vita menyatakan :%°

» Pelayanan di Kantor Camat ini yang namanya birokrasi pasti ada

saja kekurangannya, kita yang tidak kenal dengan Camat atau

petugas disini relalah menunggu lama. Tapi coba lihat bagi yang

kenal dengan petugas bahkan Camat datangnya belakangan tapi

dilayani pertama. Adek bisa melihat orang yang pakai baju dinas

tadi, dia baru datang langsung didatangi oleh petugas, dia tinggal

duduk dan tidak lama dipanggil. Nah kita yang orang biasa ini ya
sabar saja melihat yang seperti itw.”

® Hasil wawancara dengan Masyarakat yang mengurus e-KTP, Senin 29 April 2013, di Kantor Camat
Padang Ulara.
% Hasil wawancara dengan Masyarakat yang mengurus e-K'TP, Senin, 29 April 2013, di Kantor Camat
Padang Ulara.




105

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat atas nama Vita seperti kutipan
wawancara sebelumnya maka ditemukan bahwa masih terjadi praktek kecuranagn dalam
pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dimana bagi masyarakat yang berpangkat dan
kenal dengan petugas/camat diberikan pelayanan yang baik bahkan kilat. Hal ini juga
peneliti saksikan sendiri pada saat melakukan penelitian di Kantor Camat Padang Utara,

Selanjutnya bedasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Jul, ditemukan lagi
fakta bahwa :%

" ... Karano awak dak ado kenal samo urang disiko, makonyo saba

manungguse dulu. Cubo ado kenal jo urang siko, kok ndak pakai

baju karajo yang pangkeknyo tinggi pasti langsuang masuak

ruangan.”

(” Karena kita tidak ada kenal dengan orang yang bekerja di sini,

makanya sabar saja menunggu. Coba ada kenalan dengan orang

sini, kalau tidak memakai seragam kerja yang pangkatnya {inggi
pasti langsung masuk ruangan.”)

Selain itu fakta lainnya juga ditemukan berdasarkan hasil wawancara dengan

masyarakat Putra berikutnya, yang menyatakan bahwa :’

” Seharusnya petugas di sini harus benar-benar adil. Siapa yang duluan itu

yang dilayani. Tapi kenyataannya bagi yang kenal dan mereka tahu orang

itu berada pasti dilayani dengan baik. Tapi coba yang datang orang tidak

berpunya, kita bisa lihatlah sendiri.”

Dua kutipan wawancara terakhir semakin manguatkan bahwa nilai kekeluargaan
dan norma kesopanan yang menajdi pegangan petugas dalam pemberian pelayanan masih

belum bisa diaplikasikan dengan maksimal. Masyarakat masih merasa dan melihat

kenyataan bahwa adanya ketidak adilan dalam pemberian pelayanan kepada mercka. Hal

% Hasil wawancara dengan Masyarakat yang mengurus e-KTP, Kamis, 9 Juni 2013, di Kantor Camat
Padang Utara
%7 Hasil wawancara dengan Masyarakat yang mengurus e-K TP, Kamis, 9 Juni 2013, di Kantor Camat
Padang Ulara
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ini juga peneliti lihat langsung ketika melakukan penelitian di Kantor Camat Padang
Utara. Dimana terkadang masyarakat yang dekat dan berada diberikan pelayanan yang
kilat dan sopan. Namun hal tersebut tidak ditemukan apabila masyarakat tersebut
berpenampilan biasa saja atau bahkan dapat dikatakan berpenampilan yang
merepresentasikan bahwa mereka adalah tidak berada.
5.5. Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan e-KTP Di Kecamatan Padang Utara

Berdasarkan Faktor Akuntabilitas

Faktor akuntabilitas adalah salah satu faktor yang menentukan Kinerja organisasi

menurut Agus Dwiyanto. Dimana faktor akuntabilitas disini mencakup permasalahan
nilai-nilai. Oleh karena itu peneliti telah melakukan penelitian terhadap faktor ini yang
ada pada masyarakat meliputu transparasi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegak
hukum, hak asasi manusia dan orientasi pelayanan, dengan menurunkan indikator-
indikator tersebut seperti berikut :
3.5.1. Nilai-nilai masyarakat dalam Program e-KTP

Penambahan struktur di Kecamatan Padang Utara terdiri dari penambahan tenaga

operator komputer dan verifikasi dalam pelaksanaan program e-KTP. Hal ini sesuai hasil

8

wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang menyatakan bahwa :°

» Struktur fungsi yang baru untuk program e¢-KTP adalah operator
perekaman dan operator verifikasi yang diambil dari Seksi
Pemerintahan sendiri. Petugas operator bertugas untuk merekam
data kependudukan wajib KTP dan petugas verifikasi bertugas
untuk memverifikasi data kependudukan wajib KTP berdasarkan
data di pusat.”

“® Hasil wawancara dengan Novian, selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Rabu, 4 April 2012, Pukul
i2.00WIB, di Kantor Camat Padang Selatan.
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Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan tadi, diketahui
bahwa struktur baru yang dibentuk adalah petugas operator perekaman dan petugas
verifikasi data. Berdasarkan tugas dan fungsinya tentu penambahan struktur ini sangat
berpengaruh karena kesuksesan program e-KTP tergantung dari pelaksanaan tugas
mercka. Oleh karena itu Pemerintah Padang Utara telah melakukan penambahan struktur
untuk pelaksanaan program e-KTP. Dan struktur tersebut sangat berpengaruh pada
pelaksanaan program e-KTP. Apabila struktur tersebut tidak ada maka program e-KTP
tidak dapat dilaksanakan.

Dalam hal penempatan struktur, tentu harus ada kriteria dalam memilih personil
yang akan menempati posisi tersebut. Struktur yang baru dalam pelaksanaan e-KTP
adalah pctugas opcrator perckaman dan verifikasi. Olch karcna itu Kecamatan Padang
Utara telah memilih personilnya untuk menduduki jabatan tersebut dengan kriteria

tersendiri. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan

9

yang menyatakan 6

“Untuk tenaga operator dan verifikasi dipilih dari personil
Seksi Pemerintahan yang memiliki pengalaman dalam
mengoperasikan komputer. Selain itu faktor usia juga menjadi
pertimbangan.karena diasumsikan semakin muda personil
maka semakin mudah dalam menyesuaikan dengan teknologi
baru dan mereka juga lebih paham tentang komputer dari pada
yang telah berumur. Kalau masalah program e-KTP nanti
mereka akan ada pelatihan. Kebetulan yang di pemerintahan
kebanyakan muda-muda. Kalan masalah pendidikan rata-rata
personil masih sedang melanjutkan ke tingkat sarjana, jadi
pertimbangannya hanya pengalaman dan umur yang menjadi
pertimbangan kami.”

% Hasil wawancara dengan Novian, selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Rabu, 4 April 2012, Pukul
12.00WIB, di Kantor Carnat Padang Selatan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan tadi, maka
diketahui bahwa kriteria dari penempatan personil pada petugas operator dan verifikasi
adalah :

1. Memiliki pengalaman dan kemampuan mengoperasikan komputer

Pengalaman mengoperasikan komputer tentu sangat penting, hal ini dikarenakan

petugas yang akan bertugas nanti selalu akan berhubungan dengan komputer.

Sehingga dibutuhkan personil yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam

mengoperasikan komputer.

. Usta yang relatif muda

Seksi Pemerintahan memilih personil yang berusia muda, hal ini dilatari oleh

asumsi bahwa personil yang muda memiliki pengalaman mengoperasikan

komputer lebih baik dari pada yang berusia muda. Selain itu usia yang relatif
muda aka memudahkan personil untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru
yang akan digunakan nantinya.

Pemerintah Kecamatan Padang Utara telah memiliki kriteria tersendiri dalam
penunjukkan personil untuk menduduki struktur yang baru. Oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwa untuk permasalashan organisasi yang berhbubungan dengan

penempatan personil pada jabatan baru, Pemerintah Kecamatan Padang Utara telah

melakukannya dengan belum baik.




__ BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kinerja Pemerintah Kecamatan
Padang Utara dalam Pelaksanaan Program e-KTP di Kecamatan Padang Utara. Sebagai
instansi publik yang bergerak dibidang pelayanan kepada masyarakat, program e-KTP
adalah salah satu program yang dilaksanakan sebagai wujud pemberian pelayanan kepada
masyarakat. Namun, berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Kecamatan
Padang Utara dan disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu teori kinerja
Agus Dwiyanto, ditemukan bahwa kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Utara dalam
Pelaksanaan Program ¢-KTP belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan
proses kemanusiaan yang masih bermasalah, dimana sikap, nilai, dan norma petugas
kepada masyarakat masih kurang baik. Masih banyak masyarakat yang merasa tidak
nyaman dengan peclayanan yang diberikan olch petugas di Kecamatan Padang Utara.
Peralatan yang terbatas juga menjadi kendala Pemerintah Kecamatan Padang Utara dalam
mencapai kinerja yang maksimal.

Selain ity masalah pada struktur juga menyebabkan kinerja Pemerintah
I_Q;_q\éihatan Padang Utara kurang maksimal, terutama pada permasalahan sosialisasi dan
pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya kepada

masyarakat. Dampak dari permasalah tersebut menyebabkan Kecamatan Padang Utara

masih ter;jg%ga] dalam peﬁcapaian target perekaman data penduduk jika dibandingkan

dengan kecamatan lainnya yang ada di Kota Padang,




6.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Padang Utara

mengenai Kinerja Kecamatan Padang Utara dalam Pelaksanaan Program e-KTP di

Kecamatan Padang Utara, peneliti telah melihat personil yang ada di Kecamatan Padang

Utara telah berusaha uniuk melaksanakan tugas mereka sesuat dengan tugas dan

fungsinya. Namun permasalahan terjadi pada sikap, nilai, dan norma petugas kepada

masyarakat, serta terbatasnya peralatan dan permasalahan sosialisasi. Oleh karena itu,

maka peneliti berikan saran-saran yang diharapkan yang dapat bermanfaat untuk

perbaikan kedepannya sesuai dengan permasalahan penelitian yang peneliti lakukan,

antara lain:

1.

Petugas harus memberikan keterangan dengan lengkap dan sopan kepada
masyarakat ketika terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesatkan secara cepat

oleh petugas.

. Dalam pembagian jadwal perekaman untuk mengantisipasi peralatan yang

terbatas, seharusnya hari libur/hari besar agama tidak dijadwalkan untuk
melakukan perckaman. Dan adanya publikasi mengenai waktu/jadwal perckaman
setiap harinya agar masyarakat memiliki kepastian waktu untuk melakukan

perekaman.

. Harus dilakukan pendataan sccara khusus kepada masyarakat yang telah memiliki

e-KTP pada proyek percontohan

. Harus dilakukan sosialisasi khusus kepada masyarakat yang telah memiliki e-KTP

percontohan dan melakukan pendekatan yang lebih baik agar semua masyarakat

tersebut kembali mengurus e-KTP yang baru.
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Penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
Nama : Amelia Putri Handayani
No.BP, : 06194008
Jurusan/Prodi : limus Administrasi Negara
Judul : Kinerja Karyawan Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada:
Karyawan Kecamatan Padang Utara),

: Diharapakan kepada Dosen Pembimbing dapat melakukan bimbimgan dan pembinaan dalam
menyusun/penulisan Skripsi, mahasiswa ini dengan sebaik-baknya

: Surat keputusan ini bertaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, SK Pembimbing Proposal maksimal
berlaku 6 bulan dari tanggal ditetapkan dan SK Pembimbing Skripsi berlaku 1 tahun setelah seminar proposal.
Jika melebihi wakie yang ditelapkan maka SK Pembimbing dibatalkan dan mahasiswa diwajibkan
mengajlikan permasalahan baru dengan dosen pembimbing baru.

: PADANG.
: 01 NOPEMBER 2012

embusan :
Yth.Rektor Universitas Andalas
Ketua Jurusan dilingkungan
FISIP Univ, Andatas " 22 DI )
Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang Rl 7
0 JUTSYITWa

P5196806241890011002




SURAT-KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG ‘
No. ! 2278~ (SPXFISIP.2012
' Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
© AN.: Amelia Putri Handayani . BP. 06194008

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang

+1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang

telah menyelesaikan program studinya diwajibkan menyusun/menulis karya iimiah berupa skripsi,

Bahwa mahasiswa F1SIP Universitas Andalas :
Nama : Amelia Pulri Handayani
No.BR. . : 06194008
Jurusan/Prodi : llmu Administrasi Negara
Judul : Kinerja Karyawan Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Publik (}udi pada:

Karyawan Kecamatan Padang Utara). :

Dalam menyelesaikan program studinya akan menyusun/menuls skripsi,

2. Bahwa untuk kefancaran penyusunanipenulisan skripsi mahasiswa tersebut perlu adanya bimbingan dan
pembinaan yang intensif,

3. Berdasarkan sub 1 dan 2 diatas periu menunjuk/mengangkat Dosen PembimbingSkripsi
dimaksud dengan surat keputusan.

+ 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
. PP No. 17 Tahun 2010 jo PP No.66 Tahun 2010 tentang Pengalolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
- Kepulusan Mendikbud Ri Nomor : 25/2012 tentang OTK Universitas Andalas;

. Keputusan Mendikbud RI No. 258/MPN.A4/KP/2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas
pericde 2011-2012,

. Keputusan Rektor No. 832/ll/A/Unand-2012 tentang pengangkatan Dekan FISIP
. Keputusan Rektor No. 358/IIlfAfUnand-2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
. Buku Pedoman FISIP Unand 2012/2013.

- MEMUTUSKAN

“Menunjuk/mengangkal staf pengajar tersebut dibawah inf ;

Nama Dosen Jabatan
Dr.Ria Ariyani,M.Si Pembimbing | Rp. 85.000,-
Malse Yulivestra,3.Sos,M.AP Pembimbing Il Rp. 65.000,-

Penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas,
Nama - Amelia Putri Handayani
No.BP. : 06194008
Jurusan/Prodi : limu Administrasi Negara
Judul : Kinefja Karyawan Kecamalan dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada:
Karyawan Kecamatan Padang Utara).

. Dinarapakan kepada Dosen Pembimbing dapat metskukan bimbingan dan pembinaan datam

menyusun/penulisan Skripsi, mahasiswa ini dengan sebaik-baiknya

» Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, SK Pembimbing Proposa! maksimal

berlaku 6 bufan dari tanggal ditetapkan dan SK Pembimbing Skripsi berfaku 1 tahun setelah seminar proposal,
Jika mefebihi wakiv yang ditetapkan maka SK Pembimbing dibatalkan dan mahasiswa diwajibkan
mengajukan permasalahan bary dengan dosen pembimbing baru,

: PADANG.
: 01 NOPEMBER 2012

Bubag. Keuangan FISIP Unand di Padang’

002
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741594011
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SURAT-KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
No. ! £278 - fSP.XHISIP.2012
_Tentang .
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
AN.: Amefia Putri Handayani ) BP. 06194008

DEKAN #AKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang

: 1. Bahwa sesuai dengan kefentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang

tefah menyelesaikan program studinya diwajibkan menyusun/imenulis karya iimiah berupa skripsi,

Bahwa mahasiswa FIS!P Universitas Andatas :
Nama : Amelia Putri Handayani
No.BP. : 06194008
Jurusan/Prodi : lmu Administrasi Negara
Judu! : Kinerja Karyawan Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada:

Karyawan Kecamalan Padang Utara).

Dalam menyelesaikan pragram studinya akan menyusun/menuiis skripsi,
2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa tersebut perlu adanya bimbingan dan
pembinaan yang intensif,
3. Berdasarkan sub 1 dan 2 diatas pertu menunjuk/mengangkat Doseh Pembimbing Skripsi-
dimaksud dengan surat keputusan.

+ 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
2. PP No. 17 Tahun 2010 jo PP No.66 Tahun 2010 fentang Pengalolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan; :

. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 25/2012 tentang OTK Universitas Andafas;

. Keputusan Mendikbud RI No. 258MMPN.A4/KP/2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas
periode 2011-2012.

. Keputusan Reklor No. 832/I/A/Unand-2012 tentang pengangkatan Dekan FISIP

. Keputusan Rekfor No. 358/ill/A/Unand-2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen

. Buku Pedoman FISIP Unand 2012/2013.

. £1PA Unand ahun 2012 No. 0875/023-04.2.16/03/2072 tanggal 02 Dszember 2621

MEMUTUSKAN . ..

: Menunjukfmendangkat staf pengajar tersebut dibawah ini ; . -

Nama Dosen Jabatan Honor

Dr.Ria Ariyani,M.Si Pembimbing [ Rp. 85.000,-

Malse Yulivestra,$,S0s,M.AP Pembimbing Il Rp. 65.000,-

Penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
Nama : Amefia Putri Handayani
No.BP. : 06194008
JurusanfProdi : Imu Administrasi Negara
Judul : Kinefja Karyawan Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Publik {Studi pada:
Karyawan Kecamatan Padang Utara).

. Diherapakan kepada Dosen Pembimbing dapat mefakukan bimbingan dan pembinaan dalem

menyusun/penulisan Skripsi, mahasiswa ini dengan sebaik-baiknya

: Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, Dengan ketentuan, SK Pembimbing Proposal maksimal

bertaku 6 bulan dari tanggal ditetapkan dan SK Pembimbing Skripsi beriaku 1 tahun setelah seminar proposal.
Jika melebihi waktu yang ditetapkan maka SK Pembimbing dibatalkan dan mahasiswa diwajibkan
mengajukan permasalahan bani dengan dosen pembimbing bar.

: PADANG,
: 01 NOPEMBER 2012

Yth.Rekior Universitas Andalas

Ketua Jurusan di lingkungan

FISIP Univ. Andalas

Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang




SURAT-KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
_ UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
No. ;#2298 [SPXFISIP.2012
Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
AN.: Amelia Putri Handayani BP. 06184008

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang  : 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang
lefah menyelesaikan program studinya diwajibkan menyusun/menulis karya iimiah berupa skripsi.
Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas : .
Nama : Amelia Putri Handayani
No.BP. : 08194008
Jurusan/Prodi : llimu Administrasi Negara
Jugut : Kineja Karyawan Kecamalan dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada:
. - Karyawan Kecamatan Padang Utara).

Dalam menyelesakan program studinya akan menyusun/menulis skripsi.
2. - Bahwa untuk kelancaran penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa tersebut pertu adanya bimbingan dan
pembinaan yang infensi.
3. Berdasarkan sub 1 dan 2 diatas perlu menunjuk/mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi
dimaksud dengan surat keputusan.

+ 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

. PP No. 17 Tahun 2010 jo PP No.66 Tahun 2010 tentang Pengalolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 25/2012 tentang OTK Universitas Andatas:

. Keputusan Mendikbud Rl No. 258/MPN_.A4/KP2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas
periode 2011-2012.

. Keputusan Rektor No. 832/ili/AfUnand-2012 tentang pengangkatan Dekan FISIP

. Keputusan Rektor No. 358/1ll/AfUnand-2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen

. Buku Pedoman FISIP Unand 2012/2013.

. DIPA URand {zhun 2012 No., 0675/023-04,2. 1502:2019 fanggal 03 Desembar 2011

MEMUTUSKAN

: Menunjuk/mengangkat staf penggjar rersébut dibawah ini :

Nama Dosen Jabatan Honor

Dr.Ria Aniyani,M.Si Pembimbing | Rp. 85.000,-

Malse Yulivestra,S.S0s,M.AP Pembimbing I} Rp. 65.000 -

Penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
Nama : Amelia Putri Handayani
No.BP, : 06194008
Jurusan/Prodi : lImu Adwministrasi Negara
Jugul : Kinerfja Karyawan Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada:
Karyawan Kecamatan Padang Utara).

: Dharapakan kepada Dosen Pembimbing dapat melakukan bimbingan dan pembinaan <dalam
menyusunfpenulisan Skripsi, mahasiswa ini dengan sebaik-bafknya

- Surat keputusan inl berdaku muiai langgal difetapkan. Dengan ketentuan, SK Pembimbing Proposal maksimal
berfaku 6 bulan dari tanggal ditetapkan dan SK Pembimbing Skripsi berfaku 1 tahun setelah seminar proposal.
Jika melebihi wakiu yang citetapkan maka SK Pembimbing dibatalkan dan mahasiswa diwajibkan
mengajukan pemasalahan baru dengan dosen pembimbing baru.

th.Rektor Universitas Andatas

elua Jurysan di lingkungan

ISIP Univ. Andalas .
ubag. Keuangan FISIP Unand di Padang




SURAT.KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
No. ! w278~ ISPXFIEIP.20T2
Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skiipsi Mahasiswa
AN.: Amelia Putii Handayani . BP. 06194008 .

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang  : 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang
tefah menyelesaikan program studinya diwajibkan menyusun/menulis karya ilmiah berupa skripsi.
Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :
Nama . Amelia Pulsi Handayani
NoBP, : 06194008
Jurusan/Prodi : I'mu Administrasi Negara
Judu! : Kinerja Karyawan Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada:
) Karyawan Kecamatan Padang Utara}, : .

Dalam menyelesaikan program studinya akan menyusun/menulis skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa tersebut petlu adanya bimbingan dan
pembinaan yang intensif.
r 3. Berdasarkan sub 1 dan 2 diatas peru menunjukfmengangkat Dosen Pembimbing Skripsi  *
dimaksud dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
2. PP No, 17 Tahun 2010 jo PP No.66 Tahun 2010 fentang Pengalolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan; .
. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 25/2012 tentang OTK Universitas Andalas;
. Kepulusan Mendikbud RI No. 258/MPN.A4/KP/2011 tenteng pengangkatan Rektor Universitas Andalas
periode 2011-2012.
- Keputusan Rekior No. 832/1Il/A/Unand-2012 tentang pengangkatan Dekan FISIP
. Keputusan Rekior No. 358/11l/A/Unand-2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
. Buku Pedoman FISIP Unand 20122013,
2. DIPA Unand tahus 2012 No, 1875/023-04.2.16/02/2012 tanggal 09 Desember 2077

MEMUTUSKAN

: Meq_unjukfméngéngkal staf pengajar terseBut dibawah inf ;

Nama Dosen Jabatan Honor

Dr.Ria Ariyani,M.Si Pembimbing | Rp. 85.000 -

Malse Yulivesta,S.S0s,M.AP Pembimbing !l Rp. 65.000,-

Penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa FISIP Universilas Andaias,

Nama : Amelia Putri Handayani

No.BP. : 05184008

Jurusan/Prodi : limu Administrasi Negara

Judul * Kinefja Karyawan Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada:
Karyawan Kecamatan Padang Utara).

» Diharapakan kepada Dosen Pembimbing dapat melakukan bimbingan dan pembinaan dalam
menyusun/penulisan Skripsi, mahasiswa ini dengan sebaik-baiknya

: Surat keputusan ini berfaku mulai tanggal ditstapkan. Dengan ketentuan, SK Pembimbing Proposat maksimal
beriaku 6 bulan dari tanggal ditetapkan dan SK Pembimbing Skeipsi berlaku 1 tahun setelah seminar proposal.
Jika melebihi wakty yang ditetapkan maka SK Pembimbing dibatalken dan mahasiswa diwajibkan
mengajukan permasalahan baru dengan dosen pembimbing baru,

AP DI * : PADANG.
(NGBAL  : 01 NOPEMBER 2012

Yth.Reklor Universitas Andalas
. Kelua Jurusan dilingkungan
FISIP Univ. Andalas
Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang




SURAT-KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
. UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
No. D423 (SP.XFISIP.2012
Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
AN Amelia Putrii Handayani . BP. 06164008

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

plenimbang ;1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang
telah menyelesaikan program studinya diwajibkan menyusun/imenuiis karya iimiah berupa skripsi.
Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :
Nama : Amelia Putri Handayani
No.BP. : 06194008
Jurusen/Prod : Iimu Administrasi Negara
Judul : Kinerja Karyawan Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Publik {Studi pada;
. Karyawan Kecamatan Padang Utara). : :
Dalam menyelesaikan program studinya akan menyusun/menulis skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran penyusunanipenulisan skripsi mahasiswa tersebut perlu adanya bimbingan dan
pembinaan yang irfensif,
3. Berdasarkan sub 1 dan 2 diatas periu menunjuk/imengangkat Dosen Pembimbing Skripsi
dimaksud dengan surat keputusan.

: 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
2. PP No. 17 Tahun 2010 jo PP No.66 Tahun 2010 tentang Pengalofaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 25/2012 tentang OTK Universitas Andalas;”
. Keputusan Mendikbud RI No. 258/MPN.A4/KP/2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas
periode 2011-2012.
. Keputusan Rektor No. 832/1l/A/Unand-2012 tentang pengangkaian Dekan FISIP
. Keputusan Reklor No. 358/i1/A/Unand-2012 tentang Pejabal Pembuat Komitmen
. Buku Pedoman FISIP Unand 2012/2013.
- DIPA Unand tahun 2012 o, 0675/023-0¢.2.15/03/2012 tanggal 08 Desember 2077

MEMUTUSKAN

 Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini
Nama Dosen Jabatan Honor
Dr.Ria AniyaniM.Si Pembimbing | Rp. 85.000,-
Malse Yulivestra,S.Sos,M.AP Pembimbing If Rp. 65.000,-
Penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
Nama : Amelia Putri Handayani
No.BP, : 06194008
Jurusan/Prodi : 'mu Administrasi Negara
Judul * Kinerja Karyawan Kecamaten dalam Peningkatan Pelayanan Publik {Studi pada:
Karyawan Kecamatan Padang Utara).

: Diharapakan kepada Dosen Pembimbing dapat melakukan bimbingan danapembinaan dalem
menyusun/penulisan Skripsi, mahasiswa ini dengan sebaik-baiknya

+ Surat keputusan inf berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, SK Pembimbing Proposal maksimat
berlaku 6 bulan dari tanggal ditetapkan dan SK Pembimbing Skripsi berlaky 1 tahun setelah seminar proposal.
Jikz melebihi waktu yang ditelapkan maka SK Pembimbing dibatalkan dan mahasiswa diwajibkan
mengajukan permasalahan baru dengan dosen pembimbing banr,

AT
PRANDI  : PADANG.
S RMGGAL  : 01 NOPEMBER 2012
R 'f..
e 2

th.Rektor Universitas Andalas

etua Jurusan dilingkungan

ISIP Univ. Andalas
bubag. Keuangan FISIP Unand di Padang




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266, e-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id
—_————— e e
Nomor : A%3/UN16.08:WD LPP/2013 21 Maret 2013
Hal : Izin Penelitian 4

Kepada Yth. ...oooovo i

Dengan inj kami sampatkan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas
Andalas ;

Nomor Bp. : 06194008 _
Nama :  Amelia Putrl Handayani
Jurusan/Program Studi  : Ilmu Administrasi Negara
Alamat.  ° : J1. Citondui No. 8 Padang Baru Timur
Dengan Judul : Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (E-KTP)
g ) Studi : Aparatur Kecamatan Padan g Utara
“Waktwe © -, -". i 3Bulan I o
‘. Lokasi, T ... .  -: Kantér CamatPadangUtara T S
4 - - -Dalam Rangka - " : - Penulisan Skripsi "~ - . 5 ooom
Untuk melaksanakan penelitian/survai awal/studi pustaka/praktek lapangan dalam rangka persiapan
penulisan skripsi.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas
sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengaharapkan bantuan saudara dapat memberikan izin/rekomendasi
seperfunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

o

Tembusan:

1.Rektor Univ.Andalas

2, Ketua Jurusan

3.Dosen Pembimbing

4. Mahasiswa yang bersangkutan




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266, e-mail : sekretariai@fisip.unand.ac.id

Nomor f’l?f}’ﬂINIG.OB.WD I/PP2013 21 Maret 2013
Hal :  Izin Penelitian

Kepada Yth. ...ccocovviviiniiinnnn

Dengan ini kami safnpaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas
Andalas ;

Nemor Bp. -1 06194008
Nama :  Amelia Putri Handayani
Jurusan/Program Studi  : Ilmu Administrasi Negara
Alamat. : J1. Citondui No. 8 Padang Baru Timur
Dengan Judul : Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Kartn Tanda
Penduduk Elektronik (E-KTP)
: Studi : Aparatur Kecamatan Padang U%ara
. Wakni - ‘ : 3Bulan-. -
" Lokasi .~ -+ ' .0 - KantorCamat Padang Utara
. Daiam Rangka® .. Penulisan Skeipsi - - *° . Y
= . o]
Untuk melaksanakan penelitian/survai awal/studi pustaka/praktek lapangan dalam rangka persiapan
penulisan skripsi.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas
sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengaharapkan bantvan saudara dapat memberikan izinfrekomendasi
seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

1. Rektor Univ,Andalas

. Ketua Jurusan

3. Dosen Pembimbing

4. Mahasiswa yang bersangkutan




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266, e-mail : sekrvetariai@fisip.unand.ac.id

Nomer : M7 /UN16.08.WD VPP/2013 21 Maret 2013
Hal « : Izin Penelitian s

Kepada Yth. ..ocoviiiiiinnininn,

Dengaif ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami me'nugaskat] mahasiswa FISIP Utliversitas
Andalas ;

Nomor Bp. : 06194008
Nama :» Amelia Putri Handayani
Jurusar/Program Studi  : Ilmu Administrasi Negara
“Alamat. . © : Il Citondui No. 8 Padang Baru Timur
Dengan Judul : Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (E-KTP)
: Studi : Aparatur Kecamat@l Padang Utara
. Waktu _° . "3 Bulan- ' .
" Lokdsi'.i " ..... . Kantor Camiat Padang Utara
" Dalam Rangka . ' :" Tenulisan Skripsi V-

Untuk melaksanakan penelitian/survai awal/studi pustaka/praktek lapangan dalam rangka perstapan
penulisan skripsi.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tougas
sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengaharapkan bantuan saudara dapat memberikan izin/rekomendasi
seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

Tembusan: -

1. Rektor Univ.Andalas |

2. Ketua Jurusan

3.Dosen Pembimbing-

4. Mahasiswa yang bersanglutan .




PEMERINTAH KOTA PADANG

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI
Nomor : 070.03.631 /Kesbangpol/2013
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :
a. Dasar :
l. Undang-Undang No.18 Tahun 2002 dan Permendagri No.33 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Penelitian.
2. Surat dari : Wakil Dekan 1, FISIP Unand Padang
Nomor  :423/UN16.08. WD 1/PP/2013 tanggal 21 Maret 2013 Surat
Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs. tanggal 26 Maret 2013
Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di
Kota Padang yang diadakan oleh :
Nama : AMELIA PUTRI HANDAYANI

Tempat/ Tanggal Lahir _ : Padang, 17 September 1986

Peketjaan :  Mahasiswi
Alamat :JL. Citandui No. 8 Padang Baru
Maksud Penelitian :  Mendapatkan Data Untuk Penulisan Skripsi

Judul Penelittan/Survey/PKL : Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Kartu Tada Penduduk
Elektronik ( E-KTP) Kantor Kecamatan Padang Utara.
Larmna Penilitian 3 (tiga) bulan

Lokasi/Tempat : -Kantor Kecamatan Padang Utara.
Penelitian/Survey/PKL
Anggota Rombongan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1.Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.

2.5ambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas
/Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL
serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.

3.Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

4.Sclesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik.

5.Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau
kembali,

Padang, 26 Maret 2013

Diteruskan kepada Yth &,
1.Ka. Dinas Kependudukan dan Capil Kota Padang,
.Camat Padang Utara.
akil Dekan 1, FISIP Unand Padang
4 Yang bersangkutan
5 Pertinggal




PEMERINTAH KOTA PADANG

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070.03.631 /Kesbangpol/2013
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :
"a, Dasar ;
1. Undang-Undang No.18 Tahun 2002 dan Permendagri No.33 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Penelitian.
2. Surat dari : Wakil Dekan 1, FISIP Unand Padang
Nomor  :423/UN16.08. WD L/PP/2013 tanggal 21 Maret 2013 Surat
Pemyataan Penanggung Jawab Pepelitian Ybs. tanggal 26 Maret 2013
Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di
Kota Padang yang diadakan oleh :
Nama -+ AMELIA PUTRI HANDAYANI

Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 17 September 1986

Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : J1. Citandui No. 8 Padang Baru
Maksud Penelitian : Mendapatkan Data Untuk Penulisan Skripsi

Judul Penelitian/Survey/PKL : Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Kartu Tada Penduduk
Elektronik ( E-KTP) Kantor Kecamatan Padang Utara.
Lama Penilitian : 3 (tiga) bulan

Lokasi/Tempat : -Kantor Kecamatan Padang Utara.
Penelitian/Survey/PKL
Anggota Rombongan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1.Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.

2.8ambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas
/Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL
serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian,

3.Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

4.Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik,

5.Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau
kembali.

Padang, 26 Maret 2013

Diteruskan kepada Yth .
a. Dinas Kependudukan dan Capil Kota Padang,
Camat Padang Utara.
3 Wakil Dekan 1, FISIP Unand Padang
4 Yang bersangkutan
5 Pettinggal




PEMERINTAH KOTA PADANG
KECAMATAN PADANG UTARA

JALAN BERINGIN UJUNG 74 TELEPON (0751)7054268 PADANG

Nomor
Lampiran
Hal

: 0% 1105 /PU2013 1 April 2013

Reko'mendasi Survey / Penelitian

Kepada
Lumbh , $¢ . Kec . -:é?mbrg Wizrs
di :

Padang

Dengan Hormat ,

Sehubungan dengan surat dari Kepala Kesbang Pol dan Linmas Kota
Padang Nomor : 070/03.634/Kesbang —pol/2013 tanggal 26 Maret 2013 Peribal
sama dengan pokok surat diatas,maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara
bahwa yang tersebut di bawah ini akan mengadakan Penelitian .

Nama : AMELIA PUTRI HANDAYANI

Tempat/ Tanggal Lahir : Padang.17 September 1936

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat di Padang : JL.Citandui No.8

Maksud Penelitian - Mendapatkan Data Untuk Penulisan Skripsi
Waktu / Lama Penelitian :3(Tiga }Bulan

Judul Penelitian / Survey/PKL : Kinerja Aparatur dalam pelayanan Kartu Tanda

Pendududk Elektronik ( E-KTP } di Kecamatan
Padang Utara

Demikianiah kami sampaikan pada saudara ,atas perhatianya kami
ucapkan terima kasih.

An.Camat




REKAPITULAS] JUMLAH PEREKAMAN WAIB E-KTP
KECAMATAN PADANG UTARA

Kelurahan Jadwal Perakaman Waijth KTP Jurnlah Persentase Terekam

Terekam

2 q h 6

_|ULAK KARANG UTARA September September 1,906 47,60%

[LOLONG BELANTI September Oktober 3.502 50,99%

ULAK KARANG SELATAN Oktober _Oktober 3.581 48,98%

AIR TAWAR BARAT Oktober Movember 3,906 . 33,05%

AIR TAWAR TIMUR November November 846 43,56%

GUNUNG PANGILUN November Movember 4.135 47,58%

ALAl FARAK KOPI November Desember 4,790 47,15%

JUMLAH 22.666 44,63%

Paclang, November 2011
Camat

Drs. Amititha Luthan, MM
Pembina NIP. 19580210 198101 1 002




REKAFITULASI JUNILAH PEREKAMAN WAJIB E - KTP
KECAMATAN PADANG UTARA
PER TANGGAL 25 OKTOBER 2012

WAllA KTP ¥/ JUMLAH
KELURAHAM I8 WAJIB NAS Mﬂ

PADANG PENGURANGAN | FENGURANEEK PARANG TEREKAM

AIR TAWAR BARAT 11.710 2.703 ganr 6.256
AIR TAWAR TIMUR 1.832 309 1523 I 1617
ULAK HARANG UTARA 3.895 1.095 2500 2.647
ULAK KARANG SELATAN 7.202 1599 ag0s 5.251
LOLONG BELANTI 6.758 1.510 4845 4,733

GUNUNG PANGILUN B8.582 1.062 6.105

ALAI PARAK KOP| 9.8599 1.550 7.501

45.878 10.258 34,110

Padang, 29 Oktober 2012

Camat

Drs, Yalrr.asrll

Pemblina Tic. 1 NIP. 19621020 153603 1 008




KECAMATAN PADANG UTARA
PER TANGGAL 19 NOVEMBER 2012

KELURAHAN WhIIB KT AWAIIB NAS i A8 ST

PADANG PENGURANGAN mgamg@i':m FENCURANGAN MAS
AR TAWAR BARAT 11,710 9.712 _?:;63 - Bo97 2858
AIR TAWAR TIMUR 1,832 1.519 308 1528 1219
ULAK FARANG UTATA 3.895 3.2 1.085 26800 2158
ULAK tARANG SELETAN 7.202 5.973 1.599 &608 4374

LOLONG BELANTI 6.758 5.605 1910 L5488 2885

GUNU NG PANGILUN 8.582 7.118 1.062 P47 8058
ALAI PARAK KOPI 5.899 8.210 1.590 2308 &820

45.878 41,358 10,268 JRe810 JLeg

Padang, 15 November 2012

Camat

Drs. Yalraseil
Pemblna Tx. | NIP, 19621020 158603 1 0D8




REKAPITULAS! PEREKAMAN DATA KARTU TANDA PENDUDUDK ELEKTRONIK

KECAMATAN PADANG UTARA
No Kelurahan 2011 - 2012
September Oktober November | Desember Januari Februari Maret April Mei Juni
1 |Air Tawar Timur 0 0 535 126 160 54 51 287 17 6
“_2 Air Tziwar Barat 0 2321 2186 470 253 396 262 378 53 21
| 3 |Ulak Karang Utara 1532 11 32 253 154 122 80 334 27 - 12
4 |Ulak Karang Selatan 0 3507 69 374 203 189 137 502 51 29
| 5 |Lolong Belanti 157 3318 17 261 200 154 144 208 36 21
T_G Alai Parak Kopi 1 0 2845 2042 621 466 306 636 ES 44
7 Gunu'ng Pangilun 0 0 4477 655 303 249 137 2586 54 44
Kecamatan 1690 9157 10161 4181 1894 1630 1117 2641 203 177
No Keluraha.\n September 2011 .
112 |3 (45|66 7(8|9([10]11)j12|13|14|15|16117(18|19|20(21|22(23|24(25|26]| 2728|2930
1 |Air Tawar Timur
2 |Air Tawar Barat
3 |Ulak Karang Utara 24|114[150[221{229[218]|129(231]216
"4 |Ulak Karang Selatan
S [Lolong Belanti o 157
6 |Alai Farak Kopi 1
7 Gunung Pangilun i
Kecamatai 0l 0 o of of 90 o) of of 0f o/ of o] of ol of o0 o o| 0| 23]114|150{221|229|218|129|232|216|157
No Kelurahan Oktober 2011
1123 |4|5]|6[7]|8[9|10|11]|12(15]|14(15|16|17|18|19|20)21i122(23|2a|25)26]27|28](29]30
1 _JAir Tawar Timur _
| 2 [Air Tawar Barat 105|392|3006|243]247(2921351
| 3 |Ulak Karang Utara 2 4 1 2 1 1
4 |Ulak Karang Selatan ) 219|326(368|394|427|301(270|354|302|431.({110] 4 1
3 Lolong Belanti 2292951201|21.7|220(312|346(334|342|366|382| 69| 3 1 1
6 |Alai Parak Kopi
7 Gun_ung Pangilun -




Kelurahan

November 2011

14

15

16

17

18

Air Tawa r Timur

3

2

3

2

ﬁiiIgiwar Barat

1

2

Uiak Karang Utara

Ulak Karang Selatan

Lolong Belanti

Alai Parak Kopi

Gunung Pangilun

145

467

588

76

310]

Kecamatan

147

470

592

igl

314

Kelurahan

Desember 2011

14

15

16

17

18

Air Tawar Timur

3

8

8

1

2

Air Tawar Barat

18

48

17

21

18

Ulak Karang Utara

4

18

8

10

11

Ulak Karang Selatan

18

13

]

10

13

Lolong Belanti T

11

7

13

16

9

Alai Parak Kopi

4

4

8

11

52

Gunung Pangilun

20

10

9

11

13|

Kecamatan

78

89

72

80

Kelurahan

Januarl 2012

15

i6

17

]

NI B Wi e

Air Tawar Timur

10

21

9

Air Tawar Barat

3

13

13

Ulak Karang Utara

11

8

Utak Karang Salatan

21

8

_|Lolong Belanti

Alai Parak Kopi

13

8

56

20

Gunung Pangilun

27

9

Kecamatan

75




Kelurahan Fébruari 20012

15|16 17| 18
Air Tawar Timur 11 5

Air Tawar Barat 32| 14| 16
Ulak Karang Utara 8l 4| 2
Ulak Karang Selatan : 141 3] 5
Lolong Belanti ) : 10 3| 2
Alaj Parak Kopi X 48| 21| 9
Gunung Pangilun : ' 22| 13( 11
Kecamatan 58| 50

Maret 2012

15| 16| 17
Air Tawar Timur 8 3

Air Tawar Barat _ ; 14| 13
Ulak Karang Utara ' 4 6
Ulak Karang Selatan 4 3
Lolong Belanti 3] 7
Alai Parak Kopi 12| 13|
Gunung Pangilun _ 70 @9

Kecamatan 5 4 521 54

Kelurahan

Kelurahan

[+

Air Tawar Timur
Air Tawar Barat
UIaF:Karang Utara
Ulak Karang Selatan i
Lolong Belanti

Alai Farak Kopi
GunImg Pangilun
Kecamatan

[wleo

--.fm:tn'.l:-'wiu -
t
= lwololule

L
U




‘Mel 2012
Mo Kelurahan
112|3|4|5|6|7]8]9|10]12]12)15]|14|25|26|17!18}19|20[21](22|23|24|25|26]27|28]29]30
-1 |Air Tawar Timur al 2| 1 1l 4 1 1 1 2 1
| 2 [Air Tawar Barat 3| 3| 2| 3 3l 1| 4] 4 1| 4 6 3] 1] 1 1 6 3 3
3 |Ulak Karang Utara 2[ s 3| 1 1 3| 2 1 1 1 1 1
4 |Ulak Karang Selatan 21 1] 1 M 5] 21 1 3 8 4 4l 3| 51 2 1 1
5_Lolong Befanti 20 1 3 2 .3 3 6 3 6 1
6 |Alai Parak Kopi 4l 2| 3| 2] 6 1 4 12[ 3 i & 3] 1 2| 1] 2
7 |Gunung Pangilun g| 1| 2| 9 s| 2| 3l 2 1 2 2| 1| s| 3] 2 1l 3
Kecamatan 17| 13| 137 15| 0O O| 20| 18| 15] 12| & O O 22| 21| 10] 0] 0| o©o| 0} 10} 12} 10| 14} 12| ©| Of 13| 7| 6
No Kelurahan Juni 2012
1l2[3]als5]e]7|8|9j1of11]12]|23]14|25|16|17|18]19|20|21]22]|23]|24]|25]|26]|27]|28]|29]30
1 |Air Tawar Timur 1 1l 2 1 ' 1
2 |Air Tawar Barat il 1 il 2 3 1] 1 1i 4 3 1 2
3 |Ulak Karang Utara 7 1 1 2 1
4 |Ulak Karang Selatan 1 2| 2 4 1 1] 3] 1 : 5| 1 i 1 2] 3 1
5 |Lolong Belanti 2 ) 6l 1] 1 2| 2 1| 1 2 2 | 1
6 |Alaj Farak Kopi 4 11| 4| 1| 2| 1 1 4| 2| 3| 4| 1 1l 2[ 2] 1
7 |Gunung Pangilun 2| a4/ 3] | s 4|l 2] 1 1 5| 2 7] 1 2) ] 1] 2| 1
Kecamatan 8| 0| of 23] 11 10| 8| 10] o of o 12| 2| 3| 4] ol o] 17| 5| 8| 18] = of o] s| 9] 3] & S| 0O
Juli 2012
No Kelurahan
1(2(3[afs5]|el7|8|9i1f11]12|13|1a|15|16|17|18[19[20(21]22]23|24[25[26]27]28]29]30
1| AT_rTa_w_g_r Timur 1] 1 1 1 1 1
2 |Air Tawar Barat A | 1] 3 - E 1 1| 1 1 2| 2| 3 2
3 |Ulak Karang Utara o 1 2 1 i 1 1
| 4 |Ulak Karang Selatan _ 2 2 7 1l 1 1 1 21 1] 2 1
5 |Lolong Belanti 8 1 1 1 1] 4 4 1] 1 1 1 1
6 {Alaj Parak Kopi 7 1] 1 i 4] 3 3| 4 6 1 1) 1
7 |Gunung Pangilun 1 2y 2| 3 1 2l 4 f 1] 1| 4 1] 1 1 4
Kecamatan 0 -




Kelurahan Agustus 2012

15[ 16| 17

Air Tawar Timur

Air Tawar Barat
Ulak Kara ng Utara
Ulak Karang Selatan
Lolong Belanti

Alai Parak Kopi
Gunung Pangliun
Ketamatan

Nlmlﬂbiwl\ll—‘

Llwplals|lw| s

[ 8]
=




REKAPITULASI PEREKAMAN DATA KARTU TANDA PENDUDUDK ELEKTRONII

KECAMATAN PADANG UTARA

No Kelurahan dull

1(2)3|a|5]6|7|8]9 10|l12]12|1a]1a]as5[16][17[18]19[20(21[22]2324[25]26]27[28]29][ 30
1 JAir Tawar Timur i 1 1 1 1 1
2 |Air Tawar Barat 3 1} 3 _‘ 1] 3] 1 1] 11 1 i 2l 21 3 2
'3 |Ulak Karang Utara 1 2 1 1 1 1
| 4 |Ulak Karang Selatan 2 2| 7 1 1 1 1 2] 1] 2 1
S |Lolong Belant; ] 8 1 1 N 1 1 4] 4 1 1 1 1 1
6 |Alai Parak Kopi 7 1} 1 B 1| 4| 3 3| 4 6 1 1 1
7 |Gunung Pangilun 12l 2] 3 1 ' 2| 4 1| 1} 1] 4 il 1 1 4

Kecamatan 0] 14 11| 6/ 8] ©Of ol o| s| 14| 7| 8 11| ol ol 8 & 3| 11| 5| ol ol e s 6 o s| o o] s

No Kelurahan Juni

1l2[3[a]s]e]7]s8 10(11]12| 18] 14| 25| 16| 17|18 19]20) 21 [ 22232425261 27 28] 29 30
1 [Air Tawar Timur 1 1| 2 1 1
2 |Air Tawar Barat 1 1 1| 2 3 1 1 1| 4 3 i E
3 |Ulak Karang Utara 7 1 1 2 1
4 |Ulak Karang Selatan 1 2[ 2 4l 1 1| 3[ 1 5|1 1| 1 2[ 3 1
5 |Lolong Belanti 2 6 1 1 2| 2 1 2 2 2 1
"6 |Alai Farak Kopi 4 al e a2l | 1 4 2] 3 4] 1 1 2| 2 1
7 |Gunung Pangilun 2| 4] 3] | s al 2| 1 1 5| 2 7] 1 2| 1 1l 2 1

Kecamatan 8| 0] of 23] 13| 10! 8| 10| o of of 12] 2] 3] 4| of of 17[ sI s| 18] = o] o s 3] 8] 5] o

No Kelurahan Mel ;

1|l2(3|4afls]e[7]8 10(11]12 (13|24 |25] 26|17 18] 1920 21] 22723242526 27] 28] 29 30
1 |Alr Tawar Timur - 3| 2] 1 1 4 1 1 1 2 1
2 |Air Tawar Barat 3| 3] 2f 3 31 e 4 1 & 6 3 1] 1 1 6| 3| 3
3 |Ulak Karang Utara 2[5l 3 B! 3[ 2 1 1 1l 1 , 1
4 |Ulak Karang Selatan | 2| 1| 1 7| s| 2l 1 3 8| 4 a| 3l 5] 2 1 1
5 |Lolong Belanti C2| 1Ty 2 3 3 6 3 6 1
6 _|Alai Parak Kopi 4] 2 3l 2| 6 1 4l 12| 3 1| 6 EE 2[ 1| 2
7 GunL]ngPangifun gl 1] 2| s 5




April

No Kelurahan
1{2(3Tals[s[7]8]9|10[11]12]15|14[25]16|17[18]19]|20]21]22]|23|24)|25|26|27|28|29]30
1 [Air Tawar Timur o s[ | z6] 35] 8| 14 16| 28| 86| 11] 3| 5| 2 4l 2 2 5| 4] 3 EE
2 |Air Tawar Barat 3} 8| 3| 26| 24| 9| 15| 27| 39| 68| 19| 12] 13| 6 15| 8 7] 2 10] 4| 8] 8 9 12| 2| 8| 19
3 |UlakKarang Utara | 7| 14| 10| 13| 8| 9| 23| 30| 46| 44| 14| 4| 10| 3 1] 17 15| 8 3| 1] 4| 10| 5 12{ 11] 3] s
4 |Utak Karang Selatan | 12| 40| 20| 28| 25| 7] 20| 15| 70| 57| 20| 39| 31] 13 17| 8| 161 4 8 6 2| 4 15| 6] 5i 14
'S |Lolong Belanti 71 8| 3] 20[ 17] 2| s| 8| 26| 19| 8| 12| 1] 11 13] 5 5 2| 1] 8| 8] 3 8 4] 6
6 |Alai Parak Kopi 4| so| 21] 42| 69| 19| 36| s0| 74| 77[ 26| 14| 5| 22 28] 3| 8| 3 8 al 7| 4 15| 6| 11{ 20
7 |Gunung Pangilun 71 11| 4| 18| 34| 1| 18| 23| 18| 30| 15| 16| 13] 10l | 5| 7| 3 3 s| 1| 2 19] 4| o 17
Kecamatan ao[135] 66[183]212] 55]131[179[301]381[113]100] 78] 67] o] 83| 48[ 53] 22| o] 39| €| 4ol 35| 30| of 81| 29| 39| 84
No Kelurahan Maret
112[3]a]s[e[7]8]9o|10]11]12]13[14[15]16[17[18]19[20]21/22]23|24[25|26)27|28}29)30
1 Air Tawar Timur 1 2| 3 4 3] 23 8 3/ 1 31 3] 1} S 5| 1] 3] 3
2 |Air Tawar Barat 2| 3| 1] 2| 7| 71 7| 2| 12| 14| 10] 29| 8| 11] 14| 13| 4| 3| 12| 13| 16] 11 4| 1| 27| 24] 5
3 [Ulak Karang Utara L a] 2l | | 2| 5| 3[ of 4| 3| 4] 6 4 6| 4| 2| 7 1] 5| 4 7
4 |Ulak XarangSelatan | | of 2| 3| 2| 3| 8| 4| 10[15] 7[11] 4] 3] 3 9| 3| 6| 9 12| 9| 5
5 |Lolong Belanti 3l e | 4] 1| 3] 1| 2/12] s| e 8| of 3] 7| 3] 16[12] 7| 5 7 5| 2| 10] 4] 5
6 |AlaiParakKopi | 7| | 3| 10 4 1| 13| 26| 28] 5| 35| 13| 15| 12| 13] 7| 8| 14| 5| 10| & ta| 3| 30[ 16| 8
7 |Gunung Pangilun 5 2| 3 5| af 10! 12] s| 10f s 8] 7| 9| s| 21 4| 4] 1|11 1| 18] 7
Kecamatan 14| sl 12| 21| 21| 19| 18| 19| 62| 78| 38(108| 49| 59| 52| 54| 25| 29| 60| 39} 41| 56| 0| 25| 13/104] 70| 23] 0] O
Februari
No Kelurahan
112[3]a]5]6e]7]8]o10l11]12]15]14][15|16[17 18| 10[20]21[22|23]24]|25/26]|27|28|29]30
| 1 |Air Tawar Timur 3 1 1 2| 5 1 1 2] 4 1|1 5 4 1 7] 2] 3
‘2 JAir Tawar Barat 16| 6| 29 16| 16 25| 9| 15| 10| 2| 19| 4| 19| 25| 32| 14| 16{ 8| 15| 19| 8] o[ 14| 3| 6 14| 18| 8
3 |Ulak Karang Utara 14| 2| 8| s o| 7| 4| 7 2| 2| 13| 6] 8] 4] 2| s 4| 2 2| 2| 2| 4| 2| 2| 3
4 |Ulak KarangSelatan | 6| 14| 13| 2| 1| 11[ 8| 8| 3] 1 2| 3] 13| 12] 14| 3| 5| 7| 3| 15| 10| 5| s[ 5| 3] 1| 4| 4| 10
5 |Lolong Belanti 9 ' '




7 |Gunung Pangilun 5| _s| 7[ 8] 3] 10] 10] 13| s| 21] 10] 8] i6] 12] 22] 23] 11] 4| 3] 18] 6] 4] 11 &] 1] 2l 2| 14] &
Kecamatan 60) 41) 91| 44| 67 98| 59] 68| 45| 52| 51| 23| 93| 88|145] 58] 's0| 44| 29| 94| 47| 34| 43| 23] 24| 8] 50 57[ 44[ ©
No Kelurahan Januar
1(2|3ta|s5]6]7|8]|9(10[11|12]15[14(15[16[17|28[19]|20]21[22[23]24[25]|26[27]2829]30
1 |Air Tawar Timur 1 2 7l 2| 2 1 1] 1 s| 13] 10| 21| o] 7| [ 21 6] 2 15| o 5[ 1] 1| 2| 4
2 |AirTawarBarat | | [ 10[ 70 e[ 7| 2| | 8| 3| 10| 22 of 13| 3| 13[ 13| 11| 12| 15| 8 2 19{ 17| 12| 13| 4| 3| 8
3 |UlakkarangUtara [ | | 1| s| 3} 4] 4| | 12| 2[ 3| 5[ 13 12| 7 11] 8[ 11| 4 9 3 2| 2| 4] 2| 4| s
4 |Ulak Karang Selatan | 12| 6| s| 7| | 4| 7| 7| 3| 5| 2 8| 4|21 8] 12| 6| 5| 7 15| 10l 11l 7] 9 16
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG
PELAYANAN PUBLIK
ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan

Mengingat :

penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam
kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. bahwa membangun Kepercayaan masyarakat atas pelayanan
publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik
merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan
harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk
tentang peningkatan pelayanan publik;

. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban

~ setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung
jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan
secara jelas;

. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas
umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk
memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk
dari penyalabgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang
mendukungnya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

1.

huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-
Undang tentang Pelayanan Publik;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27 Pasal
28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28]
ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-




Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang ' Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3850); '

. Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomeor 11_Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Economic, Social, and Cultural
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4557);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan -
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4899);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK.

BAB1
KETENTUAN UMUM




Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara
adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik,
dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan
publik.

. Atasan satuan kerja Penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang
membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan
pelayanan publik.

. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut
Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik
yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk
kegiatan pelayanan publik.

. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat,
pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi
Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian
tindakan pelayanan publik.

. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai
orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan
sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun
tidak langsung.

. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian
kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi
adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan
informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada
masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam
huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara
manual ataupun elektronik.




Bagian Kedua
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

kepentingan umum;

kepastian hukum;

kesamaan hak;

keseimbangan hak dan kewajiban;

keprofesionalan;

partisipatif;

persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

keterbukaan;

akuntabilitas;

fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

ketepatan waktu; dan

kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

SESTTER e a0 o

Pasal 5

(1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa
publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan,
pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi,
lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan,
sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.

(3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi
pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah;

. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan
usaha yang modal pendiriannya sebagian atau selurubnya bersumber dari
kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau
kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi Kketersediaannya menjadi misi
negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.




(4) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau

anggaran pendapatan dan belanja daerah;

. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau
kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan,
tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

(5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala
kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan
dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk
dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.

(6) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam
peraturan pemerintah.

(7 Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur
dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan
perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh
negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan

berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

BAB 111
PEMBINA, ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN
PENATAAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Pembina dan Penanggung Jawab Pelayanan Publik

Pasal 6

(1)Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan
pembina dan penanggung jawab.

(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang
sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;




b. gubernur pada tingkat provinsi;
c. bupati pada tingkat kabupaten; dan
d. walikota pada tingkat kota, -
(3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan
pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari

penanggung jawab.

(4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kecuali pimpinan
lembaga negara dan pimpinan lembaga komist negara atau yang sejenis yang
dibentuk berdasarkan undang-undang, wajib melaporkan hasil perkembangan
kinerja pelayanan publik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib melaporkan hasil
perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada dewan
perwakilan rakyat daerah provinsi dan menteri.

(6) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dan huruf d wajib
melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing
kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan gubernur.

Pasal 7

(1) Penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau pejabat yang ditunjuk pembina.

(2) Penanggung jawab mempunyai tugas:

. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;

. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan

. melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan
publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

(3) Menteri yang bertanggung jawab di bidang' pendayagunaan aparatur negara
bertugas:

a. merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik;

b. memfasilitasi lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
menyelesaikan permasalahan yang terjadi antarpenyelenggara yang tidak
dapat diselesaikan dengan mekanisme yang ada; dan

c. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan
publik.

(4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:

a. mengumumkan kebijakan nasiopal tentang pelayanan publik, hasil
pemantauan dan evaluasi kinerja, serta hasil koordinasi;




b. membuat peringkat kinerja penyelenggara secara berkala; dan

c. memberikan penghargaan kepada penyelenggara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Organisasi Penyelenggara

Pasal 8

(1) Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik
sesuai dengan tujuan pembentukan.

(2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagalmana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya meliputi:

a. pelaksanaan pelayanan;

b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
¢. pengelolaan informasi;

d. pengawasan internal;

e. penyulubhan kepada masyarakat; dan
f. pelayanan konsultasi.

(3) Penyelenggara dan selurzh bagian Organisasi Penyelenggara bertanggung
jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan
pelayanan.

Pasal 9

(1) Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan
publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu.

(2) Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksana Pelayanan Publik
Pasal 10

(1) Penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluast terhadap kinegja
Pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Penyelenggara berkewajiban melakukan wupaya peningkatan kapasitas
Pelaksana.

(3) Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan
perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas
pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.




Pasal 11

(1) Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi Pelaksana
secara transparan, tidak diskriminatif, dan adil sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada Pelaksana yang
memiliki prestasi kerja.

(3) Penyelenggara wajib memberikan hukuman kepada Pelaksana yang melakukan
pelanggaran ketentuan internal penyelenggara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan dan
hukuman ditentukan oleh Penyelenggara.

Bagian Keempat
Hubungan Antarpenyelenggara

Pasal 12

(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat
dilakukan kerja sama antarpenyelenggara. :

(2) Kerja sama antarpenyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau
pendukung pelayanan.

(3) Dalam hal Penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas
pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber
daya dan/atan dalam keadaan darurat, Penyelenggara dapat meminta bantuan
kepada Penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadat.

(4) Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh
penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi
penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kerja Sama Penyelenggara dengan Pihak Lain

Pasal 13

(1) Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian
tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain dengan ketentuan:

a. perjanjian kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik dituangkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya
didasarkan pada standar pelayanan;

b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kerja sama
kepada masyarakat; .




c. tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada penerima kerja sama,
sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada
penyelenggara;

. informasi tentang identitas pihak lain dan identitas Penyelenggara sebagai
penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh Penyelenggara pada
tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan

. Penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu
dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses,
antara lain telepon, pesan layanan singkat (short message service (sms)),
laman (website), pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan.

(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menambah
beban bagi masyarakat.

(4) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat
melakukan kerja sama tertentu dengan pihak lain untuk menyelenggarakan
pelayanan publik.

(5)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih dari 14
(empat belas) hari dan tidak boleh dilakukan pengulangan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban bagi Penyelenggara

Pasal 14
Penyelenggara memiliki hak:

. memberikan pelayanan tanpa dibambat pihak lain yang bukan tugasnya;

. melakukan kerja sama;

. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;

. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai
dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan

. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 15
Penyelenggara berkewajiban:

. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;

. menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;

. menempatkan pelaksana yang kompeten;

. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang
mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;




. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan

pelayanan publik;

. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;

j. bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan

publik;

. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila

mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan;
dan

. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan

perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari
lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan bagi Pelaksana

Pasal 16

Pelaksana berkewajiban:

a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh

Penyelenggara;

b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

c. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah svatu tindakan

hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau
instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; ' -

d. memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan

tangpgung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

e. melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada

Penyelenggara secara berkala.

Pasal 17

Pelaksana dilarang:

a.

merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana
yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara,
dan badan vsaha milik daerah;

. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyat alasan yang jelas,

rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

. menambah Pelaksana tanpa persetujuan Penyelenggara,




d. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan
Penyelenggara; dan

¢. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban bagi Masyarakat

Pasal 18
Masyarakat berhak:

. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;

. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;

. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;

. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;

. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki
pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar
pelayanan;

. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila
pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;

. mengadukan Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan
dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Penyelenggara dan ombudsman;

. mengadukan Penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan
dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina Penyelenggara dan
ombudsman; dan

i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
Pasal 19

Masyarakat berkewajiban:

a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar
pelayanan;

b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan
publik; dan

c. berpartisipasi  aktif dan mematubi peraturan yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik.

BABV
\.~ PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
_~Standar Pelayanan
Pasal 20

(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan
dengan memperhatikan kemampuan Penyelenggara, kebutuhan masyarakat,

dan kondisi lingkungan.




(2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud
p g
pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengtkutsertakan masyarakat dan pihak

terkait.

(3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak
diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi
dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

(4) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam
peraturan pemerintah.

Pasal 21
Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

i
|
:

. persyaratan;

. sistem, mekanisme, dan prosedur;
. jangka waktu penyelesaian; .

. blayaftarif; 3

produk pelayanan; 4

sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; &

. kompetensi Pelaksana; ¢,

pengawasan internal;

penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

. jumlah Pelaksana;

jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai
dengan standar pelayanan;

m.jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk
memberikan rasa aman, bebas dani bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan

n. evaluasi kinerja Pelaksana.

b
C
d
e
f.
g.
h
i
.
k
1

Bagian Kedua
Maklumat Pelayanan

Pasal 22

(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan
yang merupakan pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan
pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21.

(2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dipublikasikan secara jelas dan luas.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Pelayanan Publik




Pasal 23

(1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat

nasional.
(2) Menteri mengelola Sistem Informasi yang bersifat nasional.

(3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua informasi
pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan.

(4) Penyclenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas
sistem informast elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:

. profil Penyelenggara;
. profil Pelaksana;
. standar pelayanan;
. maklumat pelayanan;
. pengelolaan pengaduan; dan
. penilaian kinerja.
(5) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

Pasal 24

Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau nonelektronik
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
/" Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik

Pasal 25

(1) Penyelenggara dan Pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan,
akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap
pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
pelayanan publik.

(2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada Penyelenggara mengenai kondisi
dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik serta
Pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan.

(3) Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
penyelenggara melakukan analisis dan menyusun dafiar kebutuhan sarana,
prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan Pelaksana.

(4) Atas analisis dan daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-




undangan dengan mempertimbangkan prinsip efekfivitas, efistensi,
transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan.

Pasal 26

Penyelenggara dilarang memberikan izin dan/atan membiarkan pihak lain
menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang
mengakibatkan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak
berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 27

(1) Saham penyelenggara yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan
usaha milik daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik dilarang
dipindahtangankan dalam keadaan apa pun, baik langsung maupun tidak
langsung melalui penjualan, penjaminan atau hal-hal yang mengakibatkan
beralihnya kekuasaan menjalankan korportasi atau hilangnya hak-hak yang
menjadi milik korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 28

(1) Penyelenggara yang bermaksud melakukan perbaikan sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas pelayanan publik wajib mengumumkan dan mencantumkan
batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka.

(2) Perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang mengakibatkan terhentinya kegiatan petayanan
publik.

(3) Pengumuman oleh Penyelenggara harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan memasang
tanda yang memuat nama kegiatan, nama dan alamat penanggung jawab, waktu
kegiatan, alamat pengaduan berupa nomor telepon, nomor tujuan pesan layanan
singkat (short message service (sms)), laman (website), pos-el (email), dan
kotak pengaduan.

4 Penyelénggara dan Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah melakukan kelalaian.

Bagian Kelima
Pelayanan Khusus

Pasal 29

(1) Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus
kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.




(2) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak
berhak.

Pasal 30
(1) Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang secara transparan,
akuntabel, dan sesvai dengan standar pelayanan serta peraturan perundang-
undangan,

(2)Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mematuhi
ketentuan tentang proporsi akses dan pelayanan kepada kelompok masyarakat
berdasarkan asas persamaan perlakuan, keterbukaan, serta keterjangkauan

masyarakat.

(3)Ketentuan mengenai proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan

pemerintah.

Bagian Keenam
\_/Biaya/Tarif Pelayanan Publik

Pasal 31
(1) Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara
dan/atau masyarakat. - S T T )

(2) Biayaftarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada negara apabila
diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Biayatarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penerima
pelayanan publik.

(4) Penentuan biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat
kebutuhan pelayanan.

(2) Selain alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara
dapat memperoleh anggaran dari pendapatan hasil pelayanan publik.




Pasal 33

(I)Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh institusi
penyelenggara negara dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
undang-undang, negara wajib mengalokasikan anggaran yang memadai melalui
anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

(2) Korporasi dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik
wajib mengalokasikan anggaran yang memadai secara proporsional untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik.

(3) Penyelenggara dilarang membiayai kegiatan lain dengan menggunakan alokasi
anggaran yang diperuntukkan pelayanan publik.

Bagian Ketujuh
Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan

Pasal 34

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai
berikut:

adil dan tidak diskriminatif;
cermat;
santun dan ramah;
tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
profesional;
tidak mempersulit;
patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi
penyelenggara;
. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan
kepentingan;
. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi
permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
.tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang
dimiliki;
. sesuai dengan kepantasan; dan
. tidak menyimpang dari prosedur.
Bagian Kedelapan
Pengawasan Penyelcnggaraan Pelayanan Publik

a.
b.
c.
d.
c.
f.
g.
h.

Pasal 35

(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas
internal dan pengawas eksternal.




(2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:

a. pengawasan oleh atasan Iangsung sesuai dengan peraturan perundang-
undanga.n dan

b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:

a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah Kabupaten/Kota.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Pengaduan

Pasal 36

(1) Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan
Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.

(2) Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima
pelayanan, rekomendasi ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu.

(3) Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penyelenggara berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung
jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.

Pasal 37

(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan
dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat
dan tuntas.

(2) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Penyelenggara.

(3) Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-
kurangnya meliputi:

a. identitas pengadu;
b. prosedur pengelotaan pengaduan;
c. penentuan Pelaksana yang mengelola pengaduan;




. prioritas penyelesaian pengaduan;
. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana;
. rekomendasi pengelolaan pengaduan;
. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait;
. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;
i. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan; dan
j. pencantuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana pengaduan

yang mudah diakses.
Bagian Kesepuluh
Penilaian Kinerja

Pasal 38

()Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan
pelayanan publik secara berkala.

(2)Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39
(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak
penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian
penghargaan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam

bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif
dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.

(3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.

(4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

BAB VII
PENYELESAIAN PENGADUAN

Bagian Kesatu
Pengaduan

Pasal 40

(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada
Penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota.

(2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.




(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar

larangan; dan

b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan.

Pasal 41

(1) Atasan satuan.kerja penyelenggara berwenang menjatuhkan sanksi kepada
satuan kerja Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) hurufa.

(2) Atasan Pelaksana menjatuhkan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b.

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
berdasarkan aduan masyarakat dan/atau berdasarkan kewenangan yang dimiliki
atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan oleh setiap orang
yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya.

2) Peﬂgaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan.
(3) Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat:

a. nama dan alamat lengkap;

b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan staudar pelayanan dan uraian
kerugian materiil atau immateriil yang diderita;

¢. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan
d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.

(4) Pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi dalam surat pengaduannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)  Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.

Pasal 43

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dapat disertai
dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya.

(2) Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari
penyelenggara dan/atau pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dan/atau pelaksana wajib
memberikannya.




Pasal 44

(1) Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib memberikan tanda terima
pengaduan.

(2) Tanda terima pe;lgaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sekurang-
kurangnya memuat:

a. 1dentitas pengadu secara lengkap;
b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;

¢. tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan
d. tanda tangan seria nama pejabat/pegawai yang menerima pengaduan.

(3) Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib menanggapi pengaduan masyarakat
paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-
kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

(4) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan
dari Penyelenggara atau ombudsman sebagaimana diinformasikan oleh pihak
Penyelenggara dan/atau ombudsman.

(5) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

Pasal 45
(1) Pengaduan terhadap Pelaksana ditujukan kepada atasan Pelaksana.

(2) Pengaduan terhadap Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, serta ayat (7) huruf a
ditujukan kepada atasan satuan kerja Penyelenggara.

(3) Pengaduan terhadap Penyelenggara yang berbentuk korporasi dan lembaga
independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, ayat (4)
huruf ¢, dan ayat (7) huruf b ditujukan kepada pejabat yang bertanggung jawab
pada instansi pemerintah yang memberikan misi atau penugasan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Pengaduan oleh Ombudsman

Pasal 46

(1) Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan dari
masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
Undang-Undang ini.

(2) Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan masyarakat apabila pengadu
menghendaki penyelesaian pengaduan tidak dilakukan oleh Penyelenggara.




(3) Ombudsman wajib membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hicrarkis
untuk mendukung tugas dan fungsi ombudsman dalam kegiatan pelayanan
publik.,

(4) Pembentukan perwakilan ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.

(5) Ombudsman wajib melakukan mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan
pengaduan atas permintaan para pihak.

(6) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
oleh perwakilan ombudsman di daerah.

(7) Mekanisme dan tata cara penyelesaian pengaduan oleh ombudsman diatur lebih
lanjut dalam peraturan ombudsman.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik

Pasal 47
(1) Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai
pelayanan publik yang diselenggarakannya.

(2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan seseai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi Penyelenggara.

Pasal 48

(1) Dalam memeriksa materi pengaduan, Penyelenggara wajib berpedoman pada
prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut

biaya.
(2) Penyelenggara wajib menerima dan merespons pengaduan,

(3) Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan
tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, dengar
pendapat dapat dilakukan secara terpisah.

(4) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian
yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan.

Pasal 49

(1) Dalam melakukan pemeriksaan materi pengaduan, Penyelenggara wajib
menjaga kerahasiaan.

(2) Kewajiban menjaga kerahasiaan ‘_sebagaiméma dimaksud pada ayat (1) tidak
gugur setelah pimpinan Penyelenggara berhenti atau diberhentikan dari
jabatannya.




Pasal 50

(1) Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat
60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada
pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

(3) Dalam hal pergadu menuntut ganti rugi, keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu pembayarannya.

(4) Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi.

(5) Dalam hal penyelesaian ganti rugi, ombudsman dapat melakukan mediasi,
konsiliasi, dan ajudikasi khusus.

(6) Ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan ‘paling
lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(7) Dalam melaksanakan ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
mekanisme dan tata caranya diatur lebih lanjut oleh peraturan ombudsman,

(8) Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden.

(9) Penyclenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan kepada
pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan,

Bagian Keempat
Pelanggaran Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 51

Masyarakat dapat menggugat Penyelenggara atau Pelaksana melalui peradilan tata
usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang
tata usaha negara.

Pasal 52

(1) Dalam hal Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam
penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Penyelenggara ke
pengadilan.

(2) Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan

ombudsman dan/atau Penyelenggara.

(3) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.




Pasal 53

(1) Dalam hal Penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam
penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini, masyarakat dapat melaporkar. Penyelenggara kepada pihak berwenang.

{2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban
Penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan/atan
Penyelenggara.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 54

(1) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 huruf g, Pasal 17 huruf
e, dikenai sanksi teguran tertulis.

(2) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) huruf b dan
huruf e, Pasal 15 huruf e dan huruf f, Pasal 16 huruf a, Pasal 17 huruf b dan
huruf'c, Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1),
Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (9) dikenai sanksi teguran tertulis, dan
apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud
dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.

(3) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila
dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai
sanksi pembebasan dari jabatan.

(4) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi teguran tertulis,
dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan atau dalam masa pelaksanaan pekerjaan
tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari

jabatan.

(5) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf ¢, huruf d, huruf h, dan huruf i, Pasal 23 ayat
(4) dan ayat (5), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat
(1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), dan
Pasal 50 ayat (2) dikenai sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji
berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun,

(6) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi penurunan pangkat pada
pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(7) Penyelenggara atan Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 huruf b, huruf e, huruf j, huruf k,
dan huruf |, Pasal 16 huruf d, huruf ¢, huruf d, dan huruf ¢, Pasal 17 huruf a




dan huruf d, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22, Pasal 28 ayat (4), Pasal 33
ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), serta Pasal 50 ayat (1) dan ayat (4)
dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.

(8) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 33 ayat
(3) dikenai sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

(9) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi
pemberhentian tidak dengan hormat.

(10) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf ¢ dan ayat
(4) huruf ¢ yang melanggar ketentuan Pasal 15 huruf a, Pasal 26, Pasal 33 ayat
(3), dan Pasal 36 ayat (3) dikenai sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang
diterbitkan oleh instansi pemerintah.

(11) Penyelenggara yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10),
apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak melakukan
perbaikan kinerja dikenai sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi
pemerintah.

Pasal 55

(1) Penyelenggara atau Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 29 ayat
(1) dan ayat (2) dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka,
cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
membebaskan dirinya membayar ganti rugi bagi korban.

(3) Besaran ganti rugi korban ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 56

(1) Penyelenggara atau Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4), dan atas
perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara dikenai denda.

(2) Besaran denda ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 57

(1) Sanksi bagi Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55,
dan Pasal 56 dikenakan kepada pimpinan penyelenggara.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan
Penyelenggara yang bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.




(3) Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana diatur dalam
Pasal 40 ayat (3) yang menimbulkan kerugian wajib dibayar oleh
Penyelenggara setelah dibuktikan nilai kerugiannya sesuat dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 58

Pimpinan Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang dikenai sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dapat dilanjutkan pemrosesan
perkara ke lembaga peradilan umum apabila Penyelenggara melakukan perbuatan
melawan hukum dan/atau Penyelenggara melakukan tindak pidana.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan
mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

(1) Peraturan pemerintah mengenai ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Peraturan pemerintah mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan

sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(3) Peraturan pemerintah mengenai pedoman penyusunan standar pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) harus ditetapkan paling lambat
6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(4) Penyelenggara harus menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar
pelayanan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan pemerintah
mengenai pedoman penyusunan standar pelayanan diundangkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

(5) Peraturan pemerintah mengenai proporsi akses dan kategori kelompok
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) harus ditetapkan
paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(6) Peraturan pemerintah mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(4) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini
dinndangkan.




(7) Peraturan presiden mengenai mekanisme dan ketentuan pemberian ganti rugi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) harus ditetapkan paling lambat
6 (enam) bulan sejak Undang-Undang int diundangkan.

Pasal 61

Kewajiban negara menanggung beban pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) harus dipenuhi selambat-lambatnya dimulai tahun anggaran
2011.

Pasal 62
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2009

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 112.
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PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 56 TAHUN 2009.

TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGS! ORGANISASI KECAMATAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Padang ini yang dimaksud dengan :

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah:;
Camat adalah pemimpin dan_l koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari
Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

Sekretaris adalah Sekretaris pada Keéamatan;

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah di
bawah Kecamatan;

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kecamatan;

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat

Kecamatan.
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BAB Ii _
SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN

Pasal 2

Susunan Organisast Kecamatan, terdiri dari :
1. Camat;
2, Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan.
Seksi Tata Pemerintahan;
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana;
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Seksi Perizinan dan Pendapatan.

BAB I
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGS!
Bagian Pertama -
Sekretariat Kecamatan

Pasal 3

(1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camat,

(2} Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas
menyusun perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecarﬁatan dan memberikan pelayanan

administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan,

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat

Kecamatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kecamatan;

b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah
tangga kecamatan, keuangan, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi;

c. penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi

dan pelaporan;
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d. peningkatan sumberdaya manusia;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan'sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Masing-masing Sub Bagian ﬁebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a dan b
dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

\
Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal 4

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan
pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan
perlengkapan kecamatan. .
Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
b. mengelola kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
mengelola administrasi kepegawaian;
melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
_ melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan,
penyimpanan dan pendistribusian;
melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;

melaksanakan pembinaan urusan tata usaha dan kearsipan kelurahan;

melakukan pembinaan terhadap aset-aset kelurahan baik yang bergerak maupun

vang tidak bergerak;
membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kepala seksi, UPTD
cdan kelurahan; ' .
menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di
hidang perangkat kefurahan; ‘
menginventarisasi permasalahan-permasalahan-ylang berhubungan dengan bidang
rrerangkat kelurahan serta menyiapkan bahan peFunjuk pemecahan masalah;
menyiapkan bahan vyang berhubungan dengan pencalonan, pengusulan,
pengangkatan dan pemberhentian lurah sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku;

m, memecahkan masalah yang timbul datam pencalonan, péngusulkan, pengangkatan,

nemberhentian perangkat kelurahan;

%f}"/ -y 75//0467'




PEMERINTAH KOTA PADANG
KECAMATAN PADANG UTARA
Jt T, Sadin, Hta fin Kt Kacich Padang

n. menyiapkan bahan dan memberikan saran. tentang upaya peningkatan

kesejahteraan perangkat kelurahan;
o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

{1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris menyusun rencana
anggaran, menyelenggarakan pelayanan keuangan, verifikasi, penerimaan, pengeluaran
serta membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

{2} P~ajabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana djmaksud pada ayat (1) adalah :

2. menyusun program dan rencana keuangan berdasar‘kan ketentuan yang berlakuy;
b. menyelenggarakan administrasi keuangan kecamatan dan kelurahan;
¢. menyiapkan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan pegawal
negeri sipil dan penghasilan lainnya;
' melakukan verifikasi SPJ;
. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan
neraturan yang berlaku;
. melakukan pembinaan penyusunan program kerja kelurahan;
h. melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja kecamataﬁ;'
melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja kelurahan;
j. menyusun laboran bulanan, triwulan, dan tahunan‘ keuangan sesuai ketentuan yang
berlaku; _
:. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua
Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 6

{1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camat mé1a|ui Sekretaris Kecamatan.

{2) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan tata pemerintahan.
Penjabaran tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
a. melakukan pembinaan idiclogl Negara dan Kesatuan Bangsa;

b. memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar 1‘.tmat beragama;
c. melakukan pengawasan atas tanzh-tanah negara dan aset pemerintah daerah dl
wilayah kerjanya; '

. memfasilitasi penataan Kelurahan;

. pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang
akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta perolehan status tanah
negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan
dengan penggunaan tanah terlanfar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah
kerjanya;

. menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum;

. menyiapkan bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
i. menyelenggarakan urusan pemilihan Kepala Daerah dan urusan pemilihan umum;
j. metakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan;

.. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Pasal 7

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dipir'npin oleh seorang Kepala Seksi yang

hernda di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
¢ebej Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat
dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

u-nean pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

f%y;, oy 75%0/67’ -
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{3) Penjabaran tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), adalab : .

a. melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;

b. memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakétan, Rukun Tetangga (RT)/ Rukun
Warga (RW) dan lembaga swadaya masyarakat [LSM);

. memfasilitasi, penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana;

t, memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaran pembangunan di wilayah kerjanya;

. memfasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan;

. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian,
perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, pe:rekonomian, usaha kecil menengah
{UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan
dan kelautan;

. melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka
menunjang keberhasilan program produksi pertanian;

. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;

i. menyelenggarakan lomba kelurahan;

© melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan

“Aasyarakat dan Kelurahan;

.. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat .
seksi Kesejahteraan sosial dan Penanggulangan Bencana

Pasal 8

<~lsj Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala
.4} yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris

I sramatan.

cwlsi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu
¢ mat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan
[ '~poran urusan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana .
[ jabaran tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana sebagaimana
" waksud pada ayat (2), adalah :

~emfasilitast penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, taman kanak-

wnak dan pendidikan dasar;

-an 75}/0»6?' \—_f:l
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b. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi
muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
. melakukan pembinaan terhadap Jembaga adat dan keagamaan;
. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan;
. melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, zat
adiktif, psikotropika dan bahan berbahaya;
. melaksanakan penyuluhan program wajib belajar; ~
«. mengkoordinir bantuan-bantuan sosial;
menyiapkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan sosial di Kecamatan;
i. melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di Kecamatan;
{melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial' dan
Penangguiangan Bencana;

I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan’sesual tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 9

calgi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin 6Ieh seorang Kepala Seksi yang
- »-ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

r ' «i Ketentraman dan Ketertibaﬁ Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam
-+ »nyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan

! - sntraman dan ketertiban umum.

‘abaran tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada

2 (2), adalah:

;. nefakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban.serta kemasyarakatan;
relaksanakan koordinasi dan pembinaan Keéa_tuan Polisi Pamong Praja dan
ﬂrlindungaﬁ Masyarakat {LINMAS) di wilayah kerjanya;
ienegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
rta peraturan perundang-undang di wilayah kerjénya;

-engkoordinasikan, pembinaan, dan pengawasap.serta pelaporan langkah-langkah
nanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
slaksanakan pencegahan atas pengambilan sumberdaya aiam tanpa izin dan dapat

~ngganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
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. melaksanakan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K 3) di Kecamatan;

. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan
¥etertiban Umum;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Seksi Perizinan dan Pendapatan
Pasal 10
(1) ©rksi Perizinan dan Pendapatan pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
" *n bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
(2} ©-ksi Perizinan dan Pendapatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan
t-~han perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perizinan dan

‘ 'ndapatan.

sjabaran tugas Seksi Perizinan dan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
; ‘olah

-, memberian rekomendasi dan perizinan di Kecamatén;
* . nelaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;

« melakukan pembinaan terhadap petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di
Kecamatan, -

melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perizinan dan
"endapatan;

. . -nelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
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PEMKO PADANG

DAFTAR URUT HEPANCHATAN
KECAMATAN PADANG UTARA KEADAAN NOVEMIBER TAHUN 2012

NAMA

NI

PANGHAT

JABATAN

LATIHAN JABATAN

PENDIDIKAN

GOoL

T.M.T

NAMA

NAMA

TAHUN

HAMA LULUS

TINGHAT

CAT.MUTAS]
HEPEGAWA
IAN

Ors. YALMASRIL

19521020 198603 |
o008

Wik

CAMAT

.

51

GUSWENNI, 5.50s, M.SI
PADAMNMG /18-08-1968

19680818 129009 2
oo

SEKRETARIS
KECAMATAN

5.2 MAGISTER
MANAJEMEN
(MM)

{r. LUCKY DHARMA YUL),

MSl
PADANG { 03-07-1968

010248470 {
19680703 1993081
oo

o1-10-09

STAF KANTOR
CAMAT

22-10-10

DIKLAT PIM IV -

KEUANGAN -
DAERAH

YASNI, 5.505
PADANG /12-1-1959

50048876 /
1959013 198502 2
ooz

01-10-05

LURAH AIR TAWAR
TIMUR

MUDIRMAN

19570710 158101 1
Q03

LURAH GUNUNG
PANGILUN

Dre. YASMANIAR
PADANG f 07-07-1961

0Io116624 /
19610707 198101 2
002

STAF HEL. AIR
TAWAR BARAT

21-11-1

DIKLAT PIM IV

S1505IAL POLITIK

FILNARITA, §.505/
TANAH DATAR | 31-10-1958

130788319 /
19581031 197503 2
003

LURAH KEL. AIR
TAWAR BARAT

Sa1ILMU
ADMINISRASI
NEGARA

REFRIZAL.ST
PALEMBAYAN /10-08-1958

o10116603 /
19580810 158101 1
Q03

KASI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
KELURAHAN KEC.

5.1 TEKNIK MESIN

IRSAL SYAHBUDIN,SE
PADANG / 22-124956

010205166 /
19561222 19810 11

_|oos

LURAH KEL. ULAK
KARANG SELATAN

27-05-09

SEPADA,

5.1 ADMINISTRASI
MANAJEMEN




Dra. ZULFA KARTINI
PAYAKUMBUH / 21-04-1963

410010554 §
19630415 198503 2
007

KASt
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KEL.
ULAK KARANG
SELATAN

19-07-1

5.1 ADMINISTRAS!
UmuM

RISWANDI, SE
PADANG f 30-08-1963

010220768 |
19650530 198801 1
om

10-12-09

LURAH HEL. ULAK
KARANG UTARA

27-05-09

ALISMAN, B.AC
SUNGAI PENUH / 05-09-
1960

O10N16587 {
19600905 1981011
oot

01-10-07

KASI
PEMBERDAYAANM
ASYARAKAT KEL.
GUNUNG
PANGILUN

D.IIl EKONOMI

Drs. AGUSTINUS,
SUDARMO MARYUWONO
MAYUDAN

SELMAN, YOYAKARTA / 10-
10-1964

410010760 |
19641010 198503 1

‘|oos

01-10-05

[UMUM KEC.

KAS
KETENTRAMAN
DAN KHETERTIBAN

DIKLAT PiM IV

KEUANGAN
DAERAH

SYAIFUL /13-11-1960

19601113 * 158101 1
002

LURAH KEL, ALAI
PARAK KOPI

06-07-

DIKLAT PIM IV

ALMINA KAUSA, SE, MM
PADANG /16-08-1573

AOOHTI2 / 19730816
193202 2 001

HASITATA
PEMERINTAHAN
KECAMATAN

21-1-H

DIKLAT PIM IV

MAGISTER
MANAGEMEN

YUNIDAR NOER
PADANG f 16-06-1960

10116456 /
19600616 1981012
ool

SEKRETARIS
LURAH KEL. ULAK
KARANG UTARA

MADRASAH
ALIYAH

NOFIANTI
PEKAN BARL / 13-11-1956

o10N6475 [

O1-10-06

SEKRETARIS
LURAH KEL. AIR
TAWAR TIMUR

SMEA
KESEKRETARIATA
N

SYAMSURIZAL
SOLOK / 01-02-1958

010116614 / 19580201
1981011 002

Q1-1C-05

KEPALA SEKS!
KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN
PENANGGULANGA
N BENCANA HEL.
ULAK KARANG
UTARA

19-07-11

DIKLATPIM IV

STM LISTRIK
UMUM




RASMI
PADANG / 22-02-1960

c1on6623 /
19600222 158101 2
o

KASI TATA
PEMERINTAHAN
KEL ALAI PARAK
KOPI

19-07-1

SMEA KEUANGAN

PITRINI
PADANG { 21-06-1961

010116949 / 19610621
1981012 0O

01-04-09

HASI
HKESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN
PENANGGULANGA
N BENCANA KEL.
ALAI PARAK KOPi

15-07-#

CIKLATPIM IV

SLTA UMUM

VASLIN,5.Pd
PADANG / 23-06-1561

o10116995 /
19600323 1981011
ool

O1-10-05

HAS)
KETENTRAMARN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
PERIZINAN KEL.
ULAK HARANG
SELATAN

5.1 ADMINISTRAS]
PENDIDIKAN

NAZIF.R
BUKITTINGGI / 20-10-1557

010116699 f
19571030 1981011
Q02

19-07-11

SEKRETARIS
LURAH HEL. ULAK
KARANG SELATAN

15-07-11

DIKLAT PiM IV

SMEA
ADMINISTRASI
PERKANTORAN

ZEKRI
PADANG / 20-10-1957

O123273 f
18571020 198101 1
003

AN-10-06

KASI PERIZINAN
DAN PELAYANAN
UMUM KEL. AIR
TAWAR TIMUR

19-07-11

SMEA
KESEKRETARIATA.
N

ISMIATI
RIAU / 18-08-1960

01123399 /
19500818 198101 2
oot

Q1-10-05

KAsI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KEL,
ULAK HARANG
UTARA

SLTA UMUM

HERDAWATI
AMBON / 18-02-1964

o10192182 /
19640218 198603 2
002

o1-10-07

KASI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN
PENANGGULANGA
N BENCANA KEL.
AIR TAWAR BARAT

DIKLAT ADUM

SMEA TATA BUKU

SARNIATI, BA,
BASUNG / 19-01-1965

010189138 / 19650119
198602 2 OO

01-04-09

KASI TATA
PEMERINTAHAN
KEL. LOLONG
BELANTI

19-07-1]




YULIDAR OIOM7327 / 19580516 20-06-06[KASI 19-07-11 PGAN 6 TAHUN
PADANG /16-05-1958 198101 2 001 KESEJAHTERAAN
$OSIAL DAN
PENANGGULANGA,
N BENCANA KEL.
GUNUNG
PANGILUN

ZARNETI 010123339 / KASI 27-05-09 SMEA TATA
TIKU f 04-01-1960 15600104 158107 2 PEMBERDAYAAN NIAGA,

002 MASYARAHAT KEL. '

AIR TAWAR BARAT

BETRINA 01016611 f 1958111 KASI 19-07-11 SMA A3/IPS
BUKITTNGGI f 01-11-1958 198101 2 002 KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN
PENANGGULANGA
N BENCANA KEL.
LOLONG BELANTI

JUNIE NURSYAMZA, 55TP  |19830609 2001121 TUCAS BELAJAR . DIKLATRIM [V

LUBUK SIKAPING / 09-06~ 1002
1983

ZALMINUR, BE oIeNess2 f o-10-05 |LURAH KHEL. 06-07-11 DIKLATRIM IV D.II TEKNIK SIPIL
PADANG /27-09-1959 15590927 198101 1 LOLONG BELANTI
MULYADI.Z o1016629 { O1-10-07 |KASI 27-05-0% DIKLAT ADUM SMEA TATA BUKU
PADANG / 02-02-1958 19580202 1981011 KETENTRAMAN,
elel] |KETERTIBAN
UMUM DAN
PERIZINAN KEL.
ALAI PARAK KODI

DEDES SURYAT] OIGN6617 / 19600414 01-04-09 |WASI SMA A3 /DS
PADANG f 14-04-1960 198101 2 002 RETENTRAMAN,
lkeTerTIBAN
UMUM DAN
PERIZINAN KEL
ULAK KARANG
UTARA

NASWARDI Q10123272 f KAS!I PERIZINZN 19-07-11 SMA A3 /IPS
PADANG f 27-07-1957 19570727 198101 1 DAN PELAYANAN
oQ) UMUM KEL.

LOLONG BELANTI




BAHHRIZAL
PADANG / 0B-09-1956

CION6467 /
19560908 198101 1
QOo1

Q1-10-10

HASI TATA
PEMERINTAHAN
KEL. ULAK
KARANG UTARA

27-05-09

SMA A3 /IPS

SURYETTI
PADANG f 16-12-1959

©10123266 /
19591216 1981012
002

HASI
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
PERIZINAN KEL.

27-05-0%

SMA A3/IPS

ERIZAL
30-10-1957

19571020 198101 §
€01

SEKRETARIS
LURAH KEL. ALAI
PARAK HOPi

19-07-41

NAZWAR
PADANG / 24-12-1959

TO0002832 /
19651224 1987031
004

SEKRETARIS
LURAH KEL. AIR
TAWAR BARAT

19-07-11

SMA AA | FISIKA

RINIANGGRAINI, 35TP,
MSL .
PADANG / 11-05-1983

10264771 [ 1983051
20012002

KASI
KESEJAHTERAAAN
50SIAL DAN

03-05-10

DIKLAT

KEPEMIMPINAN,
DIKLAT PIM IV

5.2-MAGISTER
SAINS

MASRIAL
BUKITTINGGI / 27-07-1960

010123397 /
19600727 158101 1
003

01-10-08

SEKRETARIS
LURAH KEL.
GUNUNG
PANGILUN

27-05-09

SLTA UMUM

ERNITA,S.Kom, MM
TAMBUN I[JUK / 12-08-1979

‘210019014 f
15790812 200501 2
012

KEPALA SUB
BAGIAN UMUM

5.2 MAGISTER
MANAJEMEN

ABDI PUTRA JOIN,S.Kom
BALIMBING TANAH
DATAR /19-07-1976

HO019007 /
19760719 2005011
007

TUGAS BELAJAR

12-09-11

5.1 KOMPUTER
INFORMATIKA

DARMAINI
PADANG } 05-04-1957

olou64e3
19570405 198101 2
Qo2

Ot-10-01

KASI
KESEJAHTERAAN
S5051AL DAN
PENANGGULANGA
N BENCANA HEL.
LOLONG BELANTI

16-07-11

PGA & TAHUN




SYAFRIANITA, 5.Kom
PADANG / 29-G9~1978

410019005 /
19780528 2005012
004

Q1-04-09

KASUBAG
KEUANGAN
HECAMATAN

21-11-1

St KOMPUTER
INFORMATIKA

ANDRI, SH
PADANG / 10-10-1960

1320112265 |
19601010 199203 1
003

01-04-10

KASI TATA
PEMERINTAHAN
KEL GUNUNG
PANGILUN

12-07-11

5.1 ILMU HUKUM

JAWALIS
PADANG / 28-12-1956

010116482 /

05-06-08

STAF KEL. ALAI
PARAK KOPI

05-06-08

PGA 6 TAHUN

DASNIMAR
PADANG / 29-07-1358

otoNE991 /
19580729 1961012
ool .

01-02-02

STAF KEL. ULAK
KARANG SELATAN

05-06-08

SMEA TATA BUKU

3

ALIDUR AiINI
PADANG /14-06-1959

oI0N7326 §
19590614 198105 2
o03

o1-10-01

STAF KEL. ALAI
PARAK KOPt

SMEA
ADMINISTRASI
PERKANTORAN

BASWANDI
PALEMBANG / 08-10-1957

010117328

O-04-06

STAF KEL. ALAI
PARAK KOPR}

SLTA UMUM

RACHMAT $.NOOR
JAHARTA /10-11-1956

010134578 /1956110
1981011004

STAF KEL. AIR
TAWAR BARAT

STM MESIN

YUSNIWATI
PADANG / 25-05-1956

6101433158 /
19560525 198101 2
003

O1-10-02

STAF KEL. LOLCNG
BELANTI

13-06-08

SMEA TATA BUKU

SOFYAN
SEl MENCIRIN / 20-02-1959

730007865 /
19590220 199003 1
fele]]

5TAF KANTOR
CAMAT

02-06-04

SEKOLAH
MENENGAH ATAS

YOS5 DEKLS.50s
SILIMPAUANG /19-04-1979

410019663 /
19790419 2005011
006

©1-04-09

PEGAWAI TITPAN
DIDEPOK

5.4
PEMERINTAHAN

TULKIFLI
SOLOK / 07-09-1960

010149060 |

01-13-05

STAF KEL. ALA]
PARAK KOPI

03-0t-1

SEKOLAH
MENENGAH ATAS

DAFRIL
PADANG / 06-10-1959

410006562 /
19591003 1931011
005

01-07-01

STAF AIR TAWAR
BARAT

5TM AUTOMATIVE

SAFRI NUILFI
PADANG f 06-08-1960

410008047 /
19600806 1984031

ooB

01-04-06

STAF KEL.
GUNUNG
PANGILUN

5TM BANGUNAN




YULIASMIL
PEKANBARU / 02-07-1958

clonr3404 {
19530702 198101 2
o0l

STAF KEL AIR
TAWAR BARAT

1-06-C8

SMA A3/ IPS

DARMANSYAH
PADANG { 07-07-1957

oio23278 /
19570707 158101 1
Qo4

O1-10-05

KASI TATA
PEMRINTAHAN
KEL.ULAK KARANG
SELATAN

159-07-11

STM MESIN

PATRIA APRIADI, SH
DANGUNG-DANGUNG / 03
04-1971

010246026 /
19710304 1993031
oo

27-08-08

KASI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KEL
ALAI PARAK HOPI

19-07-1

$1 HUKUM

MARIAD], 5T
PADANG ! 13-05-1576

410023657 /
19760513 200604 1
cD4

C1-04-10

STAF KECAMATAN

01-04-06

S TEKNIK SIPIL

PUTRI BALKIS, 5T
PADANG { 27-08-1579

410019043 /
19790827 2005012
ooa

01-10-10

KEPALA SEKSI -
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
PERIZINAN KEL.
AIR TAWAR BARAT

27-05-09

5.1-TEKNIK SIPIL

ROSI YUNIARTY
MUARA LABUH /12-06-
1969

700003493 f
19690612 196903 2
(eTv’]

0t-10-10

STAFKEL. AIR
TAWAR BARAT

09-06-08

SLTA UMUM

YANTI SUMARNI
PADANG / 27-03-1970

010229165 [
19700327 1950071 2
oo

HEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KEL.
AIR TAWAR TIMUR

27-05-09

SMA A3/IPS

RONAL IKHSAN, $5TP
PADANG / 04-07-1583

19830704 2002121
Q02

-04-1

SEKRETARIS
LURAH KEL.
LOLONG BELANTI

ARNITA, 5.50s
PADANG / 22-09-1967

41001913 /
19670922 199203 2
o0z

O1-C4-1l

STAF KANTOR
CAMAT

51 ILMU
ADMINISTRAS
NEGARA

TARMIZI
06-03-195%

19590306 1981011
002

Kasl
HESEJAHTERAAAN
SOSIAL DAN
PENANGGULANGA
N BENCANA KEL.
AIR TAWAR TIMUR

19-07-1




MULZA FITTRIS
PADANG /18-02-1572

19720218 2010011
ool

STAF KANTOR
CAMAT

.1 TEKNIK SIPIL

HASAN ASARI
DUMAI / 05-12-15712

19721205 2010011
003

o1-01-10

STAF KANTOR
CAMAT

C1-01-10

S.1 TEKNIK SIPIL

MARLENA, §.50s.)
BATU HAMPAR (50 HOTA)
} 24-05-1978

410043286 /
19780524 2008012
Q06

01-0§-10

STAF KANTOR
CAMAT

S.TIAIN

TAUFIK, 5.50
PADANG / 3t-10-1969

410014478 /
19691031 2001121
oo

01-10-07

STAF KEL. ULAK
KARANG UTARA

03-01-11

S.1iLMmu
ADMINISTRASI
NEGARA

NASRUL
PADANG/

KASI KESOS KEL.
ULAK KARANG

Xl AT

SMA1PS

MASRIL
PADANG [ 10-12-1959

010116478 / 19591210
1581011 004

01-04-10

STAF KANTCR
CAMAT

F

06-06-08

SLTA UMUM

FARID IRWAN MAULANA,
s.Ip SOLOK /
20-10-1988

19881020 2007011
ool

HASI TATA
PEMERINTAHAN
KEL AIR TAWAR
TIMUR

19-07-11

DIKLAT

HEPEMIMPINAN,

DIKLAT PIM IV

IPDN

GUSNI HERMARIZA

19770830 200604 2
(ale)]

STAF KEL. AIR
TAWAR TIMUR

SEVY WENDY
PADANG / 04-07-1382

19820704 2011012
002

22-02-11

STAF KANTCR
CAMAT

DIt AKUNTANSI

EXA FITRI YENI
PADANG / 02-02-1976

10014377 /
19760602 2002122
o3

01-04-07

STAF KANTOR
CAMAT

SMEA
PERKANTORAN

NOFRIDA YENI
PADANG / 17-11-1975

410026845 [ 1975117
2007012 003

Q1-10-11

STAF HANTOR
CAMAT

01-01-07

SLTA UMUM

RATNAWATI
PADANG PARIAMAN [ 17-
or1969

410036855 /
19691017 200701 2
005

o1-10-11

STAF KANTOR
CAMAT

SLTA UMUM

ZULNAIDI
PADANG / 19-05-1962

410036966 /
19620519 2007011
jole)

ot-10-11

STAF KANTOR
CAMAT

04-06-08

STM LISTRIK
UMUM

DEWI RINI
PADANG / 13-08-1965

410036969 /
15650813 200701 2
o003

c1-10-1

STAF KANTOR
CAMAT

SEKCLAH
MENENGAH ATAS

SYAFRIZAL
BUKITTINGG! / 10-02-1969

19690210 2010011
003

STAF HANTOR
CAMAT

o010

STM BANGUNAN




DEDL FITRI 15741006 201001 1 o1-01-10 |STAF HANTCR 01-01-10 STM BANGUNAN
KACANG [ 06-10-1974 004 CAMAT
ROBI GUSMAN 19850820 2010011 o1-01-10 |STAF KANTOR ot-01-10 SMH BANGUNAN
PADNG [ 20-08-1985 005 CAMAT

ANDRIANTO 19761228 2010011 01-01-10 |STAF KANTOR

PADANG [ 26-12-1976 Q05 CAMAT
INDRA SETIAWAN 19760525 2005011 01-01-09 |STAF KANTOR 01-01-09 SMP

PADANG { 25-05-1976 008 CAMAT

o-01-10 STM BANGUNAN

Padang,
Camat Pad

Dri. YALMASRIL
Nip.19621020 198603 1 008




Alat perekaman e-KTP Kecamatan Padang Utara




)
il

Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Padang Utara

Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Padang Utara




Ruang Kasi Pemerintahan Kecamatan Padang Utara
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